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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang 

mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh, efektivitas keduanya dalam 

menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan 

perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya 

Qanun Jinayat, serta pendekatan hukum formil, hukum materil, dan legal 

reasoning Hakim di kedua matra tersebut dalam kasus pemerkosaan. 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan  

normatif-empiris yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

penelitian publikasi, jurnal, buku dan naskah yang meliputi aspek teori, 

filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan 

rinci pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, 

serta kaidah dan penerapannya di Pengadilan. 

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak lahirnya Qanun 

Jinayat, tindak pidana pemerkosaan telah menjadi bagian dari kewenangan 

Mahkamah Syar‟iyah yang ketentuannya terikat dengan Pasal 5 Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa 

ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam 

yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang 

melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih 

serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang 

beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang 

tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 

ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan 

Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sehingga tidak ada 

tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Syar‟iyah, masing-masing dengan terikat dengan status keagamaan subjek 

hukum Pelaku Pidana. 

 

Kata Kunci:  

Perbandingan, Pidana Pemerkosaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah 

Syar’iyah, Qanun Jinayat 
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ABSTRACT 

 This research aims to provide an understanding of the competence of the 

absolute authority of the District Court and the Mahkamah Syar‟iyah in Aceh 

Province, the effectiveness of both in handling rape cases in Aceh, in terms of 

case acceptance procedures, legal source approaches, and decision results after the 

enactment of Qanun Jinayat, as well as formal law approaches, material law, and 

legal reasoning of Judges in both dimensions in rape cases. 

 The method applied in this research is a normative-emperical method 

approach sourced from legislation, research publications, journals, books and 

manuscripts covering aspects of theory, philosophy, comparison, structure, 

consistency, general explanation and detailed explanation of each article, 

formality and binding force of a law, as well as its rules and application in court. 

 The results of this study reveal that since the birth of Qanun Jinayat, the 

crime of rape has become part of the authority of the Mahkamah Syar‟iyah whose 

provisions are bound by Article 5 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning 

Jinayat Law which states that the provisions of the jinayat law apply to every 

Muslim who commits Jarimah in Aceh, every non-Muslim who commits Jarimah 

in Aceh together with Muslims and chooses and voluntarily submits himself to the 

Jinayat Law; Every person of non-Muslim religion who commits Jarimah in Aceh 

which is not regulated in the Criminal Code (KUHP) or criminal provisions 

outside the Criminal Code, but is regulated in this Qanun; and Business Entities 

that carry out business activities in Aceh. So that there is no overlapping authority 

between the District Court and the Sharia Court, each of which is bound by the 

religious status of the legal subject of the criminal offender. 

 

Keywords: 

Comparison, Rape Crime, District Court, Mahkamah Syar’iyah, Qanun 

Jinayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan supermasi 

huukum merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini 

ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”.
1
  

Adapun dalam melaksanakan Negara hukum, terdapat kekuasaan 

Negara yang diatur menurut hukum. Kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 

Indonesia disebut kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang ditegaskan dalam 

pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
2
 

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang dikenal memiliki 

keunikan dalam otonomi khusus dan telah mengalami transformasi hukum 

yang banyak, terutama pasca implementasi Qanun Jinayat. Sebagai salah satu 

provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat, Aceh menunjukkan 

bagaimana dinamika dalam menjalankan hukum syariat tersebut dalam 

Pengadilan di Aceh.
3
 Di dalam Qanun Jinayat tersebut terdapat 10 (sepuluh) 

jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar‟iyah, yang beberapa 

                                                       
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2 ibid, Pasal  24  ayat  (1)  
3 Mukhlis,  Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Jurnal Imu 

Hukum, Vol. 4, No. 1 Fakultan Hukum, Universitas Riau, Pekan Baru. 
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diantaranya juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, salah satunya 

yaitu tindak pidana pemerkosaan. 

Tindak pidana pemerkosaan menjadi isu sensitif, kontroversial dan 

seringkali membawa konsekuensi bagi korban dan pelaku serta golongan 

masyarakat. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa kasus pemerkosaan 

tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum saja, namun bagaimana tindak 

pidana tersebut dilihat berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, serta agama 

yang dianut oleh masyarakat Aceh yang notabenenya beragama Islam, 

sehingga menjadi isu dan hal yang menarik untuk diteliti. 

Selama beberapa tahun, masa transisi diberlakukannya Qanun Aceh 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun ruang lingkup hukum Provinsi 

Aceh terdapat 2 (dua) entitas Pengadilan yang berdiri secara paralel dalam 

menangani kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut yaitu Pengadilan 

Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah. Keduanya memiliki fondasi hukum, 

prosedur, dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan kasus 

pemerkosaan tersebut. Pada dasarnya, Pengadilan Negeri di Aceh itu sama 

seperti Pengadilan lain yang ada di Indonesia, namun dengan adanya 

kewenangan dalam Qanun Jinayat bahwa kasus pemerkosaan ini merupakan 

bagian dari kewenangan Mahkamah Syar‟iyah. Berdasarkan Qanun Jinayat 
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tersebut, kasus pemerkosaan lebih sering ditangani dan lebih diprioritaskan 

untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar‟iyah.
4
 

Adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 

diundangkan di Banda Aceh, pada tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriah, sedangkan Qanun 

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat telah lebih dahulu 

diundangkan di Banda Aceh, pada tanggal 13 Desember 2013, bertepatan 

dengan tanggal 9 Shafar 1435 Hijriah sebagai landasan hukum acara terhadap 

3 (tiga) Qanun, yaitu: a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 

12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; b. Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir 

(Perjudian); dan c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 

Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), sebagai Qanun awal di bidang pidana;  

Penanganan tindak pidana pemerkosaan kemudian diterapkan 

sepenuhnya oleh Mahkamah Syar‟iyah setelah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat tersebut mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah 

diundangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 75, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat, yang kemudian disusunnya Qanun Jinayat 

tersebut juga mencabut 3 (tiga) Qanun pidana di Aceh sebelumnya, yaitu: a. 

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Minuman Khamar dan Sejenisnya; b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 

                                                       
4 Basir, Cik. Kedudukan, Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial 

Power, 2011, Jurnal Publikasi, Lihat di https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi 

Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power | Oleh: Drs. 

Cik Basir, SH., M.H.I (22/7)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-kewenangan-dan-prospek-mahkamah-syariyah-sebagai-judicial-power-oleh-drs-cik-basir-sh-mhi-227
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-kewenangan-dan-prospek-mahkamah-syariyah-sebagai-judicial-power-oleh-drs-cik-basir-sh-mhi-227
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Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan c. Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat 

(Mesum), yang pada awalnya masih disusun secara terpisah, kemudian 

disatukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; 

Masuknya pemerkosaan menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) tindak 

pidana yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar‟iyah, yang 

awalnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri merupakan suatu 

hal yang menarik untuk diteliti relevansinya dengan Sistem Hukum Nasional, 

pendalaman terhadap realita pembaharuan hukum tersebut dapat dicapai 

dengan mengomparasikan proses penerapan hukum, ada tidaknnya 

pengkhususan peraturan perundang-undangan, pendekatan, metode dan dasar 

hukum yang digunakan antara Mahkamah Syar‟iyah dengan Pengadilan 

Negeri dalam penyelesaian perkara pemerkosaan tersebut, maka muncul 

berbagai macam pertanyaan penting mengenai bagaimana efektivitas, 

keadilan, dan kesesuaian masing-masing Pengadilan dalam menangani dan 

menyelesaikan  kasus pemerkosaan. Selain itu, dampak dari putusan 

Pengadilan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam ranah praksis 

dan akademik. 

Perlu diketahui bahwa diantara 10 (sepuluh) tindak pidana yang 

diatur dalam Qanun Jinayat meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. Khalwat; d. 

Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; 

dan j. Musahaqah.
5
 Hanya Zina, Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan yang 

                                                       
5 Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
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merupakan tindak pidana yang telah lama termuat dalam KUHP dan 

Pengadilan Negeri juga tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Aceh, sehingga secara spontan akan timbul pertanyaan tentang latar 

belakang lahirnya Qanun Jinayat dan urgensitas implementasinya di wilayah 

Provinsi Aceh. Namun dalam pemaparan ini, Peneliti akan menitikberatkan 

fokus pada kasus Pemerkosaan; 

Berdasarkan Hukum Positif (ius constitutum) di Indonesia, tindak 

pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena 

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.
6
 

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai 

regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai tindaklanjutnya, 

telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan 

kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan 

perbup/perwali dengan  membentuk unit layanan penanganan kekerasan 

dengan beragam nama, seperti Women Crissis Center (WCC), Pusat 

Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur  SKPD terkait, 

rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga 

                                                       
6 Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
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Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan 

Organisasi Keagamaan.
7
 

Berdasarkan SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak), ditemukan data bahwa telah terjadi kasus kekerasan 

terhadap perempuan Indonesia sejumlah 25.099 pelaporan, dengan total 

Provinsi Aceh sejumlah 889 pelaporan, dengan 783 pelaporan adalah korban 

perempuan, dan 410 diantara korban tersebut adalah anak-anak.
8
 Tentu saja 

ini bukan jumlah yang sedikit dan harus menjadi perhatian seluruh elemen 

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta masyarakat sebagai kontrol sosial. 

Perlu diketahui, bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam tindak 

pidana pemerkosaan yang harus dipertimbangkan, unsur-unsur tersebut sesuai 

dengan penafsiran dan penjelasan Pasal 285 KUHP berikut ini:
9
 

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan; 

Kekerasan dalam pasal 285 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau pelaku pemerkosaan yang membuat korban pingsan 

atau tidak berdaya. Kemudian juga menurut S. R. Sianturi, bahwa 

kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap 

orang atau barang untuk melukai orang yang terancam atau untuk 

mengejutkan pelaku. 

                                                       
7 https://kekerasan.kemenpppa.go.id, SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak) Cek Data Online Kekerasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  
8 Ibid., https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan 
9 Op.Cit, Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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Adapun ancaman, disisi lain melibatkan ancaman pelaku untuk 

membuat perempuan atau korban merasa terancam dan pada akhirnya 

terjadi kerugian baginya. Ancaman juga dapat berupa menodongkan benda 

tajam seperti pisau agar wanita tersebut tidak melakukan perlawanan.
10

 

2. Memaksa; 

Ahli Hukum, S. R. Cianturi menjelaskan bahwa memaksa adalah 

suatu tindakan yang meenempatkan seseorang pada posisi sedemikan rupa 

sehingga tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain menurut 

kehendak si pemaksa, dengan kata lain jika tidak ada tindakan pemaksa, 

orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

sesuai dengan kehendak pemaksa. Dalam hal ini, orang yang dipaksa tidak 

perlu mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya: meninggal 

atau menderita cedera atau sakit daripada mematuhi kehendak pemaksa. 

Kewajaran dari hal ini harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. 

Pemaksaan pada dasarnya melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Pemaksaan secara harfiah berarti melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan keinginan seseorang.
11

 

 

 

 

 

                                                       
10 Kumendong, JH Wempie, Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 Kuhpidana, 

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Ratulangi, Manado, 2016, hal 10 
11 Ibid., hal 11 



8 

 

3. Seorang Wanita; 

Korban adalah seorang perempuan. Usia perempuan itu tidak 

relavan, bisa anak-anak atau sudah bahkan lanjut usia. Unsur ini juga 

menunjukkan bahwa pelaku adalah laki-laki.
12

 

4. Wanita itu bukan istrinya/diluar pernikahan; 

Unsur ini menerangkan bahwa perempuan yang menjadi korban 

berada dalam hubungan di luar perkawinan dengan pelaku. Namun dalam 

penerapannya, perlu dikaji kembali apakah hubungan seksual yang terjadi 

di dalam atau di luar perkawinan harus dilihat dari ketentuan yang terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13

 

5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya; 

Persetubuhan dalam penerapan pasal 285 KUHP ini adalah 

memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa 

yang dapat mengakibatkan padaa kehamilan. Jika kemaluan pria tersebut 

hanya “menempel” pada kemaluan wanita tidak dapat dikategorikan pada 

persetubuhan melainkan pencabulan yang terdapat pada pasal 289 

KUHP.
14

 

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, khusus di wilayah hukum 

Provinsi Aceh, dalam permasalahan penyelesaian kasus tindak pidana 

pemerkosaan, unsur-unsur yang dinilai dalam tindak pidana tersebut, tidak 

menggunakan KUHP dalam penerapannya secara absolut, namun 

                                                       
12 Ibid., hal 11 
13 Ibid., hal 12 
14 Ibid.,  hal 13 
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menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 

dengan Ketentuan Peralihan Pasal 71 yang menyebutkan bahwa “Pada saat 

Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang 

berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini” dan Pasal 72 juga 

menerangkan bahwa, “Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana 

diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah 

aturan Jarimah dalam Qanun ini”.
15

 Dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 

tentang Hukum Acara Jinayat dengan Ketentuan Peralihan, Pasal 285 ayat (3) 

yang menegaskan bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau 

peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap 

berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini”.
16

 

Semua tindak pidana yang diatur di dalam Qanun Jinayat, disebut 

dengan istilah “jarimah”, diserap dari Bahasa Arab yang artinya “tindak 

pidana” dan istilah tersebut juga dikenal dalam Hukum Pidana Islam. 

Berdasarkan konsideran pertama dalam Qanun tersebut yang berbunyi: 

“bahwa al-Qur‟an dan al-Hadis adalah dasar utama agama Islam yang 

membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah mnjadi keyakinan serta 

pegangan hidup masyarakat Aceh”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

dasar utama dari Qanun Jinayat ini berasal dari Hukum Islam yang 

berlandaskan al-Qur‟an dan al-Hadis. 

                                                       
15 Pasal 71 dan 72 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
16 Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 
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Pemerkosaan dalam Hukum Islam dianggap sebagain kejahatan 

seksual yang sangat serius. Secara harfiah, pemerkosaan diterjemhkan dalam 

bahasa arab sebagai ightisab/ikhtisab (لإحتساب).
17

 Secara mendalam, 

pemerkosaan ini masuk dalam Zina al-Zibr dan masuk dalam aturan pidana 

hirabah.
18

 Al-Quran pada dasarnya tidak menjelaskan secara langsung 

tentang tindak pidana pemerkosaan, namun memberikan serangkaian aturan 

untuk menghindari hal tersebut. Syeikh Utsman al-Khamis, salah satu Ulama 

dan Dai dari Kuwait menisbatkan tentang hukum pemerkosaan dalam al-

Quran, Surah al-Ma‟idah ayat 33 berikut:
19

 

ُ َْ اااااااَ و  ََُ سََ اااااااوَِ ََُ وسَ  َّ ُ َْ ُوخََااااااااسِتوَ ََ و َِ ُإنَِّمَااااااااَُ اااااااَ ُحََُُِّااااااا ُوَ تََّ اَااااااوُُاَ    ْ ُُاَ اُِفسََااااااااَّل سَ  فاِااااااُُْ  

اُِ  سَ    ُُ ََ اااااا ِْ ُُ ُوَ   اَاااااو  ُاَ   ااااااَ    َِ ُ  َ اااااا ِْ ُ َ  َْاَااااام  َُ اسَ  ِْم  ُعَ َََّاااااامَُاوَ ااااااهِو ُذَُ ُوصََاااااا َّثوَُُاَ   اااااا     َِ ُ َُِْاَااااام  َُ ِاِااااا

ن ياَُۖ ُعَظِيمُ ُفُُِِْهُّ ُب  ََ رَجُِعَ َِ ُفُُِْلْ   َ َِْمَ 

Artinya:  

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”
20

 

                                                       
17 Shahid, Shazeb, Sterner Reesponse Toward Rape line With Islamic Law: Special Refernce to 

Pakistan, Punjab University, 2021, hal 53 
18 Farooq, Mohammad Omar, Toward Our Reformation: From Legalism to Value-Oriented 

Islamic Law and Jurisprudence, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013, hal 228 
19 Liputan wawancara Syeikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV, terkait 

hukum pemerkosa dalam syariat Islam; 
20 al-Quran, Surah al-Ma‟idah ayat 33 
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 Pemerkosaan dianggap sebagai fasad atau sebuah kerusakan yang 

dilakukan di bumi oleh orang-orang dan masuk dalam kategori pidana 

hirabah  (حرُتح). Berdasarkan ayat tersebut, karena pemerkosaan tergolong 

dalam pidana hirabah maka sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong 

tangan, kaki bersilang atau diasingkan.
21

 

Islam juga mendasarkan persoalan pemerkosaan kepada Hadis Nabi 

Muhammad SAW tentang hukuman Hudud kepada pelaku pemerkosaan 

sebagaimana Hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: 

َُعَ يَ اااااِ َُ َ ااااا َّمَ ُفاَااااهَسَاَُعَ  ْاَاااااُسََ اااااووَُ ُِ َّ ُ ْ اااااهُِسََ اااااووُِ ُِمَااااا َِّ عَ اَااااُِعَ ااااارَاجَُ   ْ ُُ  ْ رِاَ  َ اااااتَ   ُ

َِ ُامََاتَْاَ َُ ِمَُ  َْ َُعَ ََُُِِّ َُعَ يَ ِ َُ َ  َّمَُحَهَّ َُ اقَاَ َّ ُ َُ  مَ َِّ ُوَ ْ رل َْ ُانََّ ََُ َ لََُِْاَُ  كَر 

Artinya:  

“Seorang wanita diperkosa pada masa Rasulullah SAW, kemudian hukuman 

hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut 

dilaksanakan pada laki-laki telah memperkosanya, tidak juga disebutkan ia 

memberikan mahar kepada sang perempuan” (HR Ibnu Majah)
22

 

Pemerkosaan termasuk dalam Zina al-Zibr atau Zina yang 

dipaksakan, sehiungga untuk mengetahui terjadinya pemerkosaan tidak jauh 

berbeda pendefinisiannya sebagaimana yang telah diuraikan oleh ahli-ahli 

hukum Indonesia. Berdasarkan kitab-kitab yang sudah tertulis oleh kalangan 

para ulama seperti Imam asy-Syafi‟i dalam Kitab Al-Umm, Imam Malik 

dalam Kitab Al-Muwatta‟ serta dari ulama terdahulu dan kontemporer sepakat 

bahwa zina adalah melakukan penetrasi dimana kemaluan laki-laki masuk ke 

                                                       
21 Ibid., Liputan wawancara Syeikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV; 
22 Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah Kitab Al-Nikah, Bab Fih Al-Istiqrar, Hadis No 1874. 
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kemaluan perempuan, sehingga karena dianggap merupakan bagian dari Zina, 

maka pemerkosaan dapat didefiniskan sebagai hubungan seksual yang 

dipaksakan secara tidak sah oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

yang tidak menikah secara sah dengannya, tanpa kehendak dan persetujuan 

bebas dari perempuan tersebut tersebut melalui penetrasi.
23

 

Berdasarkan fakta-fakta awal sebagaimana telah Penulis paparkan, 

Penulis berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan 

mendalam mengenai proses penyelesaian kasus pemerkosaan di Aceh, 

terutama bagaimana komparasi dalam hukum formil, hukum materil dan legal 

reasoning Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah di Aceh 

serta pertimbangan Qanun Jinayat dalam membuat hukum tersebut, dengan 

harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan 

kualitas sistem Peradilan Indonesia di masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh? 

2. Bagaimana efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah 

dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur 

penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan 

setelah berlakunya Qanun Jinayat? 

                                                       
23 Noor, Azman Mohd, Rape: A Problem of Crime Classifivation in Islamic law, Arab Law 

Quarterly, 2010, hal 417  
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3. Bagaimana perbedaan pendekatan hukum formil, hukum materil, dan 

legal reasoning Hakim antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Syar‟iyah saat menangani kasus pemerkosaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri 

dan Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh. 

2. Untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Syar‟iyah dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi 

prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil 

putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pendekatan hukum formil, hukum materil, 

dan legal reasoning Hakim antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Syar‟iyah saat menangani kasus pemerkosaan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Pengayaan Literatur Akademik 

Penelitian ini akan menambah literatur dalam bidang hukum 

terutama dalam kajian hukum pidana mengenai: 

- Kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh. 

- Komparasi penyelesaian kasus pemerkosaan oleh Pengadilan 

Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh setelah 

implementasi Qanun Jinayat. 
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b. Pendalaman Pemahaman Sistem Hukum 

Memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum positif 

nasional dan hukum syariah Islam, serta tantangan yang mungkin 

muncul dari implementasi kedua sistem hukum tersebut. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Ini juga dapat 

mendorong diskusi akademik tentang implikasi dari Qanun Jinayat 

sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional yang diterapkan di 

Provinsi Aceh. 

b. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana kasus 

pemerkosaan dihadapi di kedua Pengadilan tersebut, membantu 

mereka dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka di bawah 

kedua sistem tersebut. 

c. Bagi Aparat Hukum 

Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi dan 

mungkin perbaikan proses Peradilan dalam kasus pemerkosaan. Ini 

juga dapat memberi mereka wawasan tentang potensi hambatan atau 

tantangan dalam implementasi Qanun Jinayat. 
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E. Terminologi 

1. Studi Perbandingan 

Studi perbandingan adalah bentuk penelitian yang 

membandingkan variabel-variabel yang saling terkait dengan 

menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam sebuah kebijakan dan 

lain-lain. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu 

fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau 

lebih dari suatu variabel tertentu.
24

 

Menurut Sugiyono, Metode Komparatif (studi perbandingan) 

adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih 

variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu tyang 

berbeda atau gabungan semuanya.
25

 

Berdasarkan pengertian studi perbandingan yang telah Penulis 

kemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa studi perbandingan 

adalah salah satu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-

variabel untuk didapati persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih 

variable secara terperinci dan mudah dipahami. 

 

 

 

                                                       
24 Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hal 58 
25 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 36 
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2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan 

a. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia 

Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 

285. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah “barangsiapa 

bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal 

diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
26

 

Menilik dari bahasa itu sendiri, kata perkosaan dalam KUHP 

Itu berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu “verkratching”. 

Melihat dari segi bahasa antara Bahasa Indonesia dan Bahasa 

belanda sebenarnya kurang tepat karena kata “perkosaan” belum 

menunjukkan pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh”. 

Berbeda dengan istilah “verkrachting” yang digunakan orang 

belanda sudah dipahami sebagai “perkosaan untuk bersetubuh”. Oleh 

karena itu kualifikasi untuk tindak pidana pada pasal 285 KUHP ini 

harus sudah dimaknai “perkosaan untuk bersetubuh”.
27

 

Jika menilik dari bahasa latin, maka perkosaan berasal dari 

kata reape yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau 

membawa pergi. Dalam hal ini pemerkosaan merupakan tindak 

kriminal yang dimana seseorang memaksa orang lain untuk 

                                                       
26 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
27 Bassar, M. Sudrajat, Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 167 



17 

 

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan 

penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.
28

 

b. Menurut Black's Law Dictionary 

Pemerkosaan/Perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan 

hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. 

Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang 

perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan 

bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan 

istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan 

perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di 

bawah keadaan penghalang.
29

 

c. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Islam 

Menurut Mohammad Omar Farooq, pemerkosaan disebut 

sebagai Zina Al-jabr atau Zina dengan pemaksaan. Pemerkosaan 

didefinisikan sebagai hubungan yang dipaksakan secara tidak sah 

oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak 

menikah secara sah dengannya, tanpa kehendak dan persetujuan 

bebas dari laki-laki tersebut.
30

 

Pengertian pemerkosaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj 

                                                       
28 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat 

Studi wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal 97 
29 Garner, Bryan. A, Op.Cit 
30 Farooq, Mohammad Omar, Op.Cit., hal 228. 
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(vagina) atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar (penis) 

pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj 

(vagina) atau zakar (penis) korban dengan mulut pelaku atau 

terhadap mulut korban dengan zakar (pelaku), dengan kekerasan 

atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31

  

Adapun kualifikasi hukumannya adalah „Uqubat Ta‟zir
 
 yaitu 

hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(jarimah/tindak pidana) yang hukumannya belum ditetapkan oleh 

syara‟, dengan pengertian bahwa ukurannya atau kadar/batas 

terendah dan tertinggi hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya 

kepada Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan 

ijthad Hakim di dalam putusannya berdasarkan hasil pemeriksaan 

dan pembuktian di persidangan.  

3. Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang 

berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten tersebut sedangkan 

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, memiliki 

kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali 

undang-undang menentukan lain.
 32

  

                                                       
31 Pasal 1 Angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hal 4 
32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
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Pengadilan Negeri dibentuk sebagai bagian dari Peradilan Umum 

di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memiliki 

tugas melaksanakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu 

diwujudkan adanya Lembaga Peradilan yang bersih dan berwibawa 

dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yang merupakan 

bagian dari lingkungan Peradilan Umum.
33

  

Pada Peradilan Umum, dapat dibentuk Pengadilan Khusus sebagai 

Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung yang diatur dalam Undang-undang.
34

  

4. Mahkamah Syar’iyah 

Mahkamah Syar‟iyah adalah Lembaga Peradilan Syari‟at Islam di 

Nanggroe Aceh Darussalam di bawah Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dan Lembaga Publik yang terlibat dalam penegakan hukum 

dan keadilan yang melaksanakan sebagian dari kekuasaan kehakiman dan 

memberikan pelayanan kepada warga yang mencari keadilan yang 

berkhusus di Provinsi Aceh. Pengadilan ini sebagai perwujudan 

pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar‟iyah diresmikan 

pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan 

                                                       
33 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 

2 tentang Peradilan Umum. 
34 Ibid., hal 3 
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khu lsuls, 

Kelpultulsan Pre lsideln Nomor 11 Tahu ln 2003 te lntang Mahkamah Syar‟iyah 

dan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe l Acelh 

Darulssalam, Qanu ln Provinsi Nanggroe l Acelh Darulssalam Nomor 10 

Tahuln 2002 te lntang Pelradilan Syari‟at Islam dan U lndang-ulndang Nomor 

11 tahuln 2006 telntang Pe lmelrintahan Acelh.
35

 

Mahkamah Syar‟iyah telrdiri dari Mahkamah Syar‟iyah 

Kabulpateln/Kota se lbagai lelmbaga pelradilan tingkat pe lrtama. dan 

Mahkamah Syar‟iyah Ace lh se lbagai pelradilan tingkat banding, delngan 

modifikasi mandat yang me lncakulp pelnyellelsaian pelrkara Jinayat.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pelnellitian ini dilakulkan delngan melnggulnakan jelnis pelnellitian 

delskriptif yang belrsifat ku lalitatif.  Pelnyulsu lnan delngan meltodel delskriptif 

kulalitatif adalah melndelskripsikan, melnje llaskan, melmaparkan, dan 

melngambarkan se lcara sistelmatis, faktu lal, dan aku lrat melngelnai fakta-

fakta, sifat-sifat, dan hu lbulngan antara felnomne la yang ditelliti. Pe lnellitian 

ini ju lga belrtuljulan ulntulk melnggali data langsu lng di pelrpulstakaan, 

direlktori pultu lsan pelngadilan, belselrta pelndapat para ahli hu lkulm.  Dalam 

stuldi kelpulstakaan (library re lselarch), dapat dipahami bahwa data yang 

dihimpu ln akan dide lskripsikan se lcara melndeltail, dikaitkan de lngan telori 

dan kaidah-kaidah hu lkulm yang dipakai dalam pe lnellitian kelpulstakaan ini, 

                                                       
35 Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh (ms-aceh.go.id) 
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selhingga adanya pe lmahaman yang u ltulh telrhadap felnomelna dan/atau l 

fakta hulkulm yang se ldang ditelliti.
36

 

Stuldi pe lrbandingan adalah pe lnellitian de lngan melngomparasikan/ 

melmbandingkan variabe ll-variabell delngan melngelmulkakan pe lrsamaan 

dan pelrbeldaan antar variabell yang melnjadi obje lk kajian, selhingga 

melmbelri kelsimpullan yang u ltulh.  

2. Metode Pendekatan Penelitian  

 Pelnellitian “Stuldi Pelrbandingan Relsolu lsi Pidana Pelmelrkosaan di 

Pelngadilan Nelgelri dan Mahkamah Syar‟iyah Se ltellah Belrlakulnya 

Qanu ln Jinayat”, melngadopsi pelndelkatan Sosio-legal. 

 Metode Sosio-legal memiliki 2 (dua) karakteristik, yaitu pertama 

melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum 

tertulis. Kedua, penelitian sosio-legal menggunakan pendekatan 

interdisipliner, terutama denngan ilmu-ilmu sosial untuk  menjelaskan 

fenomena hukum dalam  konteks sosial dan  budaya hukum itu 

berada.
37

 

 Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang 

menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. 

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005), studi 

sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi 

                                                       
36 Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 

2001, hal 13 
37 Irianto, Sulistyowati, Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Obor 

Indonesia. Jakarta, 2011, hal  1-14 
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doktrinal terhadap hukum. Kata „socio‟ dalam socio-legal studies 

merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (an 

interface with a context within which law exists). Itulah sebabnya 

mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial 

untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk 

memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan 

hukum dan studi hukum.
38

 

Pelnelliti melnggulnakan pelndelkatan sosio-legal yang bahan 

hukumnya serta objek penelitiannya itu belrsu lmbelr dari pelratulran 

pelrulndang-u lndangan yang belrulpa U lndang-ulndang Dasar Ne lgara 

Relpulblik Indonelsia, KU lH Pidana, KUlHA Pidana, Qanu ln Jinayat, 

pelnellitian pu lblikasi, julrnal, bulkul dan naskah-naskah lain yang 

melmbahas pe lrilakul hulkulm yang hidu lp dalam masyarakat. Pelnellitian ini 

mellipulti belrbagai aspe lk dalam hu lkulm, diantaranya aspe lk telori, filosofi, 

pelrbandingan, stru lktu lr, konsistelnsi, pelnje llasan ulmulm dan pe lnjellasan 

rinci pada tiap pasal, formalitas dan ke lku latan melngikat su latul ulndang-

ulndang, se lrta kaidah dan telori-telori hu lkulm yang be lrkaitan elrat delngan 

masyarakat. 

Delngan melnggulnakan pelndelkatan ini, pe lnellitian ini belrulpaya 

melmbelrikan gambaran yang holistik dan be lrlapis melngelnai bagaimana 

kasuls pelmelrkosaan dihadapi dan diselesaikan di Acelh, khu lsulsnya pasca 

implelmelntasi Qanu ln Jinayat. 

                                                       
38 Irianto, Sulistyowati, Kajian Sosio-legal, Universitas Indonesia. Jakarta,  2012, hal  1-3 
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3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Pelnellitian ini melrulpakan pelnellitian ke lpulstakaan ataul library 

relselarch dan pelngulmpullan data belrasal dari be lrbagai litelratulr yang 

dibeldakan melnjadi su lmbelr primelr dan su lmbelr se lkulndelr selbagaimana 

ulraian di bawah ini: 

1. Data Primer 

Data primelr  melrulpakan data lapangan yang diku lmpullkan mellaluli 

wawancara de lngan Hakim yang melnangani kasu ls-kasuls telrselbult 

ulntulk melmahami intelrpreltasi, pelrtimbangan, dan ke lpultulsan melrelka 

telrkait kasu ls pelmelrkosaan di Acelh pasca implelmelntasi Qanuln 

Jinayat. Data Primelr tersebut adalah data ultama yang belrasal dari 

sulmbelr-sulmbelr yang tellah ada se lpelrti Qanu ln Jinayat, pu ltulsan-

pultulsan Pe lngadilan yang tellah dicatat, pelratulran pelrulndang-

ulndangan, litelratulr ilmiah, artike ll, dan laporan dari le lmbaga telrkait. 

Data-data ini dipelrolelh mellaluli stu ldi pu lstaka yang kelmuldian 

melmbelrikan kontelks yang dipe lrlulkan ulntu lk pelnellitian ini. 

2. Data Sekunder 

a) Bahan Hu lkulm Primelr 

Bahan Hu lkulm Primelr adalah data ultama yang belrasal dari 

sulmbelr-sulmbelr yang tellah ada se lpelrti U lndang-ulndang Dasar 

Nelgara Relpulblik Indonelsia, KU lH Pidana, KU lHA Pidana,  

Qanu ln Jinayat, pu ltulsan-pultulsan Pe lngadilan yang tellah dicatat, 

selrta pelratulran pelrulndang-ulndangan yang be lrkaitan. 
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b) Bahan Hu lkulm Selkulndelr 

Bahan hu lkulm Selkulndelr adalah data-data yang dipe lrolelh mellalu li 

bulku l-bulkul, litelratulrel ilmiah, artike ll, dan laporan dari le lmbaga 

telrkait. 

c) Bahan Hu lkulm Telrsielr 

Bahan hu lkulm telrsielr adalah data pe lndulkulng yang diku lmpullkan 

mellau li kamuls-kamuls hulkulm. 

Adapu ln su lmbelr data pe lndulkulng dalam pe lnellitian ini adalah 

selmula litelratulr ilmiah yang be lrposisi se lbagai pelndulkulng data 

primelr u lntulk melngu latkan pelmbahasan dalam pe lnellitian ini, 

telrultama yang be lrkaitan langsu lng de lngan data primelr, se lrta 

dokulmeln lainnya yang be lrkaitan delngan pe lnellitian ini, 

Su lmbelr data Primelr dan Se lku lndelr yang diku lmpullkan dan 

diolah se lndiri olelh pelnelliti, tidak se lcara langsu lng dari su lbjelk atau l 

objelk pelnellitian. Su lmbelr data ini me lrulpakan data tambahan yang 

melmiliki fu lngsi se lbagai data pelnu lnjang/data pelndulkulng data 

primelr. 

G. Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Pelngumpullan data mellaluli data primelr yang pe lnullis pelrolelh mellaluli 

wawancara. Wawancara adalah cara melngulmpullkan data delngan 

mellakulkan tanya jawab langsu lng delngan pe lnelliti dan narasu lmbelr dan 

melrulpak bagian dari data prime lr. Prosels wawancara yang biasanya 
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dilakulkan mellaluli tatap mu lka dan tanya jawab langsu lng, maka se liring 

pelrkelmbangan telknologi, meltodel telrselbult dapat dilaku lkan se lcara onlinel 

(tellelconfelrelncel) mellaluli meldia-meldia telrtelntul, misalnya 

tellelpon, elmail, zoom, googlel melelt, meldia sosial se lpelrti tellelgram, 

whatsapp, facelbook dan lainnya. Ada 2 (du la) jelnis wawancara yang 

dikelnal dalam meltodologi pelnellitian, yaitu l: 

1. Wawancara te lrstru lktulr adalah wawancara be lrpola yang 

pelrtanyaannya te llah dipelrsiapkan telrlelbih dahullul olelh Pelnelliti dan 

Pelnelliti tellah melngeltahuli delngan pasti informasi apa saja yang akan 

akan ditanyakan ke lpada Narasu lmbelr. Pe lnelliti melmbulat daftar 

pelrtanyaan se lcara sistelmatis, dan dapat me lnggulnakan belrbagai 

instrulmeln pe lnellitian se lpelrti pelrelkam au ldio, kamelra u lntulk foto dan 

videlo dan kelbultulhan wawancara lainnya.
39

 

2. Wawancara tidak telrstrulktulr adalah wawancara le lpas dan be lbas. 

Tidak ada pe ldoman khu lsuls yang dibawa atau l dipelrsiapkan ole lh 

Pelnelliti saat me llakulkan wawancara de lngan Narasu lmbelr, namu ln 

hanya me lmulat masalah-masalah telrtelntu l yang ingin digali saja.
40

 

2. Data Sekunder 

a) Teknik Penelusuran Pustaka 

Sulatul cara pelngulmpu llan data delngan te llulsulr naskah ilmiah, baik 

selcara delngan melmelriksa dan me lnye lsulaikan delngan bidang 

                                                       
39 Mulyana, Deddy, Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Kmunikasi Dan Ilmu 

Sosialnya, Remaja Rosdakyana, Bandung, 2002, hal 180 
40 Ibid, hal181-183 
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pelnellitian, yang be lrtuljulan ulntulk pe lncarian litelratulr selhingga 

ditelmulkan mate lri yang rellelvan delngan pe lnellitian, delngan data yang 

saling melndulkulng dan belrselsulaian. Ke lmuldian melmilah naskah-

naskah yang se lsulai dan tidak se lsulai, dan melngeldelpankan tullisan 

yang lelbih te lrkait, lelbih signifikan dan le lbih melndu lkulng 

pelmbahasan dalam pe lnellitian ini, se lhingga data yang didapatkan 

melnjadi kompre lhelnsif. 

b) Teknik dokumentasi 

Sulatul cara yang dilaku lkan delngan melncari data variabell selpelrti 

catatan, transkrip, bu lkul, sulrat kabar, majalah, prasasti, notu lleln rapat, 

lelgelr, agelnda, dan se lbagainya. Telknik doku lmelntasi ini dilaku lkan 

seltellah prose ls pelngu lmpullan data, maka data (sulatul pelmikiran, ide l 

ataul gagasan) telrselbult ditulangkan dalam belntulk tullisan ataul gambar 

maulpuln karya-karya yang lain, se lhingga telrdokulmelntasikan selbagai 

bahan pelnellitian. 

Seltellah selmula telknik pelngulmpullan data ini se llelsai dan se lbellu lm 

kel tahap analisis, maka se lmula data yang te llah diku lmpullkan, haruls 

mellaluli prosels belrikult ini: 

1. Elditing: pelmelriksaan kelmbali data yang dipe lrolelh dari hasil 

pelngulmpu llan, telrultama dari se lgi ke llelngkapan, keljellasan makna 

dan kelsellarasan makna antara yang satu l delngan yang lain. Agar 

melmuldahkan prosels organisir data sellanju ltnya; 
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2. Organizing: melngorganisir data yang dipe lrolelh selsulai delngan 

kelrangka pelnellitian, melmeltakan se lcara aku lrat apakah data telrselbult 

selsulai pelrmasalahan yang se ldang ditelliti; 

3. Finding: mellakulkan analisis lanjultan telrhadap hasil 

pelngorganisasian data de lngan melnggu lnakan kaidah-kaidah, telori 

dan meltodel yang tellah ditelntulkan selhingga ditelmulkan kelsimpu llan 

yang melrulpakan hasil jawaban dari ru lmulsan masalah. 

Dalam pe lnellitian ini, Pe lnullis melnggu lnakan satul telknik pelnting 

ulntulk melngu lmpullkan data yang re llelvan dan me lndalam telrkait relsolulsi 

kasuls pelmelrkosaan di Ace lh pasca implelmelntasi Qanu ln Jinayat, 

selbagaimana yang te llas pelnullsi sampaikan, yaitu l pelngulmpullan data 

primelr yang dilaku lkan delngan melwawancarai Hakim yang me lnangani 

kasuls-kasuls pelmelrkosaan di Mahkamah Syar‟iyah di Ace lh dan 

pelngulmpullan data se lkulndelr belrdasarkan bahan-bahan hu lkulm yang 

dipelrolelh mellaluli Stuldi Ke lpulstakaan. Stu ldi kelpulstakaan dilaku lkan 

ulntulk melngu lmpullkan dan melnganalisis doku lmeln-dokulmeln hulkulm, 

litelratulr ilmiah, artike ll, dan pu lblikasi lain yang re llelvan delngan Qanu ln 

Jinayat dan konte lks hulkulm di Acelh. Me llalu li telknik ini, pelnellitian ini 

melndapatkan pe lmahaman teloreltis dan konte lkstulal melngelnai Qanu ln 

Jinayat, norma-norma hulkulm yang re llelvan, intelrpreltasi dan 

implelmelntasinya dalam konte lks Pe lradilan di Ace lh, selrta pelrspelktif dan 

analisis dari para ahli dan pe lnelliti telrkait. 

 



28 

 

H. Analisis Data Penelitian 

Pelnellitian ini me lnggu lnakan analisis data ku lalitatif delngan meltode l 

analisis delskriptif, ku lmpullan data dinilai de lngan keltelntulan yang se lsulai 

delngan hulkulm Islam melnggulnakan pelndelkatan deldulktif, yaitu l dari ulmu lm 

kel khulsuls, tulju lannya agar hasil akhir konkre lt delngan masalah yang dite lliti 

dan melmpelrolelh se lsulatul yang barul ataul asli dalam u lsaha melmelcahkan 

sulatul masalah yang timbu ll. Meltodel ini digu lnakan dalam se lbulah pelnellitian 

yang be lrangkat dari se lbulah telori yang ke lmuldian di bu lktikan delngan 

pelncarian fakta, yang be lrtolak pada fakta-fakta yang u lmulm, kelmuldian 

ditarik pada kelsimpullan yang belrsifat khu lsuls. 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun u lntulk melmpelrmuldah dalam me llakulkan pelmbahasan 

dalam skripsi ini, maka Pe lnullis melnyusun sistelmatika skripsi ini dalam 4 

(elmpat) bab. Kelmuldian dalam bab-bab telrselbult telrdapat su lb-bab dan 

diantaranya me lnjellaskan hal-hal selbagai belrikult: 

BAB I Pe lndahullulan, dalam bab ini dibahas me lngelnai latar 

bellakang masalah, ru lmulsan masalah, tu ljulan pelnellitian, ke lgulnaan 

pelnellitian, telrminologi, me ltodel pelnellitian, su lmbelr dan data pe lnellitian, 

telknik pelngulmpullan data, dan sistelmatika Pe lnullisan. 

BAB II Landasan Pu lstaka, dalam bab ini me lmulat telntang u lraian 

kajian u lmulm telntang tindak pidana pe lmelrkosaan, kajian u lmulm telntang 

qanuln jinayat, dan kajian u lmulm telntang Mahkamah Syar‟iyah. 
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BAB III Hasil Pelnellitian dan pelmbahasan yang akan diu lraikan 

telntang elfelktivitas Pe lngadilan Ne lgelri dan Mahkamah Syar‟iyah dalam 

melnangani kasu ls pelmelrkosaan di Ace lh, telrultama dari se lgi proseldulr 

pelnelrimaan pe lrkara, pelndelkatan su lmbelr hu lku lm, dan hasil pu ltulsan  se ltellah 

belrlakulnya Qanu ln Jinayat dan me lngeltahuli pelrbeldaan pelndelkatan hu lkulm 

formil, hulkulm matelriil, dan lelgal re lasoning Hakim Pe lngadilan Ne lgelri dan 

Hakim Mahkamah Syar‟iyah dalam pu ltulsan telntang pelmelrkosaan. 

BAB IV Pelnultulp, belrisi kelsimpullan dan saran yang diambil 

belrdasarkan hasil pe lnellitian Pelnullis. 
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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Umum Tindak Pidana Pemerkosaan 

Definisi Tindak Pidana Pemerkosaan 

Pelmelrkosaan/Pe lrkosaan melrulpakan tindak pidana yang 

driulmulskan dalam pasal 285 KU lHP se lbagai belrikult: “Barangsiapa 

delngan kelkelrasan atau l delngan ancaman akan me lmakai kelkelrasan 

melmaksa se lorang wanita me lngadakan hu lbulngan kellamin di lular 

pelrnikahan delngan dirinya, kare lna belrsalah me llakulkan pelrkosaan delngan 

pidana pelnjara sellama-lamanya dula bellas tahu ln.” 

Belrdasarkan ru lmulsan pasal telrselbult, bisa didapati bahwa 

pelmelrkosaan me lrulpakan salah satul belntu lk tindak pidana yang be lrkaitan 

delngan masalah se lksu lal yang telrjadi keltika se lselorang melmaksakan 

kelinginannya ke lpada orang lain dan tu lndak pada ke linginannya u lntu lk 

mellakulkan hu lbu lngan se lksu lal dalam be lntulk melmkasu lkkan kelmalulan laki-

laki kel dalam ke lmalulan pelrelmpulan, yang dilaku lkan delngan paksaan 

dan/ataul kelkelrasan. Ke lmuldian dapat diinde lntifikasi u lnsu lr-ulnsu lr yang 

haruls ada pada tindak pidana pelrkosaan, yaitu l selbagai belrikult: 

1) Pellakul, adalah se lorang laki-laki yang dapat me llakulkan pelrseltulbulhan; 

2) Korban, yakni pe lrelmpulan yang bu lkan istrinya atau l dilular hulbulngan 

pelrnikahan; 

3) Adanya kelkelrasan ataul ancaman kelkelrasana pada korban; 

4) Telrjadinya pe lrseltulbulhan. 
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Melnulru lt Simons, kelkelrasan belrarti pe lnggulnaan kelkulatan fisik 

yang tidak telrlalul ataul ringan yang dimana pe lnggulnaan kelkulatan fisik 

telrselbult pelnggu lnaanya dapat me llulkai atau l melnulndulkkan korban pada saat 

kondisi fisik korban pada saat kondisi fisik korban ataul suldah tidak 

mampul lagi mellakulkan pelrlawanan, misalnya pada saat te lnaga korban 

suldah telrkulras.
41

  

1. Jenis-jenis Pemerkosaan 

 Melnulru lt Mu llyana. W, pe lmelrkosaan ini telrbagi dalam belbelrapa 

jelnis, diantaranya se lbagai belrikult: 

1) Sadisctic Rapel 

Pelmelrkosaan sadis adalah je lnis pelmelrkosaan dimana be lntulk se lksu lal 

dan agrelsif digabu lngkan, yang melnghasilkan pe lrilakul yang melrulsak. 

Delngan delmikian, kelpulasan pellakul dalam me llakulkan tindakannya tidak 

belrasal dari tindakan se lksulal, teltapi dari me lnyelrang alat kellamin dan 

tulbulh korban. 

2) Angela Rapel 

Pelmelrkosaan ini me lngarah pada pellelcelhan se lksu lal, dimana hu lbulngan 

selksu lal digu lnakan se lbagai pellampiasan u lntulk melngkomulnikasikan 

pelrasaan marah dan amarah yang su ldah tidak dapat dibe lndu lng lagi. 

Dalam tindakan ini, tu lbulh korban diibaratkan se lbagai obje lk u lntulk 

melnyellelsaikan rasa fru lstrasi dan kelkelcelwaan dalam hidu lp. 

3) Dononation Rapel 

                                                       
41 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,  Bandung, Citra Aditya Bhakti, 

2011, hal 111 
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Pelmelrkosaan je lnis ini telrjadi keltika pe llaku l ingin melrasa lelbih u lnggull 

dari korban. Tu ljulannya adalah pelnaklulkan se lksu lal, delngan maksu ld 

melnyakiti korban te ltap ingin belrhulbulngan se lks delngannya. 

4) Seldulctivel Rapel 

Pelmelrkosaan yang telrjadi dalam situlasi dimana ke ldula bellah pihak 

dirangsang. Namu ln, dalam kasu ls ini, korban dilarang u lntulk mellakulkan 

hulbulngan se lksu lal. Biasanya pellakul melrasa be lrsalah karelna  mellakulkan 

hulbulngan selks. 

5) Victim Prelcipitatie ld  Rapel 

Ini adalah pe lmelrkosaan yang te lrjadi karelna korban yang melndorong 

telrjadinya pelmelrkosaan. 

 

 

6) Elxploitation Rapel 

Ini adalah pe lmelrkosaan dimana pria melmiliki se ltiap kelselmpatan u lntulk 

belrhulbulngan se lks ulntulk melngambil ke lu lntulngan dari se lorang wanita 

yang se lcara elkonomi dan social be lrgantu lng padanya. Se lbagai contoh, 

selorang pelmbantu l rulmah tangga dipelrkosa ole lh majikannya teltapi tidak 

belrniat ulntulk melmpelrtanyakan hal telrselbu lt ,ataul selorang istri dipelrkosa 

olelh su laminya.
42

 

Pelmelrkosaan me lrulpakan salah satul keljahatan yang me lmbelrikan 

dampak melgatif jangka panjang bagi korban baik se lcara fisik maulpuln 

                                                       
42 Mulyana, W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Krimonologi, Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1993. 
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psikis, dimana tidak hanya korban te ltapi julga masyarakat se lcara 

kelsellulrulhan melngalami ke lrulgian yang signifikan, misalnya be lrkulrangnya 

pelrselpsi telrhadap kelamanan diri pelrelmpulan di ru lang pulblik.
43

  

Melnulru lt El. Christy Poe lrwandari, pelmelrkosaan melrulpakan tindak 

selksu lal selmul dalam arti pihak korban didominasi, diku lasai, dise lrang, dan 

dipelrmalulkan ole lh pihak pellakul, melskipuln dorongan se lksu lal tidak se llalu l 

melnjadi  motivasi u ltama.
44

 

3. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam 

Pada dasarnya, al-Qulr‟an tidak ada de lfinisi telntang pelmelrkosaan 

selcara langsu lng, belgitul pulla di al-Hadis. Pada dasar awal, para Fu lqoha 

melnglkasifikasikan pe lmelrkosaan se lbagai zina yang dipaksakan,  se lbagai 

mana yang dije llaskan oellh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Su lnnah.
45

 

Belrdasarkan pelngelrtian Fu lqoha, bahwa pe lmaksaan adalah me lnggiring 

orang lain u lntu lk belrbulat selsulatul yang tidak disu lkainya dan tidak ada 

baginya ulntulk melninggalkan pelrbulatan telrselbu lt.
46

 

 Pelmelrkosaan te lrgolong dalam Zina bil Ikrah,  ataul zina yang 

dipaksakan yang dimana hu lkulm zina je llas telrcantulm didalam al-Qulran 

dan al-Hadis yaitul 100 kali cambulk bagi ghairu l mulhsan (lajang), dan 

rajam sampai me lninggal bagi mulhsan (suldah melnikah). Se lbagaimana di 

dalam al-Qulr‟an su lrah an-Nulr ayat 2 se lbagai belrikult:  

                                                       
43 Pramudya A. Oktaviana, Pendekatan Hukum dan  Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: 

Suatu Pengantar,  Jurnal Jentera 22, 2012, hal 27 
44 EK, Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik, 

Bandung, Alumni, 2020, hal 14 
45 Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jakarta,  2015 
46 Wahbah,  Zuhaily,  Fiqih Islam wa Adillatuhu Jakarta,  Gema Insani, 2011, hal 386 
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ائحَََُ   هَج ُۖ ِْ ِْ  ْمََاُ ُ َُ ُحِه  ُنُِْفاَ   هَِ ُُكَلَّ ُنيِحَََُ ُِ َّ َّ ُُُِِ َّ ُ َِ فَُِِّْو فحَُ 
ِْمَاُسَا  ُتِ كَم   َ ََ

َُ لََُعأَ  ُكَ  تمَ   ْ ُإِ

رُِۖ َِ مُُِلْ  ِ يوَ  ُ َُِ ُتاِللََّّ َْ ِْ وَ ََُُعؤَ  ِْ يِ ِ مَؤ  ُُ ََ ِْ ُتَْمََاُطَائِ حَُ  ََ ُعَ ْهَ  ِ يشَ   َ  

Artinya: “Pelrelmpu lan yang belrzina dan laki-laki yang be lrzina, maka 

delralah tiap-tiap se lorang dari keldulanya se lratu ls dali delra, dan janganlah 

bellas kasihan kelpada keldulanya me lncelgah kamu l ulntulk (melnjalankan) 

agama Allah, jika kamu l belriman kelpada Allah, dan hari akhirat, dan 

helndaklah (pellaksanaan) hu lkulman me lrelka disaksikan ole lh se lkulmpu llan 

orang-orang yang belriman”. 

Selrta belrdasarkan Hadis riwayat Mu lslim se lbagai belrikult: 

َُ ااااا حَ ُ َْ ائاَااااح َُ نَ  ااااا ِْ رَُِ   اااااهَُ  َ ِ ثِ ااااارَُتاِااااا  َ ِ ثِ َُ َُ اااااثيِ  لُ ََّ َُ َ ااااالَُ ََُِْاَاااا ُُعَ ِّاااااُْقاَااااه    ََ ااااا ََ ُُعَ ِّاااااُْ ذَ  

مَُ ائحَ َُ ُِرَّ   ِْ  َ ُِثَّيِّةَُتاِِثَّيِّةَُِ   هَُ

Artinya: “Ambillah darikul, ambillah darikul! Allah tellah me lnjadikan bagi 

melrelka jalan kellular. (Apabila be lrzina) je ljaka delngan gadis (maka 

haddnya) dicambu lk se lratuls kali dan diasingkan se ltahuln. (Apabila 

belrzina) du la orang yang su ldah me lnikah (maka hadd-nya) dicambu lk 

selratuls kali dan dirajam.”
47

 

Belbelrapa u llama konte lmporelr di e lra se lkarang selpelrti Syaikh 

U ltsman al-Khamis salah satu l ullama dan dai dari Ku lwait bahkan 

belrpelndapat pe lmelrkosaan ini se lbagai pidana hirabah.
48

 Pidana hirabah 

adalah pidana yang dianggap se lbagai pidana yang me lrulsak dan me lmelrangi 

Allah dan Rasu llnya se lpelrti melngambil harta, me lmbulnulh, dan 

                                                       
47 HR. Muslim, Nomor 1690 
48 Liputan Wawancara Syeikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV, 

terkait hukum pemerkosa dalam syariat Islam. 
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pelmelrkosaan ini yang dimana sanksinya be lrulpa hulkulman mati, disalib, 

ptong tangan, kaki be lrsilang ataul diasingkan.
49

 Dasar belliau l adalah al-

Qulr‟an Sulrah al-Qulran sulrah al-Mai‟dah ayat 33 be lrikult: 

ُوَ تََّ اَااااااوُُ  ْ ُُاَ اُِفسََااااااااَّل سَ  ُفاِااااااُُْ   َْ اااااااَ و  ََُ سََ اااااااوَِ ََُ وسَ  َّ ُ َْ ُوخََااااااااسِتوَ ََ و َِ إنَِّمَااااااااَُ اااااااَ ُحََُُِّااااااا

اااااا َِ ُ  َ اااااا ِْ ُ َ  َْاَااااام  َُ اسَ  ِْم  ُعَ َََّاااااامَُاوَ ااااااهِو ُوصََاااااا َّثوَُُاَ   اُِ اَ   سَ    ُُ ََ اااااا ِْ ُُ ُوَ   اَاااااو  ُاَ   ُذَُ َُ    َُِْاَااااام  َُ ِاِااااا

ن ياَُۖ ُفُُِِْهُّ ُعَظِيمُ َُِ     ُب  ََ رَجُِعَ َِ ُفُُِْلْ   َ َِْمَ 

Artinya: “Selsu lnggulhnya pelmbalasan telrhadap orang-orang yang 

melmelrangi Allah dan Rasu ll-Nya dan me lmbu lat kelrulsakan di mu lka 

bulmi, hanyalah me lrelka dibulnulh atau l disalib, ataul dipotong 

tangan dan kaki me lrelka delngan belrtimbal balik, atau l dibulang 

dari nelgelri (telmpat keldiamannya). Yang de lmikian itu l (selbagai) 

sulatul pelnghinaan u lntulk me lrelka didulnia, dan di akhirat me lrelka 

belrolelh siksaan yang belsar”.
50

 

B. Kajian Umum Qanun Aceh tentang Qanun Jinayat 

 Acelh melrulpakan se lbulah provinsi yang te lrkelnal dan kelntal delngan 

nulansa Islami. Islam me lnjadi idelntitas bu ldaya dan jati diri bagi se llulrulh 

masyarakat acelh yang julga belrdsarkan itu l melnjadikan adat dan istiadatnya 

belrsatul delngan agama yang tidak belrtelntangan delngan syari‟at. Se lbulah 

pelpatah dinulkilkan dalam bahasa ace lh hulku lm ngon adat adat lagel dzat 

ngoeln sifat (hu lbulngan hu lkulm syariat dan adat se lpelrti ibarat hu lbulngan zat 

dan sifat), yang maksu ldnya adalah mellelkat dan tidak dapat dipisahkan.
51

 

                                                       
49 Ibid., Syekh Utsman bin al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV 
50 al-Quran, Surah al-Mai‟dah ayat 33 
51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penjelasan Pasal 
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Melnilik dari se ljarah telrdahullul, se ljak awal ke lmelrdelkaan Indone lsia, 

Acelh tellah melminta dan bahkan melnulntult kelpada pelmelrintah ulntulk dibelri 

izin mellaksanakan syariat Islam dalam be lrbagai aspelk kelhidu lpan, selpelrti  

pelndidikan,  tata ke lhidulpan belrmasyarakat, tata ke llola pelmelrintahan 

gampong, dan hulkulm, baik yang pulblik mau lpu ln privat.
52

 

Pellaksanaan syariat Islam di Ace lh selkarang melrulpakan amanat dan 

pelrintah dari U lndang-ulndang Nomor 44 Tahu ln 1999 telntang 

Pelnyellelnggaraan Ke listimelwaan Propinsi Dae lrah Istimelwa Acelh; U lndang-

ulndang Nomor 11 tahu ln 2006 telntang Pe lmelrintah Acelh; dan U lndang-

ulndang Nomor 48 Tahu ln 2007 telntang Pe lmelintah Pelngganti U lndang-

ulndang Nomor 2 tahu ln 2007 telntang Pe lnanganan pelrmasalahan 

Relhabilitasi dan Re lkonstrulksi Wilayah dan Ke lhidulpan Masyarakat di 

Provinsi Namggroel Acelh Daru lssalam dan Ke lpullaulan Nias Provinsi 

Sulmatelra Ultara.
53

 

Pada U lndang-ulndang Nomor 44 Tahu ln 1999 telntang 

Pelnyellelnggaraan Ke listimelwaan Propinsi Dae lrah Istimelwa Acelh,  

pelnelrapan syari‟at Islam dinyatakan se lbagai belntulk ulpaya u lntu lk 

melmbelrikan paying hu lkulm konkrelt bagi “Kelistimelwaan Acelh” yang tellah 

dibelrikan seljak tahu ln 1959 (mellaluli De lkrit Wakil Pe lrdana Me lntelri 

Relpulblik Indonelsia, saat itu l Indonelsia Masih be lrada di bawah UlU lDS 

1950). Di sisi lain, dalam U lndang-ulndang No. 11 tahu ln 2006, pelnelrapan 

Syari‟at Islam dianggap se lbagai bagian dari pe lmbelrian otonomi khu lsuls 

                                                       
52 Ibid., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
53 Ibid., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
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kelpada Acelh yang diamanatkan ole lh TAP MPR, dan ju lga melrulpakan 

bagian dari impellelmntasi Nota Ke lselpahaman anatara pe lmelrintah Relpulblik 

Indonelsia dan Ge lrakan Acelh Me lrdelka yang ditanda-tangani di He llsinki 

pada agulstuls  2005. Ke lmuldain U lndang-u lndang No. 47 tahu ln 2007 

melmulat belbelrapa keltelntulan telntang pellaksanaan syari‟at Islam  dan 

praktik-praktinya di Ace lh yang mu lncull akibat dari Ge lmpa bulmi dan 

Tsulnami  acelh yang melneltapkan telntang Baitu ll Mal se lbagai pelngellola 

harta agama, yaitu l  harta orang Islam yang me lninggal dulnia tidak ada ahli 

waris dan harta yang telrleltak di lingku lngan u lmat Islam teltelapi tidak 

dikeltahuli siapa pelmiliknya dan pe lneltapan Baitu l mal selbagai badan re lsmi 

yang akan me lnjadi pe lngawas ayas wali anak yatim.
54

 

Kelmuldian se lbellulm U lndang-ulndang Nomor 11 tahu ln 2006 mu lncull, 

telrdapat U lndang-ulndang Nomor 18 Tahu ln 2001 telntang Otonomi Khsu ls 

Bagi Provinsi Dae lrah Istimelwa Acelh Selbagai Provinsi Nanggroe l Ace lh 

Darulssalam. U lndang-ulndang ini melmpelrkelnalkan Qanu ln se lbagai bagian 

dari sistelm Hu lkulm Nasional yang digu lnakan se labagi sarana u lntulk 

melnelrapkan syari‟at Islam di Ace lh. U lndang-ulndang ini julga 

melmpelrkelnalkan Mahkamah Syar‟iyah se lbagai bagian dari siste lm 

Pelradilan Nasional de lngan dibantu l olelh lelmbaga  Ke lpolisian dan 

Keljaksaan.
55

 

                                                       
54 Natsir, Muhammad, Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh, 

Deepublish Digital, Sleman, 2023, hal 99-100 
55 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Penjelasan Pasal 
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Dalam Pe lnullisan Qanu ln ini, panitia pe lrancang Qanu ln melneltapkan 

tiga bidang Pelnu llisan Ranncangan Qanuln dan langkah-langkahnya, yaitu l: 

1. Bidang pelrtama Pelnullisan Qanu ln Acelh telntang Pelradilan  

Syari‟at Islam itu l  selndiri se lrta Qanu ln di bidang aqidah, ibadat,  

(shalat,  pu lasa, zakat, dan ru lmah ibadat/masjid) 

2. Bidang keldula Pelnullisan Qanu ln Jinayat di bidang jinayat 

(pidana), matelriil dan formiil; dan 

3. Bidang keltiga Pe lnullisan Qanu ln dii bidang mu lamalat (pelrdata 

kelhartaabelndaan) matelriil dan formil. 

U lntulk bagian Qanu ln Jinayat, panitia me lngellompokkan melnjadi 4 

(elmpat) kellompok be lsar yang melnjadi langkah Pe lnullisannya, yaitu l: 

1. Pelnullisan pe lratulran (Qanuln dan Pe lratulran Gu lbelrnulr) yang 

belrkaitan delngan pelrlindulngan akhlak, ke lsulsilaan dan 

kelhormatan diri, (ke llulhulran akhlak dan moral); 

2. Pelnullisan pelratulran yang belrkaitan delngan delngan 

pelrlindulngan nyawa manu lsia; 

3. Pelnullisan pe lratulran yang belrkaitan delngan pelrlindulngan hartak 

kelkayaan; dan  

4. Adapuln pelratulran yang belrkaitan delngan hulkulm acara, akan 

dilakulkan se lcara belrtahap se lsulai delngan hu lkulmmatelriil yang 

melmelrlulkannya. 

Selbagai langkah pe lrtama, Pe lmelrintah Ace lh melngelsahkan 3 (tiga) 

bulah Qanuln yaitu l Qanuln Provinsi Nanggroe l Acelh Daru lssalam Nomor 12 
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Tahuln 2003 Telntang Minu lman Khamar dan Se ljelnisnya; Qanu ln Provinsi 

Nanggroel Acelh Daru lssalam Nomor 13 Tahu ln 2003 Maisir (Pe lrjuldian) dan 

Qanuln Provinsi Nanggroe l Acelh Daru lssalam Nomor 14 Tahu ln 2003 

Telntang Khalwat (Me lsulm).
56

 

Pelmilihan 3 (tiga) pe lrmasalahan ini se lbagai langkah awal karelna 

ada dula pelrtimbangan. Pe lrtama, pelrbulatan-pelrbulatan telrselbult melrulpakan 

maksiat dan je llas kelharamannya dalam syari‟at Islam dan re llativel sangat 

melrelsahkan masyarakat Ace lh namu ln bellu lm telrtangani de lngan baik. 

Melnimbang ju lga bahwa pe lrbulatan melminu lm khamar atau l seljelnisnya dan 

pelrbulatan khakwat dalam Hu lkulm Nasional tidak te lrmasu lk dalam 

pelrbulatan pidana dalam Hu lkulm Nasional,  be lgitul pulla delngan maisir atau l 

pelrjuldian yang hanya tidak me lndapat izin yang me lrulpakan pelrbulatan 

pidana. Ke ldula, te lrjadinya elulphoria di masyarakat Ace lh dalam belntu lk 

“Pelngadilan Rakyat” yang mu lncull di  telngah masyarakat kare lna tiga hal 

pelrmasalahan  ini dalam ku lruln Selptelmbelr sampai De lselmbelr 1999.
57

 

Telrkait „ulqulbat cambulk, pelrtama kali mu lncull itul pada bullan 

Janulari 2005 dan pe lngelkselkulsiannya pada Ju lni 2005. Namu ln pada saat itu l 

masih telrlihat kellelmahan pada Qanu ln yang ada. Me lmang se ljak awal 

direlncanakan Qanu ln ini akan telruls belrprose ls delngan adanya relvisi dan 

diselmpulrnakan se lcara nyata dilapangan. Me lnulrult relncana du llul bahwa 

seltellaj sosialisasi telrkait Qanu ln 2003, maka Qanu ln bisa dilaku lkan pada 

tahuln 2004. Namu ln karelna belrbagai se lbab, diantaranya Ge lmpa Bu lmi dan 

                                                       
56 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penjelasan Pasal 
57 Ibid., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 



40 

 

Tsulnami se lrta MoU l Hellsniki yang kelmuldian disu lsull delngan kelhadiran 

U lndang-ulndang Nomor 11 Tahu ln 2006, maka re lvisi dan pelnelye lmpulrnaan 

atas 3 (tiga) Qanu ln telrselbult barul dapat telrlaksana dan dimu lsyawarahkan di 

DPRA pada tahuln 2009. Pada saat itu l masih telrdapat pelrbeldaan pelndapat 

antara Elkselkultif dan Lelgislatif, walapu ln su ldah dise ltuljuli olelh fraksi-fraksi 

saat yang ada di DPRA ssat Sidang Paripu lrna. Baru llah pada tahuln 2014 

inilah relvisi dan pelnye lmpulrnaan telrselbult dapat disahkan.
58

 

Adapuln dalam Pe lnullisan Qanu ln telntang pellaksanaan syariat 

Islam ini, telrdapat 4 pokok pikiran yang me lnjadi pe lgangan, yaitul: 

1. Keltelntulan-keltelntulan yang akan ditelrapkan haruls belrsu lmbelr 

dari al-Qulr‟an dan su lnnah Rasu llulllah; 

2. Pelnafsiran ataul pelmahaman al-Qulr‟an dan al-Hadist telrselbult 

akan dihu lbulngkan delngan keladaan dan ke lbultulhan local (adat) 

melsyarakat Acelh pada khu lsulsnya ataul dulnia Mellayul 

Indonelsia pada u lmulnya, se lrta tata atu lran yang belrkakul dalam 

kelrangka NKRI; 

3. Pelnafsiran dan pelmahaman telrselbult akan diu lpayakan se llalul 

belrorielntasi kel masa delpan, ulntu lk melrelspons kelbultulhan 

masyarakat Indonsia yang se ldang dibanguln pada awal  abad 

kel-15 hijriyah atau l abad kel-12 Mase lhi, dan se lmagat 

modelrnitas se lbagaimana telrcelrmin dalam isu l-isul pelrlinfangn 

Hak Asasi Manu lsia dan kelseltaraan gelndelr, se lrta kelmaju lan 

                                                       
58 Ibid., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
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ilmul pelngeltahulan dan telknologi, telrultama dalam ilmu l-ilmul 

hulkulm, yang se lcara rellatif belrkelmbang sangat celpat.  Ilmu l 

pelngeltahulan dan telknologi, telrultama dalam ilmu l hulkulm yang 

rellatif belrkelmbang celpat dan pelsat; 

4. Mellelngkapi 3 (tiga) prinsip di atas adalah prinsip yang 

telrkandulng dalam kaidah fiqh kullliah yang dikelnal lulas, yaitul 

al-mulhafazah ‟alal qadimish shalih wal akhdzu l bil jadidil 

aslah (ُِمخ ظاااحُع اااُُِِ اااهومُُِصااااِجُ ُُ َاااَُتاِ هواااهُُ مااا ج) yang artinya 

adalah “melnjaga keltelntulan-keltelntulan (mazhab) lama yang 

masih baik dan be lrulsaha me lncari dan me lrulmulskan keltelntulan-

keltelntulan baru l yang lelbih baik dan u lnggu ll”. 

 Delngan 4 (e lmpat) prinsip ini, Syari‟at Islam  yang 

ditulangkan dalam Qanu ln acelh se lbagi hu lkulm positif Acelh 

melrulpakan su lb bab sistelm dari sistelm Hu lkulm Nasional dan siste lm 

Pelradilan nasional, yang be lrada di bawah nau lngan al-Qulr‟an dan 

Sulnnah Nabi, se lrta dalam kelrangka se ljarah pelmikiran fikih dan 

pelnelrapan Syari‟at Islam di be lrbagai bellahan dulnia. Delmikian 

pulla Qanu ln ini didasarkan pada bu ldaya dan adat istiadat lokal 

masyarakat di Ace lh. Olelh karelna itul, kelgiatan dan pilihan-pilihan 

telrselbult diharapkan dapat me lnghasilkan tatanan hu lkulm (fiqh) barul 

yang melngakar dan melnyatul dalam kelsadaran hu lkulm masyarakat, 

selrta mampu l melmelnulhi kelbultulhan masa delpan nelgara yang 
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selmakin komplelk. U lpaya ini se lring digambarkan se lbagai ulpaya 

melmbelntulk nelgara hulkulm yang rahmatan lil „alamin. 

C. Kajian Umum Tentang Mahkamah Syar’iyah 

Mahkamah Syar‟iyah adalah le lmbaga pu lblik yang melrulpakan 

bagian dari Sistelm Pelradilan Agama, be lrtulgas melnelgakkan hu lkulm dan 

keladilan se lrta melnjalankan se lbagian dari yu lrisdiksinya u lntu lk mellayani 

masyarakat pe lncari ke ladilan dalam rangka me lwuljuldkan masyarakat yang 

adil dan makmu lr selrta melmiliki kelsadaran hu lkulm yang tinggi.  

Pelmbelntu lkan Mahkamah Syar‟iyah di Nanggroe l Acelh Daru lssalam 

diatulr dalam U lndang-ulndang No.18 Tahu ln 2001 Telntang Otonomi Khu lsuls 

bagi Provinsi Dae lrah Istimelwa Acelh Selbagai  Provinsi Nanggroe l Acelh 

Darulssalam (tellah diganti de lngan U lndang-u lndang Nomor 11 tahu ln 2006 

telntang Pe lmelrintahan Ace lh juncto Qanu ln Provinsi Nanggroel Acelh 

Darulssalam Nomor 10 Tahu ln 2002 Telntang Pe lradilan Syari‟at Islam.
59

 

 Pada dasarnya, Mahkamah Syar‟iyah me lrulpakan 

pelngelmbangan dari Pe lrngadilan Agama, de lngan modifikasi pada 

kelwelnangannya yang me lnambah pelrkara jinayat. Pe lrulbahan nama 

ini belrdasarkan kelpultulsan Pre lsideln Nomor 11 tahu ln 2003. 

Pelngadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), berdasarkan amanat 

Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 

1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 

                                                       
59 Website Resmi Mahkamah Syar‟iyah Aceh  
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1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3879); Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3316); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3400); Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang 

nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darrussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).  

 Mahkamah Syar‟iyah, dalam  me llaksanakan tulgas pokok 

dan fulngsi Pe lradilan selbagaimana telrcantu lm dalam Pasal 49 

U lndang-ulndang Nomor 3 Tahu ln 2006, itu dibidang pelrkawinan, 

kelwarisan, wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 
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elkonomi syari'ah antara orang-orang yang be lragama Islam, dan 

julga melrulpakan Pe lngadilan tingkat pelrtama tingkat pelrtama yang  

dibelri we lwelnang dan kelkulasaan ulntulk me lmelriksa, melmultuls, dan 

melnyellelsaikan pe lrkara-pelrkara. 

Selbagaimana dise lbultkan diatas, dinyatakan dalam pasal 128 ayat 3 

U lndang-ulndang Nomor 11 tahu ln 2006 telntang Pe lmelrintahan Ace lh, 

Mahkamah Syar'iyah be lrwelnang melmelriksa, melngadili, melmultuls, dan 

melnyellelsaikan pelrkara-pelrkara dibidang Ahwal al-Syakhsiyah (hu lkulm 

kellularga), Mu lamalah (hu lkulm pelrdata), dan Jinayah (hu lkulm pidana) se lsulai 

delngan syariat Islam. Se llanjultnya, ayat (4) me lnyatakan bahwa ke ltelntulan 

lelbih lanjult melngelnai bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hulkulm kellularga), 

Mulamalah (hu lkulm pelrdata) dan Jinayah (hu lkulm pidana), se lbagaimana 

dimaksu ld dalam ayat (3), diatu lr delngan Qanu ln Acelh. Kelwelnangan ini 

diatulr pulla dalam Ke lpultulsan Ke ltula Mahkamah Agu lng Relpulblik Indone lsia 

Nomor KMA/070/2004 telntang Pe llimpahan Se lbagian Ke lwelnangan Dari 

Pelradilan U lmu lm Kelpada Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Ace lh. 

Dari Pe lratulran Pelrulndang-ulndangan yang dise lbultkan diatas, dapat 

diambil kelsimpu llan bahwa ke lwelnangan (kompe ltelnsi absolult) Mahkamah 

Syar'iyah adalah se lbagaimana Ke lwelnangan absolult Pe lngadilan Agama 

delngan ditambah Se lbagian Ke lwelnangan absolult dari Pelradilan U lmulm. 

Dalam praktiknya, masing-masing Mahkamah Syar'iyah ju lga melmiliki 

kelwelnangan re llatif (yu lrisdiksi) u lntulk mellaksanakan ke lwelnangan absolult 

(pelrkara yang dapat ditangani). 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kompetensi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Syar’iyah di Provinsi Aceh 

Konstitulsi Indonelsia melnelgaskan bahwa Indone lsia adalah nelgara 

yang be lrdasarkan atas hu lkulm (relchtsstaat). Pasal 1 ayat 3 U lU lD 1945 delngan 

jellas melnyatakan bahwa ne lgara Indonelsia adalah ne lgara yang belrdasarkan 

atas hulkulm. Ke lkulasaan telrselbult ulmulmnya dike lnal se lbagai kelkulasaan 

kelhakiman ataul kompe ltelnsi yu ldisial. Seldangkan pelngadilan khulsuls adalah 

pelngadilan yang be lrwelnang u lntulk melmelriksa, melngadili,dan melmultuls 

pelrkara telrtelntul yang hanya dapat dilaku lkan olelh salah satul lingkulngan 

pelradilan di bawah Mahkamah Agu lng yang diatu lr dalam u lndang-ulndang. 

Adapun perihal kelwelnangan ataul kompe ltelnsi pelngadilan ini dibagi 

melnjadi 2 (du la) kompe ltelnsi yaitu l kompeltelnsi absolult dan kompeltelnsi rellatif. 

Kompeltelnsi absolult adalah kelwelnangan sulatu l pelngadilan dalam melngkaji 

pelrkara-pelrkara telrtelntul yang tidak dapat dipe lriksa se lcara absolult ataul multlak 

olelh badan pelradilan lain, baik di lingku lngan pelradilan yang sama mau lpuln 

belrbelda. Ke lkulasaan absolult ini dise lbult julga atribu lsi kelkulasaan kelhakiman. 

Pultulsan yang dibe lrikan olelh pelngadilan tidak sah jika sama se lkali tidak 

belrwelnang u lntulk me lmelriksa dan melnulntu ltnya. Se ldangkan kompeltelnsi rellatif 

(rellativel compeltelncel) adalah kelwelnangan sulatu l badan pelradilan yang dalam  

melmelriksa dan melngadili pelrkara belrdasarkan telmpat ataul telmpat 

yu lrisdiksinya. 
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Kompeltelnsi absolu lt dari Pe lngadilan Ne lgelri itul diatulr dalam  

keltelntulan pasal U lndang-ulndang Nomor  2 tahuln 1986 telntang pelradilan 

ulmulm yang be lrbu lnyi: “Pelngadilan Nelgelri belrtulgas dan belrwelnang dan 

melnyellelsaikan  pelrkara pidana dan pelrkara pe lrdata ditingkat pelrtama”. 

Adapuln Kompeltelnsi rellatif dari pelngadilan Ne lgelri belrkaitan delngan hulkulm 

acara dan matelriilnya yang diatu lr dalam U lndang-ulndang Nomor 8 tahu ln 

1981 telntang Kitab Ulndang-ulndang Hu lkulm Acara Pidana u lntulk Pe lrkara 

Pidana dan pasal 118 HIR jo Pasal 120 HIR (u lnultulk daelrah jawa dan 

Madulra) ulntulk pelrkara pelrdataa yang mana ke lwelnagan ini melngatulr u lmtulk 

melngajulkan tulntu ltan telrhadap selselorang haruls diaju lkan dimana telmpat orang 

yang akan ditulntult tinggal.  

Seldangkan Mahkamah Syariah, yang be lrdasarkan historis melrulpakan 

pelrulbahan dari Pe lngadilan Agama berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan 

Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

berdasarkan amanat Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-

Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); Undang-undang Nomor 14 
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Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3316); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3400); Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 

 Kemudian tambahan be lbelrapa  jinayat (tindak  Pidana) yang pada 

hakikatnya yu lrisdiksi mahkamah Syar‟iyah se lbagai bagian  dari Pe lradilan 

Agama, maka  kelwelnangan Absolult dari Mahkamah Syar‟iyah  itul diatulr pulla 

pada pasal 49 U lndang-ulndang Nomor 50 Tahu ln 2009 telntang pelrulbahan 

keldula atas U lndang-ulndang Nomor 7 tahu ln 1989 te lntang pelradilan agama 

mellipulti kelwelnangan me lmelriksa, melmultuls, dan me lnye llelsaikan pelrkara di 

tingkat pelrtama antara orang-orang yang be lragama Islam di bidang: (1) 

pelrkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; 

(8) shadaqah; dan (9) e lkonomi syariah. Ke lmuldian delngan tambahan 

kelwelnangan yang mellipulti tiga bidang, yaitu l: (1) Ahwâl al-Syakhshiyyah 

(hulkulm kellularga); (2) Mul‟âmalah (hulkulm pelrdata); dan (3) Jinâyah (hulkulm 

pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Hal ini didasarkan pada 
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Kelpultulsan Nomor KMA/070/SK/X/2004 yang dike llularkan olelh keltu la 

mahkamah agulng, yang pada pokoknya pe llimpahan se lbagian ke lwelnangan 

dari Pelradilan U lmu lm di Provinsi Acelh kelpada Mahkamah Syar‟iyah Provinsi 

di Provinsi Acelh pelrkara-pelrkara mul‟âmalah (pe lrdata) dan jinâyah (pidana) 

bagi su lbjelk hulku lm yang belragama Islam dan pe lrkara-pelrkara yang tellah 

diteltapkan dalam Qanu ln Provinsi Acelh. 

Seldangkan kompe ltelnsi rellatif dari mahkamah Syariyah ju lga masih 

sama selbagaimana yang diatu lr dalam Pasal 54 U lndang-U lndang Nomor 7 

Tahuln 1989 telntang Pe lradilan Agama yang be lrbulnyi: “Hulkulm acara yang 

belrlakul pada Pelngadilan dalam lingku lngan Pelradilan Agama adalah Hu lkulm 

Acara Pelrdata yang be lrlakul pada Pelngadilan dalam lingku lngan Pelradilan 

U lmulm, kelculali yang tellah diatulr selcara khu lsuls dalam ulndang-ulndang ini”.  

Dapat dipahami bahwa dasar perubahan nama dari Pengadilan Agama 

menjadi Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh dan Pengadilan Tinggi  

Agama menjadi Mahkamah Syar‟iyah Nanggroe Aceh Darussalam, 

pelimpahan beberapa kewenangan peradilan umum ke Mahkamah Syar‟iyah 

serta pembentukan Qanun jinayat itu semuanya berdasarkan pada: 

1. Al-Qur‟an; 

2. Al-Hadits; 

3. Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 24, Pasal 18B, dan Pasal 29 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara; 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; 

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh 

Darussalam; 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia; 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, 

sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 

tentang Peradilan Syari'at Islam; 

19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; 

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Maisir (Perjudian);  

21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 

tentang Khalwat (Mesum); 

22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusaalam Nomor 11 Tahun 2004 

tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam; 

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam; 
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24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 

KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari 

Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar‟iyah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam;
60

 

Selcara elksplisit dapat dipahami bahwa tidak ada tu lmpang tindih 

kelwelnangan antara Pe lngadilan Ne lgelri dan Mahkamah Syar‟iyah. Pe lmbagian 

pelnye llelsaian pelrkara be lrpeldoman pada ke ltelntu lan dalam Pasal 5 Qanuln 

Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat, bahwa keltelntulan hu lkulm 

jinayat telrselbult be lrlaku l ulntulk Seltiap Orang be lragama Islam yang me llakulkan 

Jarimah di Ace lh, Se ltiap Orang be lragama bu lkan Islam yang mellakulkan 

Jarimah di Ace lh be lrsama-sama delngan orang Islam dan me lmilih se lrta 

melnulndulkkan diri se lcara su lkarella pada Hu lkulm Jinayat; Se ltiap Orang 

belragama bu lkan Islam yang me llakulkan pelrbu latan Jarimah di Ace lh yang 

tidak diatulr dalam Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm Pidana (KUlHP) atau l 

keltelntulan pidana di lu lar KUlHP, teltapi diatulr dalam Qanu ln ini; dan Badan 

U lsaha yang melnjalankan kelgiatan ulsaha di Acelh. 

Dapat dipahami bahwa Se ltiap Orang be lragama bu lkan Islam yang 

mellakulkan Jarimah di Ace lh, tidak belrsama-sama de lngan orang Islam dan 

                                                       
60 Tata urut tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia memiliki urutan:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
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mellakulkan jarimah yang ju lga telrmulat dalam Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm 

Pidana (KU lHP) dalam pe lngelrtian pelrbulatan tindak pidana te lrselbult dilaku lkan 

selcara pelrorangan (tu lnggal) dan tindak pidana te lrselbult telrmulat dalam KU lHP, 

maka pelmelriksaan pelrkara telrselbult teltap dilakulkan di Pe lngadilan Nelgelri. 

Belrdasarkan re ldaksi Pasal 5 Qanu ln Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat telrselbult, Pelnullis melmahami bahwa “asas pelnulndulkan” 

belrlakul pada su lbjelk hu lkulm delngan tindak pidana yang dilaku lkan belrsama-

sama delngan orang Islam dan me lmilih se lrta melnulndulkkan diri se lcara 

sulkarella pada Hu lkulm Jinayat de lngan keltelntulan pelrbulatan tindak pidana 

telrselbult adalah salah satu l dari Jarimah yang dise lbultkan dalam Qanu ln di 

Acelh yang tidak diatu lr dalam Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm Pidana (KU lHP) 

ataul keltelntulan pidana di lu lar KU lHP, teltapi diatu lr dalam Qanu ln Jinayat.  

Adapuln 10 (se lpullulh) jarimah (tindak pidana) yang 

melnjadi pelrhatian ke ltat di Provinsi Ace lh, yang tidak ada di Provinsi lain di 

Indonelsia, selbagai belrikult:
61

  

1. Khamar adalah pelrbulatan melngkonsu lmsi minu lman 

melmabulkkan/me lngandu lng alkohol de lngan kadar 

2 pelrseln ataul lelbih diancam delngan Ulqulbat hu lduld cambulk 40 kali. 

2. Maisir, adalah pe lrbulatan yang melngndulng u lnsulr taru lhan diancam se lsulai 

delngan kadar taru lhannya, jika maisir de lngan nilai taru lhan dan/ataul 

kelulntulngan paling banyak 2 gram e lmas mu lrni diancam u lqulbat tazir 

cambu lk, 12 kali atau l delnda paling banyak 120 gram e lmas mulrni atau l 

                                                       
61 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
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pelnjara  paling lama 12 bu llan. Seldangkan pe llakul maisir delngan nilai 

tarulhan mellelbihi diatas maka diancam de lngan „u lqulbat ta‟zir 30 kali 

cambu lk ataul delnda 30 gram e lmas mulrni atau l pelnjara paling lama 30 

bullan. 

3. Khalwat, adalah pelrbulatan belrada pada te lmpat telrtultulp antara du la orang 

belrlainan jelnis kellamin yang bu lkan mahram dan tanpa ikatan pe lrkawinan 

delngan kelrellaan keldulabellah pihak, diancam de lngan „u lqulbat ta‟zir 10 

kali cambulk ataul delnda 100 gram elmas mulrni atau l pelnjara 10 bu llan. 

4. Ikhtilat, adalah pe lrbulatan belrmelsraan se lpelrti belrculmbul, belrselntulh-

selntulhan, belrpellulkan bahkan belrciulman antara laki-lakul dan pe lrelmpulan 

yang bu lkan su lami-istri delngan kelrellaan keldu la bellah pihak baik ditelmpat 

telrbulka maulpu ln telmpat telrtultulp, diancam dne lgan „ulqulbat cambu lk paling 

banyak 30 kali atau l delnda 300 gram elmas mu lrni atau l pelnjara paling lama 

30 bu llan. Namu ln jika ikhtilat dne lgan anak be lrulmulr diatas 10 tahu ln maka 

diancam u lqulbat ta‟zir cambu lk paling banyak 45 kali atau l delnda paling 

banyak 450 gram e lmas ataul pelnjara 45 bullan. 

5. Zina, adalah pe lrbulatan pelrseltulbulhan antara se lorang laki-laki delngan 

pelrelmpulan tanpa ikatan pe lrkawinan delngan ke lrellaan keldula bellah pihak, 

diancam u lqulbat hu lduld 100 kali cambu lk. Namu ln jika dilaku lkan delngan 

anak-anak maka hu lkulmannya ditambah 100 kali cambu lk ataul delnda 

1000 gram elmas atau l pelnjara 100 bullan. 

6. Pelecehan seksual, pelrbulatan asu lsila atau l cabull yang se lngaja dilaku lkan 

olelh selselorang didelpan u lmulm ataul telrhadap orang lain baik laki-laki 
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mau lpuln pelrelmpu lan tanpa kelrellaan korban, diancam dne lgan u lqulbat tazir 

45 kali cambu lk atau l delnda 450 gram e lmas mu lrni ataul pelnjara 45 bu llan. 

Bila jarimah ini dilaku lkan telrhadap anak maka u lqulbat tazir cambu lk 

paling banyak 90 kali atau l delnda paling banyak 900 gram e lmas ataul 

pelnjara paling lama 90 bu llan. 

7. Pemerkosaan, diancam hu lkulman cambu lk paling se ldikit 125 kali dan 

paling banyak 175 kali atau l delnda paling se ldikit 1250 gram e lmas mu lrni 

dan paling banyak 1750 gram e lmas mu lrni atau l pelnjara paling singkat 

125 bu llan dan paling banyak 175 bu llan. Namu ln jika pelmelrkosaan itu l 

dilakulkan telrhadap anak-anak dan/atau memiliki hubungan mahram 

dengan Pelaku, maka ancamannya „u lqulbat ta‟zir cambu lk paling se ldikit 

150 kali dan paling banyak 200 kali, atau l delnda paling se ldikit 1500 gram 

elmas dan paling banyak 2000 gram e lmas atau l pelnjara paling se ldikit 150 

bullan dan paling lama 200 bu llan. 

8. Qadzaf, adalah pelrbulatan melnuldulh se lselorang be lrzina tanpa melngajulkan 

paling kulrang 4 saksi, diancam de lngan ulqulbat cambu lk 80 kali. 

9. Liwath, hulbu lngan se ljelnis antara laki-laki de lngan laki-laki atau l popullelr 

delngan selbu ltan gay, diancam u lqulbat tazir paling banyak 100 kali 

cambu lk ataul delnda 1000 gram elmas mulrni ataul pelnjara 100 bullan. 

10. Musahaqah, adalah hu lbulngan se ljelnis antara se lsama wanita atau l lelbih 

popullelr delngan se lbultan lelsbian, diancam de lngan u lqulbat ta‟zir 100 kali 

cambu lk ataul delnda 100 ragam e lmas mu lrni atau l pelnjara 100 bu llan. 

Seldangkan u lntulk jarimah liwath dan mu lsahaqah delngan anak-anak, 
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sellain ancaman „u lqulbat ta‟zir ju lga ditambah de lngan cambu lk paling 

banyak 100 kali atau l delnda 1000 gram e lmas atau l pelnjara paling lama 

100 bullan. 

Dapat disimpu llkan bahwa diantara 10 (se lpullulh) tindak pidana yang 

melnjadi kelwelnangan Mahkamah Syar‟iyah yang te llah dipaparkan telrselbult, 

pelmelrkosaan, pellelcelhan se lksu lal, pelrzinahan, dan ke ljahatan se lksu lal se lsama 

jelnis diatulr dalam KU lHP se lbagai bagian dari Tindak Pidana Ke ljahatan 

Selksu lal, selhingga keltelntulan ulntulk non Mulslim yang mellakulkan tindak 

pidana telrselbult se lcara pelrorangan  diadili di Pe lngadilan Ne lgelri. 

Namuln jika Su lbjelk hulkulmnya adalah orang yang bu lkan belragama 

Islam yang me llaku lkan pelrbulatan Jarimah di Ace lh yang tidak diatu lr dalam 

Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana (KUlHP) atau l keltelntulan pidana di lular 

KUlHP, teltapi diatu lr dalam Qanu ln Jinayat, maka akan diadili di Mahkamah 

Syar‟iyah. 

Berikut penulis sajikan perbandingan kompetensi kewenangan absolut 

dan relatif Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah. 

Tabel 1 Kompetensi Kewenangan 

KOMPETENSI KEWENANGAN 

 PENGADILAN NEGERI MAHKAMAH SYAR’IYAH 

ABSOLUT Ulndang-ulndang Nomor  2 tahu ln 

1986 telntang pelradilan u lmulm 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009 telntang perubahan 

kedula atas Undang-undang Nomor 

7 tahun 1989 tentang peradilan 
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agama; dan Qanun Aceh No. 6 

Tahun 2014 Tentang Hukum 

Jinayat. 

RELATIF Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana 

untuk Perkara Pidana dan pasal 

118 HIR jo Pasal 120 HIR 

(untuk daerah jawa dan Madura) 

untuk perkara perdata 

Pasal 54 Undang-Ulndang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama serta Qanun Aceh Nomor 7 

tahun 2013 tentang Hukum Acara 

Jinayat 
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B. Efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Dalam 

Menangani Kasus Pemerkosaan Di Aceh, Dari Segi Prosedur, 

Pendekatan, dan Hasil Putusan Setelah Berlakunya Qanun Jinayat 

 

1. Eksistensi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Dalam 

Menangani Pemerkosaan di Aceh 

 

Hakim, se lbagai pelngambil ke lpultulsan pada se lbulah Pe lngadilan, 

dalam melmultu lskan pelrkara  akan melmpelrtimbangkan se lgala aspelk yang 

melmpelngarulhi hasil pu ltulsan. Pu ltulsan Hakim me lrulpakan mahkota 

Hakim. Mahkota Hakim itu l haruls telrhindar dari ke lcacatan ataul 

kelkellirulan. Dalam pu ltulsan Hakim, kelselmpu lrnaan adalah aspelk pelnting 

dalam melmahami hu lkulm acara bagi Hakim. Hu lkulm acara melrulpakan 

rulh dalam pe lmelriksaan pelrkara, selbagai pakelm ataul rell agar Hakim 

tidak belrppindah jalu lr dan arah.
62

 Delngan de lmikian, telntul saja Hakim 

yang melnjatu lhkan pu ltulsan haruls melmpelrhatikan se lmula aspelk, mullai 

dari pelrlulnya ke lhati-hatian u lntulk ulntulk melnghindari keltidaktelpatan 

formil dan matelriil se ljaulh mulngkin, sampai pada ke ltelrampilan yang 

digulnakan ulntu lk melnjatulhkan pultulsan.
63

 

Salah satul belntulk u lntulk melwu ljuldkan elfelktivitas dalam 

Pelngadilan se lrta wu ljuld pelningkatan ku lalitas pu ltulsan Hakim, maka 

Hakim haruls melnjatulhkan pultulsan delngan melmpelrtimbangkan tiga 

                                                       
62 Hadi, Mahmud, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, Asas-asas Putusan Hakim, Jurnal Publikasi, 

2020 
63 Rifai, Achmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2011, hal 94 
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aspelk yang sangat e lsselnsial, yaitu l aspelk ke ladilan, aspelk keloastian 

hulkulm, dan aspe lk kelmanfaatan hulkulm.
64

  

Pultulsan Hakim yang me lncelrmikan “keladilan” tidak muldah ulntulk 

dijadikan tolok u lkulr bagi  para pihak. Hal ini  dikare lnakan apa yang adil 

bagi satul pihak bellulm telntul bagul satul pihak yang lain. Tu lgas Hakim 

adalah melnelgakkan keladilan selsulai delngan irah-irah pada kelpala 

kelpultulsan, yaitu l “Delmi Keladilan Belrdasarakan Ke ltulhanan Yang Maha 

Elsa” Ke ladilan yang dimaksu ld dalam pu ltu lsan Hakim adalah ke ladilan 

yang adil bagi salah satu l pihak yang be lrpelrkara dan melngakuli 

pelrsamaan hak dan ke lwajiban keldula bellah pihak. Dalam me lnjatulhkan 

pultulsannya, Hakim  haru ls melngikulti atulran yang ada, yang me lmastikan 

bahwa pultulsannya se ljalan delngan keladilan yang diinginkan masyarakat. 

Pihak yang melnang dapat melnulntult haknya dan pihak yang kalah 

haruls melmelnu lhi kelwajibannya. Dalam rangka me lnelgakkan keladilan, 

pultulsan Hakim dalam su latul pelrsidangan haru ls selsulai delngan tuljulan 

selbelnarnya, yaitu l melmbelrikan kelselmpatan yang sama ke lpada para pihak 

yang belrpelrkara dalam pe lrsidangan. Nilai keladilan ju lga dipelrolelh 

delngan melmastikan prose ls pelnyellelsaian yang celpat, se ldelrhana dan 

mulrah, karelna pelnulndaan pelnye llelsaian julga melrulpakan salah satul 

belntulk keltidakadilan.
65

 

                                                       
64 Manan, Abdul,  Penerapan Asas-asas Hukum Acara Perdata, Kencana, Jakarta, 2012, hal 291 
65 Atiqah, Dewi, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan 

Kemanfaatan Hukum. 
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Pelrtimbangan Hakim yang me lncelrminkan ke lpastian hulkulm telntul 

saja belrpelran dalam melnelmulkan hulkulm yang be lnar dalam prose ls 

pelnye llelsaian pe lrkara di Pelngadilan. Hal ini dikarelnakan ada 

kelmulngkinan hu lkulm tidak melngatulr se lcara jellas melngelnai su latul 

keladaan. Dalam hal ini, Hakim haru ls mampu l melnggali nilai-nilai hu lkulm 

dari hu lkulm kelbiasaan dan hu lkulm tidak telrtullis yang hidu lp dalam 

masyarakat dan me lrulmulskannya ke l   dalam su latul pultulsan.
66

 

Pultulsan Hakim me lrulpakan bagian dari prose ls pelnelgakan hu lkulm 

yang salah satu l tuljulannya adalah te lrwu ljuldnya ke lbelnaran hu lkulm ataul 

kelpastian hu lkulm. Ke lpastian hu lkulm yang ditu langkan dalam pu ltulsan 

Hakim melru lpakan produ lk pelnelgakan hu lkulm yang didasarkan pada 

fakta-fakta pe lrsidangan yang re llelvan se lcara hu lkulm dari hasil prose ls 

pelnye llelsaian pelrkara.
67

 Karelna pelnelrapan hu lkulm haruls selsulai delngan 

kasuls yang telrjadi, maka Hakim haru ls se llalu l dapat melnafsirkan makna 

hulkulm ataul atulran lain yang me lnjadi dasar pu ltulsan. Alasan me lngapa 

pelnelrapan hu lkulm haruls selsulai delngan kasu lsnya adalah agar Hakim 

dapat melnyulsu ln sellulrulh pelrsidangan se lcara bijaksana dan obyelktif.  

Pultulsan Hakim yang me lngandulng u lnsu lr kelpastian hu lkulm 

melmbelrikan kontribu lsi bagi pelrkelmbangan ilmu l pelngeltahulan dibidang 

hulkulm. Hal ini dikare lnakan pultulsan Hakim yang te llah belrkelkulatan 

hulkulm teltap bu lkan lagi me lrulpakan pe lndapat Hakim itu l selndiri, 

                                                       
66 Muqaddas, Busyro, Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, Yogyakarta, 2002, hal 21 
67 Margonoo,  Asas Keadilan, Kemnafaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar 

Grafika,  Jakarta, 2012, hal  51 
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mellainkan pe lndapat Badan Pe lradilan yang melnjadi aculan bagi 

masyarakat. 

Pultulsan Hakim yang me lncelrminkan ke lmanfaatan adalah pu ltulsan 

yang tidak hanya me lnelrapkan hulkulm pasal de lmi pasal, te ltapi julga dapat 

melnelgakkan pu ltulsan telrselbult dalam praktik, u lntulk kelpelntingan para 

pihak yang be lrpelrkara dan masyarakat pada u lmulmnya. Pu ltulsan Hakim 

adalah hu lkulm yang haru ls melnjaga kelselimbangan dalam masyarakat, 

selhingga masyarakat selcara kelsellulrulhan kelmbali pelrcaya ke lpada aparat 

pelnelgak hulku lm. Hakim dapat me lmultuls pe lrkara delngan pultulsan yang 

lelbih melndelkati ke ladilan dan lelbih melndelkati ke lpastian hu lkulm, delngan 

pelrtimbangan-pelrtimbangan hu lkulm yang baik. Pada dasarnya, asas 

kelmanfaatan be lrada di antara ke ladilan dan ke lpastian hulkulm, dimana 

Hakim melnilai tuljulan dan kelgulnaan hu lkulm bagi kelpelntingan 

masyarakat. Pe lnelkanan pada asas ke lmanfaatan melmiliki dime lnsi 

elkonomi yang ku lat. Dasar pe lmikirannya adalah bahwa kare lna hu lkulm 

adalah u lntulk kelbaikan masyarakat dan orang banyak, maka tu ljulan 

hulkulm haruls be lrgulna bagi masyarakat.
68

 

Pada akhirmya, pu ltulsan Hakim nanti akan didapati tu ljulan dari 

Pelngadilan ataul tuljulan hu lkulm pidana telrselbult. Se lpelrti yang tellah 

diulrakan diatas, bahwa tu ljulan hulkulm pidana adalah u lntulk melncapai 

rasa keladilan, melnakult-nakulti masyarakat (gelnelralel prelvelbtel) 

masyarakat atau l melmbulat takult/melnjelra orang-orang telrtelntu l agar 

                                                       
68 Ilyas Amir, Kumpulan Asas-asas Hukum,  Rajawali, Jakarta, 2016, hal 91 
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tidak mellaku lkan keljahat, se lhingga me lnjadi orang yang baik dan 

belrmafaat bagi masyarakat. 

Dalam Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana (KUlHP), tuljulan 

pelmidanaan adalah u lntulk: 

1. Melncelgah dilakulkannya ke ljahatan de lngan melnelgakkan norma-

norma hu lkulm ulntulk mellindulngi masyarakat; 

2. Melndidik narapidana u lntulk melnjadi manu lsia yang baik dan 

belrgulna selrta melngelmbangkan keltelrampilan sosial me lrelka; 

3. Melnyellelsaikan konflik yang ditimbu llkan olelh tindak pidana 

delngan melmullihkan kelselimbangan sosial dan melndatangkan rasa 

damai; 

4. Melringankan rasa belrsalah para narapidana.
69

 

Belrbagai tuljulan pelmidanaan yang dike lmulkakan olelh para ahli 

hulkulm pidana dan diru lmulskan dalam Kitab U lndang-U lndang Hulkulm 

Pidana (KU lHP) lelbih melnggambarkan tu ljulan ulntulk mellindulngi 

masyarakat dan me lngelmbalikan (melnye lmbulhkan) pellakul tindak 

pidana keljalan yang be lnar (tidak belrtelntangan de lngan hulkulm yang 

belrlakul). De lngan kata lain, tu ljulan hulku lm pidana di Indone lsia ju lga 

ulntulk mellindu lngi korban ke ljahatan se lpelrti pelmelrkosaan, khu lsulsnya 

dalam belntu lk pelmidanaan bagi pihak yang te lrbulkti belrsalah se lbagai 

pellakul tindak pidana. Hu lkulman yang dijatu lhkan kelpada pellaku l 

melrulpakan salah satu l hak yang ditu lntu lt olelh korban. Korban yang 
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tellah dirulgikan baik se lcara fisik mau lpuln psikis melnulntult aparat 

pelnelgak hu lkulm ulntu lk melmbelrikan hulku lman yang se ltimpal de lngan 

pelrbulatan pellakul.
70

 

Elksistelnsi dari te lrbelntuknya atu lran pembentukan U lndang-

ulndang yang melngatulr tindak pidana pe lmelrkosaan baik di dalam 

KUlHP atau l dalam Qanu ln jinayat be lselrta ancamannya adalah u lntulk 

melmelbrikan pelrlindu lngan orang-orang yang pe lrlul dilindu lngi (dalam 

tindak pidana pe lmelrkosaan u lmulmnya pe lrelmpulan) dari tindakan-

tindakan asu lsila yang belrtelntelngan ke lsulsilaan belrulpa pelrkosaan. 

Selbagaiman ru lmulsan tindak pidana pe lmelrkosaan dalam KU lHP pasal 

285 yang be lrbulnyi: “Barangsiapa delngan kelkelrasan atau l ancaman 

kelkelrasan me lmaksa pelrelmpu lan yang bu lkan istelrinya belrseltulbulh 

delngan dia, dihu lkulm, karelna me lmpelrkosa, de lngan hulkulman pelnjara 

sellama-lamanya du la bellas tahuln”.
71

 Belrdasarkan rulmulsan telrselbult 

dapat dilihat bahwa tindak pidana pe lmelrkosaan dalam pasal 285 

KUlHP telrmasu lk kel dalam tindak pidana (de llik) formal kare lna 

pelrulmulsannya me lnitik belratkan pada pelrbu latan yang dilarang. 

Melskipuln dalam ru lmulsan pasal 285 KU lHP telrselbult tidak 

melnsyaratkan adanya u lnsu lr kelselngajaan dari pe llakul ulntulk mellakulkan 

pelrbulatan dalam pasal 285 KU lHP, namu ln jellas bahwa tindak pidana 

pelmelrkosaan yang diatulr dalam pasal 285 KU lHP harulslah dilaku lkan 
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delngan se lngaja karelna adanya u lnsu lr paksaan yang te lrdapat dalam 

keltelntulan pidana yang diatu lr dalam pasal 285 KU lHP telrselbult. Olelh 

karelna itu l ulnsu lr kelngajaan ju lga haruls dibu lktikan olelh pelnulntult 

ulmulm dan Hakim dalam sidang Pe lngadilan yang melmelriksa dan 

melngadili pelrkara pellakul gulna melmpelrolelh pultulsan Hakim yang 

selmpulrna dan me lmelnulhi selgala aspelk yang ada. 

Pada Pe lngadilan di Acelh, pultu lsan Hakim melmiliki pelran 

selntral se lbagai ellelmeln yang haru ls belbas dari kelcacatan ataul 

kelkellirulan. Dalam prose ls pelngambilan ke lpultulsan, telntul saja para 

Hakim di Ace lh julga melmpelrtimbangkan aspe lk keladilan, kelpastian 

hulkulm, dan ke lmanfaatan hu lkulm. Telrultama dalam pe lnelrapan Hu lkulm 

Islam, se lpelrti yang diatu lr dalam Qanu ln Jinayat, Hakim be lrtanggu lng 

jawab melnjaga ke lselimbangan antara ke ladilan dan ke lpastian hu lkulm, 

selrta melmastikan pu ltulsan se lsulai delngan norma-norma agama dan 

buldaya se ltelmpat. Hakim di Ace lh ju lga haruls mampul melnggali nilai-

nilai hu lkulm dari ke lbiasaan dan norma yang hidu lp dalam masyarakat 

ulntulk melrulmulskannya dalam pu ltulsan yang bijaksana. Se lhingga, 

pultulsan Hakim di Ace lh bulkan hanya me lncelrminkan keladilan formal, 

teltapi ju lga melmbelrikan manfaat praktis bagi masyarakat dan 

melnelgakkan norma-norma hulkulm yang be lrlakul. 

Adapu ln tindak pidana pe lmelrkosaan dalam Qanu ln Acelh 

Nomor 6 Telntang Hulkulm Jinayat diru lmu lskan dalam Pasal 44 yang 

belrbulnyi: “Seltiap orang yang de lngan se lngaja me llakulkan jarimah 



64 

 

pelmelrkosaan diancam de lngan „Ulqulbat Ta‟zir cambulk paling se ldikit 

125 (se lratu ls dula pu llulh lima) kali, paling banyak 175 (se lratu ls tuljulh 

pullulh lima) kali atau l delnda paling se ldikit 1.250 (se lribul dula ratuls 

lima pullulh) gram e lmas mulrni, paling banyak 1750 (se lribul tuljulh ratuls 

lima pullulh) gram e lmas atau l pelnjara paling singkat 125 (se lratuls dula 

pullulh lima) bu llan, paling lama 175 (se lratuls tuljulh pullulh lima) 

bullan”.
72

  

Mellihat dari ru lmulsan pasal 44 Qanu ln Acelh Nomor 6 Telntang 

Hulkulm Jinayat yang me lrulmulskan telntang tindak pidana pe lmelrkosaan 

yang melneltapkan bahwa se ltiap individu l yang se lngaja mellakulkan 

pelmelrkosaan akan dihu lkulm delngan 'U lqulbat Ta'zir. Hu lkulman ini 

melncakulp cambulk se lbanyak 125 hingga 175 kali, de lnda dalam 

belntulk elmas mu llai dari 1.250 hingga 1.750 gram, atau l pelnjara se llama 

125 hingga 175 bu llan. Adapu ln telrkait hal yang lainnya sama se lpelrti 

dalam pasal 285 KU lHP,  delngan pelrbeldaan bahwa dalam  Qanuln 

Acelh Nomor 6 Telntang Hu lkulm Jinayat pasal 44 ini de lngan je llas 

dalam rulmu lsannya elksplisit “selcara selngaja”. 

 

2. Perbandingan Prosedur Penerimaan Perkara, Pendekatan 

Sumber Hukum, dan Hasil Putusan di Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar’iyah Setelah Berlakunya Qanun Jinayat 

 

1. Prosedur Penerimaan Perkara 

Belrdasarkan Ke ltelntu lan dalam U lndang-ulndang Relpulblik 

Indonelsia Nomor 8 Tahu ln 1981 telntang Hu lkulm Acara Pidana dan 
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Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm Acara Pidana (KU lHAP) selcara 

garis belsar melngelnal 3 (tiga) tahapan pe lmelriksaan pelrkara pidana 

yaitul, Tahap Pe lnyidikan, Tahap Pe lnulntultan dan Tahap 

Pelmelriksaan di Pe lngadilan yang dike lnal de lngan Sistelm Pe lradilan 

Pidana Telrpadul (Intelgrateld Criminal Ju lsticel Systelm). Sistelm 

telrpadul maksuldnya kelwelnangan pelnyidikan, pelnulntultan dan 

pelradilan, walaulpuln dilakulkan olelh masing masing pelnelgak 

hulkulm se lsulai delngan kelwelnangannya di se ltiap tahap, namu ln teltap 

melrulpakan satul kelsatulan yang u ltulh atau l saling keltelrkaitan satul 

dalam sistelm pelradilan pidana.  

Kelgiatan Pelnyidikan me lncaku lp kelgiatan Pe lnyidik u lntulk 

melncari se lrta melngulmpullkan bulkti dan de lngan bulkti itu l melmbulat 

telrang telntang tindak pidana yang te lrjadi dan gu lna melnelmulkan 

telrsangkanya. Pada tahap ini pe lnyidik melmpulnyai kelwelnangan 

mellaku lkan u lpaya hu lkulm ulntulk mellakulkan pelmelriksaan, 

pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan dan pe lnyitaan barang 

bulkti dimana dalam me lngulmpullkan barang bu lkti yang dipe lrlu lkan, 

pelnyidik dapat me lminta keltelrangan saksi, saksi ahli dan te lrsangka 

selrta mellakulkan pelnyitaan bu lkti su lrat atau l tullisan yang ditu langkan 

dalam belntulk Belrita Acara Pe lmelriksaan (BAP). Kelgiatan 

pelnyidikan yang dilaku lkan olelh pelnyidik, wajib dibe lritahu lkan 

kelpada Pe lnulntult U lmulm dalam be lntu lk Su lrat Pelmbelritahulan 

Dimullainya Pe lnyidikan (SPDP), dimana de lngan SPDP pelnulntult 
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U lmulm akan melmantaul pelrkelmbangan pe lnyidikan yang dilaku lkan 

olelh Pe lnyidik. Hasil pe lnyidikan dalam be lntulk belrkas pelrkara, 

dikirimkan ole lh pelnyidik ke lpada Pelnu lntu lt U lmulm ataul Pelnyelrahan 

Tahap I, dan ole lh Pelnulntult U lmulm dilaku lkan pelnellitian telrhadap 

kellelngkapan be lrkas pelrkara baik dari se lgi formil maulpuln matelril, 

yang dalam siste lm pelradilan pidana te lrpadul dise lbult Pra 

Pelnulntu ltan. 

Dalam rangka pelnellitian belrkas pelrkara maka ada 2 (du la) 

hal yang pe lrlul dipelrhatikan yaitu l: 1) Jika hasil pe lnellitian belrkas 

pelrkara olelh Pelnulntu lt U lmulm, dinyatakan lelngkap, maka pelnyidik 

melnyelrahkan tanggu lng jawab telrsangka dan barang bu lkti kelpada 

Pelnulntu lt U lmulm ataul Pelnye lrahan Tahap II. dan 2) Jika hasil 

pelnellitian belrkas pelrkara olelh Pelnulntult U lmulm, dinyatakan be llulm 

lelngkap atau l kulrang melmelnulhi pe lrsyaratan formil dan atau l 

matelril, maka be lrkas pelrkara dikirim ke lmbali olelh Pelnulntult 

U lmulm kelpada Pe lnyidik, u lntulk dile lngkapi dise lrtai peltulnju lk dari 

Pelnulntu lt U lmulm kelpada Pe lnyidik. Se ltellah belrkas pelrkara 

dinyatakan le lngkap dan pelnyelrahan telrsangka dan barang bu lkti 

olelh pelnyidik ke lpada Pe lnulntult U lmu lm, maka Pe lnulntult U lmulm 

akan melnyulsuln su lrat dakwaaan atau l masu lk pada tahap 

pelnulntu ltan. Pelnulntult U lmulm mellimpahkan pe lrkara kel Pelngadilan 

ulntulk disidangkan dan dipu ltuls olelh Pe lngadilan ini dise lbult Tahap 

Pelmelriksaan Pe lrsidangan. 
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Delmikian halnya de lngan keltelntulan dalam Qanu ln Acelh 

Nomor 7 Tahu ln 2013 telntang Hu lkulm Acara Jinayat ju lga melngatu lr 

telntang prose ldulr yang haruls dilaluli dalam pelnelrimaan dan 

pelnye llelsaian belrkas pelrkara tindak pidana pelmelrkosaan.  

Adapun urutan Penerimaan perkara jinayat Secara Manual 

adalah sebagai berikut:
73

 

a. Menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) disertai dengan Surat Permohonan pemeriksaan 

perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri dilengkapi dengan surat 

dakwaan dan hasil pemeriksaan kepolisian (penyidik), 

kemudian mendaftarnya ke dalam register perkara jinayat dan 

dicatat ke dalam SIPP; 

b. Terhadap perkara yang Terdakwanya ditahan, petugas segera 

melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar‟iyah, petugas 

segera membuat penetapan penahanan yang ditandatangani 

oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar‟iyah 

dan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri, Lembaga 

Pemasyarakatan dimana Terdakwa ditahan, Terdakwa dan 

Keluarga Terdakwa. 

c. Berkas perkara dimaksud dalam poin a meliputi pula barang 

bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang 

sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang 

                                                       
73 Tim Penyusun, Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 

Dirjen-Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hal 54-55 
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kemudian diajukan di persidangan. Barang-barang bukti 

tersebut didaftarkan dalam register barang bukti dan dicatat 

dalam SIPP. 

d. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan jinayat sebagai berikut: 

- Pembuatan Rencana Kerja/program kerja; 

- Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus untuk 

perkara Jinayat; 

- Membuat surat pengantar pengirim berkas; 

- Mengelola berkas masuk perkara jinayat; 

- Menerima dan menyampaikan perkara praperadilan (kalau 

ada); 

- Mengelola upaya hukum; 

- Mengelola register penahanan; 

- Mengelola register izin/persetujuan penyitaan; 

- Mengelola register izin penggeledahan (kalau ada); 

- Pembuatan papan daftar penahanan dan daftar kegiatan 

persidangan; 

- Pendaftaran surat kuasa; 

- Menyelenggarakan rapat kerja administrasi jinayat; 

- Menerima/menyimpan barang bukti yang diserahkan Jaksa 

Penuntut Umum; 
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e. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. 

Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan 

kepada Panitera Muda Jinayat. 

f. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera 

Muda Jinayat meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi 

berkas dimaksud sebelum diregister. 

g. Pendaftaran perkara jinayat dalam register induk dilaksanakan 

dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam 

buku register tersebut. 

h. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat, semua 

kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan 

putusan ke dalam register induk jinayat. 

i. Pelaksanaan tugas administrasi (Meja I) merupakan tanggung 

jawab Panitera Muda Jinayat, di bawah koordinasi Panitera. 

Adapun tahapan Penerimaan perkara jinayat secara e-Court 

adalah sebagai berikut:
74

 

a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara 

melalui Pos Elektronik (pos-el), kemudian petugas Mahkamah 

Syar‟iyah melakukan pendaftaran dalam register perkara 

jinayat dan SIPP. 

b. Dalam setiap pelimpahan perkara, Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu: 

                                                       
74 Ibid., hal 56-57 
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- Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU); 

- Kantor Penyidik; 

- Instansi tempat Terdakwa ditahan; dan 

- Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum. 

c. Barang bukti tetap berada di Kantor Jaksa Penuntut Umum 

(JPU). 

d. Kepaniteraan Mahkamah Syar‟iyah yang menerima 

pelimpahan berkas perkara melalui Pos Elektronik (pos-el) 

harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum 

mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik. 

e. Jika terdakwa ditahan, petugas melalui Panitera Muda Jinayat 

melaporkan ke Ketua Mahkamah Syar‟iyah dan Ketua 

Mahkamah Syar‟iyah menunjuk Hakim untuk melakukan 

penahanan terhadap terdakwa. 

f. Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud: 

- Surat pelimpahan perkara; 

- Surat dakwaan; 

- Surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum; 

- Berita acara pemeriksaan Penyidik; 

- Pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada; 

- Daftar barang bukti; 

- Foto barang bukti; 

- Dokumen penahanan jika ditahan; dan 
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- Dokumen terkait lainnya. 

g. Kepaniteraan Mahkamah Syar‟iyah mencetak semua dokumen 

dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan 

ketentuan Hukum Acara. 

h. Ketua Mahkamah Syar‟iyah menetapkan Hakim/Majelis 

Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan 

Hakim/Majelis Hakim menetapkan hari sidang yang memuat 

hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik 

dan disampaikan oleh Panitera Muda Jinayat kepada Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) secara elektronik. 

i. Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan, Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) menyampaikan panggilan sidang kepada 

Terdakwa melalui domisili elektronik. 

j. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang 

disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada 

Terdakwa melalui domisili elektronik. 

k. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, 

panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat 

tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala 

Desa/Lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa. 

(l) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud dilakukan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang. 
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Dapat ditelaah, bahwa pada dasarnya ke ltelntulan prosedur 

penerimaan perkara di Mahkamah Syar‟iyah sama de lngan keltelntulan 

pada Pe lngadilan Ne lgelri, namu ln dalam proses tersebut, ada tambahan 

mellibatkan belbelrapa Lelmbaga lain. Belriku lt Lelmbaga-lelmbaga yang 

telrlibat dalam Pe lnelgakan Syari‟at Islam di Provinsi Ace lh:  

1. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam adalah 

Pelrangkat daelrah selbagai u lnsu lr Pe llaksanaan Syariat Islam di 

lingku lngan Pe lmelrintah Daelrah Istime lwa Acelh yang belrada di 

bawah Gu lbelrnulr.
75

 

2. Mahkamah Syar’iyah adalah Lelmbaga Pe lradilan Syari‟at Islam 

di Nanggroel Acelh Daru lssalam se lbagai Pe lngelmbangan dari 

Pelradilan Agama yang dire lsmikan pada tanggal 1 Mu lharram 

1424 H/ 4 Mare lt 2003 M selsulai delngan Ulndang-ulndang Nomor 

18 Tahu ln 2001, Ke lprels Nomor 11 Tahu ln 2003 dan Qanu ln 

Provinsi Nanggroel Acelh Darulssalam Nomor 10 Tahu ln 2002.
76

 

3. Kejaksaan adalah lelmbaga pelmelrintahan yang mellaksanakan 

kelkulasaan Ne lgara se lcara melrdelka telrultama pellaksanaan tulgas 

dan kelwelnangan di bidang pe lnulntultan dan mellaksanakan tulgas 

dan kelwelnangan di bidang pelnyidikan dan pe lnulntultan pelrkara, 

telrmasu lk pelrkara jinayah di Provinsi Acelh.
77

 

                                                       
75 Sejarah DSI | Dinas Syariat Islam Aceh (acehprov.go.id) 
76 Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh (ms-aceh.go.id) 
77 Website Kejaksaan Republik Indonesia 
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4. Kepolisian adalah Le lmbaga yang me lmiliki tulgas ultama se lbagai 

pelnjaga ke ltelrtiban, kelamanan, melnelgakkan hu lkulm di Indone lsia 

selbagai nelgara yang be lrdaullat.
78

 

5. Wilayatul Hisbah/ Satuan Polisi Pamong Praja adalah Instansi 

pelmelrintah daelrah yang belrnaulng di bawah Ke lmelntelrian Dalam 

Nelgelri Relpulblik Indonelsia. Khu lsuls wilayah Provinsi Ace lh, tu lgas 

pokok Satu lan Polisi Pamong Praja dan Wilayatu ll Hisbah Acelh 

adalah melmellihara dan melnyellelnggarakan ke ltelntraman dan 

keltelrtiban u lmulm, dan melnelgakkan pe lratu lran daelrah (Qanu ln). 

Sellain itul julga melnelgakkan pelratu lran gu lbelrnulr, kelpultulsan 

gulbelrnu lr, mellakulkan sosialisasi, pe lngawasan, pelmbinaan, 

pelnyidikan dan pe lmbantulan pe llaksanaan hu lkulman, selrta 

pelngawasan pelnelgakan syariat Islam. Hal te lrselbult 

telrtulang dalam Pe lratulran Gu lbelrnu lr Acelh Nomor 139 Tahu ln 

2016 telntang Ke lduldulkan, Su lsulnan Organisasi, Tu lgas, Fu lngsi dan 

Tata Ke lrja Satulan Polisi Pamong Praja dan Wilayatu ll Hisbah 

Acelh, se lbagai tindak lanju lt dari Qanu ln Acelh Nomor 13 Tahu ln 

2016 telntang Pe lmbelntulkan dan Su lsulnan Pelrangkat Daelrah 

Acelh.
79

  

6. Lembaga Permasyarakatan adalah Lelmbaga pelmasyarakatan, 

belrdasarkan Pe lratulran Me lntelri Hu lku lm dan Hak Asasi Manu lsia 

                                                       
78 Website Kepolisian Republik Indonesia 
79 https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dantantanganpenegakan-

syariat-islam 
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Relpulblik Indonelsia Nomor 33 Tahu ln 2015 telntang Pe lngamanan 

Pada Lelmbaga dan Ru lmah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) 

lelmbaga pe lmasyarakatan yang se llanju ltnya dise lbult lapas adalah 

telmpat u lntulk mellaksanakan pelmbinaan te lrhadap narapidana dan 

anak didik pelmasyarakatan, te lrmasu lk dalam hal jinayah.
80

  

Tabel 2 Prosedur Penerimaan Perkara 

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA 

PENGADILAN NEGERI MAHKAMAH SYAR’IYAH 

Ulndang-ulndang Re lpulblik 

Indonelsia Nomor 8 Tahu ln 1981 

telntang Hu lkulm Acara Pidana dan 

Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm 

Acara Pidana (KU lHAP) se lcara 

garis belsar me lnge lnal 3 (tiga) 

tahapan pelme lriksaan pe lrkara 

pidana yaitu l, Tahap Pe lnyidikan, 

Tahap Pe lnulntultan dan Tahap 

Pe lme lriksaan 

Qanu ln Ace lh Nomor 7 Tahu ln 

2013 telntang Hulkulm Acara 

Jinayat juga me lnge lnal 3 (tiga) 

tahapan pelmelriksaan pe lrkara 

pidana yaitu l, Tahap Pe lnyidikan, 

Tahap Pelnulntultan dan Tahap 

Pe lmelriksaan, namu ln de lngan 

tambahan me llibatkan be lbe lrapa 

lelmbaga lainnya. 

 

1. Pendekatan Sumber Hukum 

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tahu ln 2000, melnyelbultkan 

bahwa su lmbelr hulkulm adalah su lmbelr yang dijadikan bahan u lntulk 

pelnyulsu lnan pelratulran pelrulndang-ulndangan. Su lmbelr hu lkulm telrdiri 

                                                       
80 Website Kemenkumham-Lembaga Pemasyarakatan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ff4000c0a839/ketetapan-mpr-nomor-iii-mpr-2000-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_3_2000
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dari su lmbelr hulkulm telrtullis dan tidak te lrtullis. Adapu ln su lmbelr 

hulkulm dasar nasional adalah yang te lrtullis dalam Pe lmbulkaan U lUlD 

1945, yaitu l: 

1. Keltu lhanan yang Maha Elsa; 

2. Kelmanu lsiaan yang adil dan belradab; 

3. Pelrsatu lan Indonelsia; dan 

4. Kelrakyatan yang dipimpin ole lh hikmat ke lbijaksanaan dalam 

pelrmu lsyawaratan/pelrwakilan; 

5. Melwu ljuldkan su latul keladilan sosial bagi se llulrulh rakyat 

Indonelsia;  

Delmikian ju lga telrmu lat dalam Pasal 2 U lU l 12/2011 belselrta 

pelrulbahannya ju lga dise lbultkan bahwa su lmbelr se lgala su lmbelr 

hulkulm nelgara adalah Pancasila. 

Adapuln telrhadap su lmbelr hu lku lm pada Pe lngadilan Nelgelri, 

U lndang-U lndang Dasar 1945 me lnjellaskan de lngan telgas, bahwa 

Nelgara Indonelsia belrdasarkan atas hu lkulm (relchtsstaat), tidak 

belrdasarkan atas kelkulasaan bellaka (machtsstaat).  

Hal itu l belrarti bahwa Relpu lblik Indonelsia ialah nelgara 

hulkulm yang de lmokratis belrdasarkan Pancasila dan U lndang-

U lndang Dasar 1945, me lnju lnjulng tinggi hak asasi manu lsia dan 

melnjamin se lgala warganelgara belrsamaan ke lduldulkannya di dalam 

hulkulm dan pelmelrintahan, se lrta wajib me lnju lnjulng hulkulm dan 

Pelmelrintahan itu l delngan tidak ada ke lculalinya. Je llaslah bahwa 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011
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pelnghayatan, pe lngamalan dan pellaksanaan hak asasi manu lsia 

maulpuln hak se lrta kelwajiban warganelgara ulntulk melnelgakkan 

keladilan tidak bole lh ditinggalkan ole lh se ltiap warganelgara, se ltiap 

pelnye llelnggara nelgara, se ltiap lelmbaga kelnelgaraan dan lelmbaga 

kelmasyarakatan baik di pu lsat maulpuln di daelrah yang pe lrlu l 

telrwu lju ld pulla dalam dan de lngan adanya hu lkulm acara dan hu lkulm 

matelril pidana.  

Sellanjultnya se lbagaimana telrcantulm dalam Garis-garis 

Belsar Halulan Ne lgara (Kelteltapan Maje llis Pe lrmulsyawaratan Rakyat 

Relpulblik Indonelsia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan u lntulk 

melncapai tuljulan pelmbangulnan nasional adalah Wawasan 

Nulsantara yang dalam bidang hu lkulm melnyatakan bahwa se llulrulh 

kelpullau lan Nu lsantara ini se lbagai satu l kelsatulan hulkulm dalam arti 

bahwa hanya ada satu l hulkulm nasional yang me lngabdi pada 

kelpelntingan nasional. U lntulk itul pelrlul diadakan pelmbangulnan se lrta 

pelmbaharu lan hulkulm delngan me lnyelmpulrnakan pelrulndang-

ulndangan se lrta dilanjultkan dan ditingkatkan u lsaha kodifikasi dan 

ulnifikasi hu lkulm dalam bidang te lrtelntul delngan melmpelrhatikan 

kelsadaran hu lkulm dalam masyarakat yang be lrkelmbang kel arah 

modelrnisasi melnulrult tingkatan kelmaju lan pelmbangulnan di se lgala 

bidang. Pe lmbangulnan yang se ldelmikian itu l di bidang hulkulm acara 

pidana belrtuljulan, agar masyarakat dapat me lnghayati hak dan 

kelwajibannya dan agar dapat dicapai se lrta ditingkatkan pelmbinaan 
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sikap para pe llaksana pelnelgak hulkulm se lsulai delngan fulngsi dan 

welwelnang masing-masing kel arah telgak mantapnya hu lkulm, 

keladilan dan pe lrlindu lngan yang melru lpakan pelngayoman te lrhadap 

kellulhulran harkat se lrta martabat manu lsia, keltelrtiban dan kelpastian 

hulkulm delmi telgaknya Re lpulblik Indone lsia selbagai nelgara hu lkulm 

selsulai delngan Pancasila dan U lndang-U lndang Dasar 1945.  

Olelh karelna itu l ulndang-ulndang tellah melngatulr telntang 

hulkulm acara pidana nasional, wajib didasarkan pada 

falsafah/pandangan hidu lp bangsa dan dasar ne lgara, maka su ldah 

selharulsnyalah di dalam ke ltelntulan matelri pasal atau l ayat telrcelrmin 

pelrlindu lngan telrhadap hak asasi manu lsia se lrta kelwajiban 

warganelgara selpelrti tellah diulraikan di mu lka, maulpuln asas yang 

akan dise lbultkan se llanju ltnya yang be lrsu lmbelr dari Pe lratulran yang 

melnjadi dasar bagi pe llaksanaan hu lkulm acara pidana dalam 

lingkulngan pelradilan u lmulm se lbellulm u lndang-ulndang ini belrlaku l 

yaitul "Relglelmeln Indonelsia yang dibaharu li ataul yang telrkelnal 

delngan nama "Helt He lrzielnel Inlandsch Relglelmelnt" ataul H.I.R. 

(Staatsblad Tahu ln 1941 Nomor 44), Yang be lrdasarkan Pasal 6 ayat 

(1) U lndang-ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 1951 yang dimaksu ldkan 

ulntulk melngadakan u lnifikasi hu lku lm acara pidana, yang 

selbellulmnya telrdiri dari hu lkulm acara pidana bagi landraad dan 

hulkulm acara pidana bagi raad van ju lstitiel. Adanya du la macam 

hulkulm acara pidana itu l, melrulpakan akibat se lmata dari pelrbeldaan 
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pelradilan bagi golongan pe lnduldulk Bu lmipultelra dan pelradilan bagi 

golongan bangsa Elropa di Jaman Hindia Be llanda yang masih teltap 

dipelrtahankan, walau lpuln Relglelmeln Indonelsia yang lama 

(Staatsblad Tahu ln 1848 Nomor 16) te llah dipelrbaharuli delngan 

Relglelmeln Indonelsia yang dibaharu li (R.I.B.), karelna tuljulan dari 

pelmbaharu lan itu l bulkanlah dimaksu ldkan u lntulk melncapai satu l 

kelsatulan hu lkulm acara pidana, te ltapi ju lstelrul ingin melningkatkan 

hulkulm acara pidana bagi raad van ju lstitiel.  

Melskipuln U lndang-ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 1951 tellah 

melneltapkan bahwa hanya ada satu l hulkulm acara pidana yang 

belrlaku l ulntulk se llulrulh Indonelsia, yaitu l R.I.B, akan teltapi keltelntulan 

yang telrcantulm di dalamnya te lrnyata be llulm melmbelrikan jaminan 

dan pelrlindulngan te lrhadap hak asasi manu lsia, pelrlindu lngan 

telrhadap harkat dan martabat manu lsia se lbagaimana wajarnya 

dimiliki ole lh su latul nelgara hulkulm. Khu lsulsnya melngelnai bantu lan 

hulkulm di dalam pe lmelriksaan olelh pelnyidik ataul pelnulntult ulmulm 

tidak diatulr dalam R.I.B., se ldangkan melngelnai hak pelmbelrian 

ganti kelrulgian ju lga tidak te lrdapat ke ltelntu lannya. Ole lh karelna itu l 

delmi pe lmbangulnan dalam bidang hu lku lm dan se lhulbulngan delngan 

hal selbagaimana tellah dije llaskan di mu lka, maka "Helt He lrzielnel 

Inlandsch Relglelmelnt" (Staatsblad Tahu ln 1941 Nomor 44) 

belrhulbu lngan delngan dan U lndang-ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 

1951 (Lelmbaran Nelgara Tahuln 1951 Nomor 59, Tambahan 
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Lelmbaran Ne lgara Nomor 81) se lrta se lmula pelratulran 

pellaksanaannya dan ke ltelntulan yang diatu lr dalam pe lratulran 

pelrulndang-ulndangan lainnya, se lpanjang hal itu l melngelnai hulkulm 

acara pidana, pe lrlul dicabult karelna tidak se lsulai delngan cita-cita 

hulkulm nasional dan diganti de lngan u lndang-ulndang hulkulm acara 

pidana baru l yang melmpulnyai ciri kondifikatif dan u lnifikatif 

belrdasarkan Pancasila dan U lndang-U lndang Dasar 1945.   

Asas yang melngatulr pelrlindu lngan telrhadap kellulhulran 

harkat se lrta martabat manu lsia yang te llah dileltakkan di dalam 

U lndang-ulndang telntang Ke ltelntulan-keltelntulan Pokok Ke lkulasaan 

Kelhakiman, yaitul  U lndang-ulndang Nomor 14 Tahu ln 1970 haruls 

ditelgakkan. Adapuln asas-asas telrselbult antara lain adalah: 

1. Pelrlaku lan yang sama atas diri se ltiap orang di mu lka hulkulm 

delngan tidak melngadakan pelmbeldaan pelrlakulan.  

2. Pelnangkapan, penahanan, pelnggelleldahan dan pe lnyitaan hanya 

dilaku lkan belrdasarkan pelrintah telrtullis olelh peljabat yang 

dibelri we lwelnang olelh ulndang-u lndang dan hanya dalam hal 

dan delngan cara yang diatu lr delngan ulndang-ulndang,  

3. Seltiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, ditu lntult dan 

atau l dihadapkan di mulka sidang pe lngadilan, wajib dianggap 

tidak be lrsalah sampai adanya pu ltulsan pelngadilan yang 

melnyatakan kelsalahannya dan me lmpelrolelh kelkulatan hu lkulm 

teltap.  
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4. Kelpada se lorang yang ditangkap, ditahan, ditu lntult ataulpuln 

diadili tanpa alasan yang be lrdasarkan u lndang-ulndang dan atau l 

karelna kelkellirulan melngelnai orangnya atau l hulkulm yang 

ditelrapkan wajib dibe lri ganti ke lrulgian dan relhabilitasi se ljak 

tingkat pe lnyidikan dan para pe ljabat pe lnelgak hu lkulm, yang 

delngan se lngaja ataul karelna kellalaiannya me lnyelbabkan asas 

hulku lm telrselbult dilanggar, ditu lntult, dipidana dan atau l 

dikelnakan hulkulman administrasi.  

5. Pelradilan yang haru ls dilakulkan de lngan celpat, se ldelrhana dan 

biaya ringan se lrta belbas, juljulr dan tidak me lmihak haruls 

ditelrapkan selcara konse lkuleln dalam se llulrulh tingkat pelradilan.  

6. Seltiap orang yang te lrsangkult pelrkara wajib dibe lri kelselmpatan 

melmpelrolelh bantulan hu lkulm yang se lmata-mata dibelrikan 

ulntu lk mellaksanakan kelpelntingan pelmbellaan atas dirinya.  

7. Kelpada se lorang telrsangka, se ljak saat dilaku lkan pelnangkapan 

dan ataul pelnahanan se llain wajib dibe lritahul dakwaan dan dasar 

hulku lm apa yang didakwa, ke lpadanya, ju lga wajib dibe lritahul 

haknya itul telrmasulk hak ulntu lk melnghu lbulngi dan minta 

bantu lan pelnasihat hulkulm.  

8. Pelngadilan melmelriksa pelrkara pidana de lngan hadirnya 

telrdakwa.  

9. Sidang pe lmelriksaan pelngadilan adalah telrbulka ulntulk ulmulm 

kelcu lali dalam hal yang diatulr dalam u lndang-ulndang.  
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10. Pelngawasan pe llaksanaan pu ltulsan pelngadilan dalam pe lrkara 

pidana dite ltapkan olelh keltula pe lngadilan nelgelri yang 

belrsangkultan. 

Delngan landasan se lbagaimana tellah diu lraikan di mulka 

dalam  ke lbullatannya yang u ltulh se lrta melnyellulrulh, diadakanlah 

pelmbaharu lan atas hu lkulm acara pidana yang se lkaliguls 

dimaksu ldkan selbagai su latul ulpaya u lntu lk melnghimpu ln keltelntulan 

acara pidana, yang de lngan ini masih telrdapat dalam be lrbagai 

ulndang-ulndang kel dalam satul ulndang-ulndang hu lkulm acara pidana 

nasional se lsulai delngan tuljulan kodifikasi dan u lnifikasi itu l. Atas 

pelrtimbangan yang se ldelmikian itu llah, u lndang-ulndang hulkulm 

acara pidana ini dise lbult Kitab U lndang-ulndang Hu lkulm Acara 

Pidana, disingkat K.U l.H.A.P. Kitab U lndang-ulndang ini tidak saja 

melmulat ke ltelntulan telntang tatacara dari su latul prosels pidana, teltapi 

kitab inipu ln ju lga melmulat hak dan kelwajiban dari melrelka yang ada 

dalam su latul prosels pidana dan me lmu lat pulla hu lkulm acara pidana 

Mahkamah Agu lng se ltellah dicabultnya U lndang- ulndang Mahkamah 

Agu lng (Ulndang-ulndang Nomor 1 Tahu ln 1950) olelh U lndang-

ulndang Nomor 13 Tahuln 1965. 

Belrbelda halnya de lngan pe lndelkatan su lmbelr hulkulm 

Mahkamah Syar‟iyah yang melndasarkan pada pe lrjalanan se ljarah 

yang panjang masyarakat Ace lh se llalu l me lnju lnjulng tinggi ajaran 

Islam, dalam belrbagai aspelk kelhidu lpannya. Hal ini te lrcelrmin 
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dalam u lngkapan bijak “Adat bak Potelul Melulrule lhom, Hulku lm bak 

Syiah ku lala, Qanu ln bak pu ltro pang Relulsam bak Laksamana.” 

Pellaksanaan Syariat Islam selcara kaffah tellah dilaku lkan seljak 

kelrajaan Ace lh Daru lssalam. Belrlakul syariat Islam se lbagai hu lkulm 

positif tidak hanya u lntulk kelrajaan Acelh, teltapi ju lga belbelrapa 

kelrajaan Islam lainnya di nu lsantara ini se lpelrti De lmak, Banteln dan 

lain-lain. 

Seljak pelnduldulkan Bellanda, Syariat Islam belrjalan delngan 

Kaffah di wilayah ke lrajaan Acelh, karelna Pelmelrintah Bellanda 

melnjalankan politik hu lkulm kolonial. Tulntultan ulntulk 

me llaksanakan Syariat Islam mulncull kelmbali seljak Indonelsia 

melrdelka, lelbih-lelbih di elra relformasi.  Khu lsu lsnya  u lntulk  Provinsi  

Daelrah Istimelwa Acelh kelselmpatan ulntu lk mellaksanakan syariat 

Islam di dasarkan pada U lndang-U lndang Nomor 44 tahuln 1999 

telntang pelnye llelnggaraan kelistimelwaan bagi Provinsi Dae lrah 

Istimelwa Acelh. 

U lndang-U lndang Nomor 11 Tahuln 2006 telntang 

Pelmelrintahan Ace lh dan U lndang-U lndang Nomor 44 Tahuln 1999 

telntang Pelnye llelnggaraan Ke listimelwaan Provinsi Daelrah Istimelwa 

Acelh selbagai Provinsi Nanggroel Acelh Daru lssalam, melngakuli 

adanya pelradilan Syariat Islam selbagai bagian sistelm pelradilan 

nasional yang dilakulkan olelh Mahkamah Syar‟iyah yang belbas 

dari pelngarulh pihak manapuln. Ke lwelnangan mahkamah Syar‟iyah 
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didasarkan atas syariat Islam dalam siste lm hulkulm nasional, diatulr 

lelbih lanju lt de lngan Qanu ln. U lntulk mellaksanakan keltelntulan pasal 

25 Ulndang-U lndang Nomor 18 tahu ln 2001 telrselbult, pada tanggal 4 

Oktobelr 2002 tellah disahkan qanu ln Provinsi Nanggroel Acelh 

Darulssalam Nomor 10 Tahuln 2002 telntang Pelradilan Syariat 

Islam. Pasal 49 Qanu ln telrselbult melngatu lr kelwelnangan mahkamah 

Syar‟iyah yang me llipulti bidang al-syakhsyiah mulamalat dan 

jinayat. U lntulk dapat melnjalankan kelwelnangan telrselbult dipelrlu lkan 

adanya hu lkulm formil (hulkulm acara). Baik mu lamalat mau lpuln 

jinayat, Pasal 54 Qanu ln Nomor 10 tahu ln 2002 me lnelntulkan bahwa 

hulkulm formil yang akan digulnakan mahkamah adalah belrsulmbelr 

ataul selsu lai delngan syariat islam yang se lsulai delngan Qanuln. 

Delngan landasan se lbagaimana dikelmulkakan di atas 

diadakanlah pelnyelmpulrnaan Hu lkulm Acara Pidana yang sellama   

ini belrlaku l di lingku lngan Pe lradilan U lmulm delngan belbelrapa   

pelnye lsu laian sistelm yang selsulai delngan prinsip-prinsip syariat 

Islam selbagai hu lkulm nasional ulntu lk digulnakan di lingku lngan 

Pelradilan Syariat Islam. Adapu ln asas yang dike lnal dalam Qanu ln 

Jinayah adalah: 

1. Asas   lelgalitas   adalah   tiada su latu l pelrbulatan   dapat   

dijatu lhi   ulqulbat   kelculali   atas   keltelntulan jinayat dalam 

pelru lndang-ulndangan yang tellah ada selbellulm pelrbulatan 

dilaku lkan. 
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2. Asas keladilan dan kelselimbangan adalah prose ls hu lkulm yang 

ada haru lslah melmpelrhatikan ke ladilan dan ke lselimbangan  

antara  3 (tiga)  pihak:  pe lrlindu lngan telrhadap  harkat dan 

martabat korban, selrta pelnjatulhan `u lqulbat yang adil dan 

selimbang de lngan ke ljahatan yang dilaku lkan atas pellaku l 

keljahatan selbagai manu lsia pribadi di satu l pihak, delngan 

pelrlindulngan telrhadap kelpelntingan dan keltelrtiban masyarakat 

di pihak yang lain. 

3. Asas pelrlindulngan hak asasi manu lsia adalah  sulatul  asas  yang  

melnjamin  bahwa  prosels  pelnelgakan hu lkulm akan mellindulngi 

hak asasi korban dan pe llakul selrta pihak lain yang te lrlibat 

selpelrti saksi, se lcara su lnggulh-sulnggu lh. Hakim belrhak bahkan 

haru ls  melmbelritahu l  para  pihak,  yaitu l  korban, saksi, 

telrdakwa dan pe lnulntu lt ulmulm telntang hak-hak melrelka se llama 

pelrsidangan dan hak melrelka di dalam pultulsan yang akan 

dijatu lhkan. 

4. Asas pradulga tidak belrsalah (pre lsulmption of  innocelnce l) 

adalah sulatul asas yang melnghelndaki agar seltiap orang 

yang te lrlibat dalam pe lrkara Jinayat haru ls dianggap bellulm 

belrsalah se lbellulm ada pu ltulsan Mahkamah Syar‟iyah yang 

melnyatakan kelsalahannya itul. Dalam pe lmelriksaan pelrkara 

pada se lmula tingkatan pe lmelriksaan se lmula pihak haruls 
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melnganggap bagaimanapuln ju lga telrsangka/ telrdakwa maulpuln 

dalam melnggulnakan istilah se lwaktul belrdialog telrdakwa. 

5. Asas ganti ke lrulgian dan relhabilitasi adalah adanya hak orang 

yang dirampas kelbelbasannya (ditahan) se lcara  tidak  sah  atau l  

dinyatakan  belbas  ataul  tidak  telrbulkti be lrsalah olelh hakim 

ulntu lk melndapat ganti kelrulgian atas pe lnahanan telrselbult selrta 

pelmu llihan nama baik karelna tellah ditahan dan diprose ls atas 

tuldu lhan mellakulkan jarimah. 

6. Asas pelradilan melnyellulrulh, se ldelrhana, celpat, dan biaya 

ringan adalah pellaksanaan pelradilan yang me lncakulp se lmula 

aspelk yang belrhulbulngan, telrmasu lk spe lk pelrdatanya. Prose ldulr 

yang se lseldelrhana mu lngkin, selhingga tidak be lrbellit-bellit dan 

delngan biaya yang se lminimal mu lngkin gu lna melnjaga 

kelstabilan psikologis telrdakwa. Asas melnye llulrulh 

melnghelndaki agar prosels pelmelriksaan pelradilan bu lkan hanya 

ulntu lk melnjatulhkan u lqulbat kelpada pellaku l jarimah, teltapi ju lga 

ulntu lk melmbelrikan kompelnsasi ke lpada korban jarimah, 

melmbelrikan relhabilitas kelpada pe llakul jarimah yang tidak 

telrbu lkti belrsalah. 

7. Asas  se ldelrhana, celpat dan biaya ringan me lngandulng  arti  

bahwa pe lnye llelnggaraan   pe lradilan   dilaku lkan   de lngan   

simpe ll,   tidak be lrbellit-bellit, se lhingga dapat melnghelmat 

waktul dan dapat disellelsaikan se lselgelra mulngkin dalam waktu l 
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yang singkat. biaya mu lrah/ringan be lrarti pelnyellelnggaraan 

pelradilan dilaku lkan delngan melnelkan pelmbiayaannya se lcara 

seldelmikian ru lpa, agar telrjangkau l olelh pelncari keladilan, 

melnghindari pelmborosan, dan tindakan be lrmelwah-melwahan 

yang hanya dapat dinikmati olelh kellompok yang be lrdulit saja.  

8. Asas Pelradilan  telrbulka  ulntulk  u lmulm adalah hak dari pulblik 

ulntu lk melnyaksikan dan melngawasi jalannya pe lradilan 

(kelculali dalam hal-hal telrtelntul). Se ldangkan   pelmelrikasaan   

pelndahullulan,   pelnyidikan, dan  pra pe lradilan dapat tidak 

telrbu lka u lntulk ulmulm. Asas ini me lnjadi dasar pelmbelrian 

pellulang kelpada masyarakat u lntu lk melngaju lkan pelrmohonan 

agar pe lmelriksaan yang dihelntikan ole lh Polisi atau l Jaksa 

ditelrulskan kel pelngadilan. 

9. Asas kelkulasaan hakim yang  sah  dan teltap adalah pelradilan 

haruls dipimpin olelh selorang/belbelrapa orang hakim yang 

melmiliki kelwelnangan yang sah dari pe lmelrintah. Hal ini 

belrarti pe lngambilan ke lpultulsan melngelnai salah tidaknya 

telrdakwa dilaku lkan olelh hakim karelna jabatannya yang 

belrsifat mandiri dan teltap. 

U lndang-U lndang  Nomor  8  tahu ln  1981  te lntang  

Hu lkulm  Acara  Pidana se lbagai hu lkulm formil yang be lrlakul di 

lingku lngan pelradilan u lmulm, bellu lm melnampulng se lpelnulhnya 

prinsip-prinsip hu lkulm acara pidana islam se lsu lai delngan 
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kelbu ltulhan Pelradilan Syariat Islam. Kare lnanya kelhadiran 

hulku lm acara jinayat melrulpakan ke lbultulhan multlak bagi 

mahkamah dalam melnjalankan ke lkulasaan kelhakiman. dalam 

Sistelm Pelradilan Syariat. 

  Tabel 3 Pendekatan Sumber Hukum 

PENDEKATAN SUMBER HUKUM 

PENGADILAN NEGERI MAHKAMAH SYAR’IYAH 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 

Pancasila Pancasila 

Undang-undang Undang-undang 

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 

Kitab Hukum Kitab Hukum 

Peraturan Presiden Peraturan Presiden 

Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Qanun) 

ditambah dengan penjelasan 

sesaui dengan al-Quran, al-

Hadist, Ijma‟ dan Qiyas 

 

2. Hasil Putusan 

Di dalam pu ltulsan Hakim, telrdapat pelrtimbangan Hakim 

dalam melnilai tindak pidana te lru ltama dalam tindak pidana 

pelmelrkosaan ini. Pe lngadilan Ne lgelri dan Mahkamah Syariah 
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telntulnya melmpulnyai karaktelr telrselndiri namu ln dapat melwakili 

telrhadap masing-masing rulang lingku lpnya.   

Pelnullis tellah mellakulkan pe lnellulsulran pada Direlktori 

Pultulsan Mahkamah Agu lng telrhadap pu ltulsan-pultulsan pelmelrkosaan 

yang ditangani ole lh Pelngadilan Nelgelri dan Mahkamah Syar‟iyah 

di Provinsi Ace lh, dan Pe lnullis melnelmu lkan bahwa be lrkisar tahu ln 

2016 sampai de lngan tahu ln 2023, ju lmlah rata-rata melnangani 

pelrkara pelmelrkosaan di Pengadilan Negeri wilayah Provinsi Aceh 

hanya 3 (tiga) s.d 4 (empat) pe lrkara saja setiap Pengadilan, namu ln 

diantara pelrkara pelmelrkosaan telrselbu lt tidak satulpuln dari Pu ltulsan 

Pelngadilan Ne lgelri yang be lrada di Provinsi Ace lh dapat ditarik 

pultulsannya karelna statu ls pu ltulsan ulnpu lblish (tidak dipu lblikasikan), 

sedang Penulis sendiri menggunakan jenis penelitian pustaka 

(Library Research) dengan memperoleh dukungan data empiris 

melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, se ldangkan u lntulk 

Mahkamah Syar‟iyah dapat Pe lnullis te lmulkan dalam Dire lktori 

pultulsan yang melrulpakan Sumber kumpulan pu ltulsan relsmi milik 

Mahkamah Agulng RI tersebut.  

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk kelbultulhan melngambil 

sampling penelitian sebagai perbandingan, Pelnullis melngambil 

relfelrelnsi putusan pemerkosaan lain yang ditangani oleh 

Pengadilan Negeri daerah lain, yang menggunakan sumber dan 

dasar hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri di Provinsi 
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Aceh, yang putusannya telah diupload dan dapat diakses di 

Direlktori Pu ltulsan Mahkamah Agu lng Relpulblik Indonelsia delngan 

Pultulsan Nomor 306/Pid.Su ls/2014/PNBjb, yang diputus oleh 

Majelis Hakim di Pe lngadilan Ne lgelri Banjarbarul tentang 

pemerkosaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa pe lrtimbangan Maje llis Hakim de lngan melndelngar 

keltelrangan-keltelrangan para saksi u lntulk melmbulktikan 

dakwaan dari pe lnulntult  u lmulm kelpada Telrdakwa, yang 

keltelrangan-keltelrangan telrselbult dibawah su lmpah; 

2. Bahwa pe lrtimbangan Maje llis Hakim de lngan melndelngar 

keltelrangan dari Telrdakwa; 

3. Bahwa Pe lrtimbangan Majellis Hakim de lngan mellihat barang 

bulkti yang tellah disita se lcara sah melnulrult hu lkulm yang 

diaju lkan olelh pelnulntult ulmulm se lhingga formil dapat dite lrima 

selbagai barang bu lkti dalam tindak pidana pe lmelrkosaan. 

Diantara barang bu lkti yang diaju lkan olelh pelnulntult u lmu lm 

dalam Pe lrkara pu ltulsan No.306/Pid.Su ls/2014/PNB.jb adalah 

34 (tiga pu llulh elmpat) lelmbar kelrtas tisu l belkas warna pu ltih, 1 

(satu l) lelmbar baju l Baby Doll me lrk Ellelgant warna pu ltih,  1 

(satu l) cellana panjang dan kain warna  pink, 1 (satul) pisaul 

dapulr stainlelss warna silvelr delngan panjang : 24 (du la pullulh 

elmpat) CM, 1 (u lnit) u lnit se lpelda motor melrk  Yamaha Sou ll 
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warna hitan Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: 

MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, be lselrta STNK; 

4. Bahwa pe lrtimbangan Majellis Hakim atas dibacakannya hasil 

visu lm yang dibu lat olelh Rulmah Sakit Dae lrah Banjarbarul dan 

ditanda tangani ole lh Doktelr Spe lsialis. Ke lsimpullan dari 

pelmelriksaan telrselbult bahwa pasieln (korban) saat ini dalam 

keladaan tidak pe lrawan, telrdapat kelkelrasan akibat belnda 

tulmpu ll pada wajah di bibir atas dan bibir bawah se lbellah 

kanan, dan positif dite lmulkan spe lrmatozoa. Ke lmuldian 

pelmelriksaan barang bu lkti diantaranya tisu l dan darah delngan 

profil DNA yang sama de lngan telrdakwa dan korban; 

5. Bahwa Pe lrtimbangan Majellis Hakim atas se lmula keltelrangan 

saksi, ke ltelrangan telrdakwa dan barang bu lkti yang diaju lkan di 

pelrsidangan se lrta alat bu lkti lainnya se lpanjang satul sama 

lainnya saling be lrsamaan dan belrse lsulaian dan dipelrolelh fakta 

hulku lm. 

6. Bahwa be lrdasarkan fakta-fakta hu lkulm dari tindak pidana 

pelmelrkosaan dalam pe lrkara ini, se llanju ltnya maje llis Hakim 

akan melmpelrtimbangkan apakah pe lrbulatan telrdakwa tellah 

melmelnulhi u lnsu lr-ulnsu lr dellik pidana dari pasal yang 

didakwakan olelh pelnulntult  u lmu lm kelpada telrdakwa, karelna 

ulntu lk melnyatakan se lselorang tellah mellakulkan su latul tindak 



91 

 

pidana maka pe lrbulatan telrselbu lt haruls melmelnulhi se llulrulh 

ulnsu lr-ulnsulr dari tindak pidana te lrselbult. 

7. Bahwa adapuln telrdakwa diaju lkan olelh pelnulntult ulmulm delngan 

dakwaan be lrbelntulk tulnggal, yaitu l: pelrbulatan Telrdakwa 

selbagaimana diatu lr dan diancam pidana dalam pasal 285 

KUlHP 

8. Bahwa be lrdasarkan dakwaan dalam be lntulk tulnggal telrselbult 

(pasal 285 KU lHP), Majellis Hakim me lmpelrtimbangkan 

dakwaan telrselbult se lsulai delngan fakta pe lrsidangan yang u lnsu lr-

ulnsu lr dari pasal 285 KUlHP adalah se lbagai belrikult: 

1. “Barang siapa” 

2. “Delngan kelkelrasan atau l ancaman kelkelrasan me lmaksa 

selorang wanita belrseltulbu lh delngan dia dilular 

pelrkawinan” 

Belrdasarkan fakta yang te lrulngkap di pe lrsidangan, se lrta 

dihu lbulngkan delngan dakwaan pe lnulntult u lmulm, maka pelrlu l 

dibu lktkan telrlelbih dahullul. Adapu ln pelmbulktiannya, Maje llis 

Hakim me lninjaul dari u lnsu lr-ulnsu lr pasal yang didakwakan 

delngan fakta hulkulm. Maka dipelrolelh: 

1. U lnsulr “Barang Siapa”, melnulrult Ilmul Hulkulm pidana, 

ulnsu lr ini melrulpaakan u lnsulr su lbjelk hu lkulm baik orang 

maulpuln badan hu lkulm yang mampu l ulntulk belrtanggulng 

jawab di de lpan hulkulm atas se lgala pelrbulatan yang tellah 
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dilakulkannya. Olelh karelna itu l telrdakwa atas pelrtanyaan 

Majellis Hakim  melngakuli dan me lmbelnarkan bahwa 

telrdakwa belnar idelntitasnya se lpelrti dalam su lrat dakwaan. 

Olelh selbab itul, su lbjelk hu lkulm atas pelrbulatan tindak 

pidana pelmelrkosaan dalam pe lrkara ini yang didakwakan 

olelh Pelnulntult U lmulm adalah telrdakwa yang tellah 

melngakulinya selhingga ulnsu lr “Barang Siapa” te lrpelnulhi.  

2. U lnsulr “Delngan kelkelrasan atau l ancaman kelkelrasan 

melmaksa selorang wanita be lrseltulbulh delngan dia dilular 

pelrkawinan”, dipelrtimbangkan ole lh Majellis Hakim atas 

fakta dari keltelrangan saksi dan ke ltelrangan telrdakwa 

dalam pelrsidangan yang dimana atas fakta te lrselbult ulnulsr 

“Delngan kelkelrasan ataul ancaman ke lkelrasan melmaksa 

selorang wanita belrseltulbulh de lngan dia dilu lar pelrkawinan” 

telrpelnulhi. 

9. Bahwa karelna kelsellulrulhan ulnsu lr-ulnsu lr dari Pasal 285 KU lHP 

suldah telrpelnulhi, maka telrdakwa haru ls dinyatakan tellah 

telrbu lkti se lcara sah melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak 

pidana “pelrkosaan” dan di pelrsidangan tidak ditelmulkan su latul 

alasan pe lngelculalian baik pelmbelnar kelsalahan ataulpuln pelmaaf 

maka su ldah se lpantasnya Te lrdakwa dijatu lhi pidana se lulai 

delngan kelsalahannya. 
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10. Bahwa barang bu lkti dipelrsidangan akan dite ltapkan  dalam 

amar pu ltulsan. 

11. Bahwa karelna se llama pelmelriksaan Telrdakwa belrada dalam 

tahanan, maka be lrdasarkan ke ltelntulan Pasal 22 ayat 4 

KUlHAP, lamanya telrdakwa diku lrangkan se llulrulhnya dari 

pidana yang dijatu lhi. 

12. Bahwa karelna pidana yang dijatu lhkan lelbih lama daripada 

lamanya Te lrdakwa ditahan se lrta u lntulk melnjamin pellaksanaan 

is pu ltulsan, Telrdakwa dipelrintahkan agar teltap belrada di dalam 

tahanan. 

13. Bahwa karelna telrdakwa dinyatakan be lrsalah, maka telrdakwa 

julga dibelbankan u lntulk melmbayar biaya pe lrkara yang 

belsarnya selsulai delngan amar pultu lsan. 

14. Bahwa pe lrtimbangan Majellis Hakim telrhadap hal-hal yang 

melmbelratkan dan hal-hal yang melringankan yang ada pada 

telrdakwa. Adapu ln belrdasarkan pu ltulsan ini, majellis Hakim 

melmpelrtimbangkan hal yang me lmbelratkan yaitu l pelrbulatan 

telrdakwa yang melrelsahkan masyarakat. Se ldangkan hal-hal 

yang melringankan yaitul telrdakwa tidak pe lrnah dihu lkulm, 

telrdakwa belrsikap sopan dipelrsidangan se lrta melnyelsali atas 

pelrbu latannya dan be lrjanji tidak melngullanginya lagi, korban 

tellah melmbulat Su lrat Pe lrnyataan de lngan melmaafkan telrdakwa, 

Orang Tu la Korban tellah melmbu lat Su lrat Pe lrnyataan bahwa 
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telrdakwa te llah melmbelrikan santu lnan ataul kelrulgian matelri 

yang tellah ditelrima olelh pihka korban dan tellah melmaafkan 

kelsalahan yang dilaku lkan telrdakwa, dan adamya su lrat 

pelrnyataan damai se lcara kelkellulargaan antara telrdakwa delngan 

korban yang dike ltahu li olelh pihak masing-masing kellularganya. 

15. Bahwa be lrdasarkan se lmula pelrtimbangan diatas, dan 

melngingat keltelntulan pasal 285 KU lHP dan U lndang-ulndang 

No. 8 Tahu ln 1981 telntang Hu lku lm Acara Pidana se lrta Pasal-

pasal dari pe lratulran pelrulndang-u lndangan yang be lrsangkultan, 

maka Maje llis Hakim melngadili: 

1. Melnyatakan telrdakwa tellah telrbulkti se lcara sah dan 

melnyakinkan belrsalah mellaakulkan tindak pidana “pe lrkosaan”; 

2. Melnjatulhkan pidan telrhadapa Telrdakwa delngan pidana 

pelnjara se llama 1 (satu l) tahuln; 

3. Melneltapkan masa pelnangkapan dan pe lnahanan yang tellah 

dijalani olelh Telrdakwa diku lrangkan se llulrulhnya dari pidana 

yang dijatu lhkan; 

4. Melneltapkan agar Telrdakwa teltelap belrada dalam tahanan. 

5. Melneltapkan barang bu lkti belrulpa: 

- 34 (tiga pullulh elmpat) lelmbar  kelrtas tisu l belkas warna pu ltih; 

- 1 (satu l) pisau l dapulr stainlelss warna  silve lr delngan panjang : 

24 (du la pullulh elmpat) CM; 

Dirampas u lntulk dimu lsnahkan: 
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- 1 (satu l) lelmbar baju l Baby Doll me lrk Ellelgant warna pink; 

- 1 (satu l) cellana panjang dari kain warna pink; 

- 1 (satu l) lelmbar cellana dalam warna pink kombinasi pu ltih ada 

telrdapat belrcak kelcoklatan; 

Dikelmbalikan kelpada pelmiliknya yaitu l saksi korban: 

- 1 (satu l) ulnit se lpelda motor melrk  Yamaha Sou ll warna hitan 

Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: MH31P001DK347693, 

No. Sin : 1KP350738, be lselrta STNK a.n XXX. 

6. Melmbelbankan biaya pe lrkara ke lpada Telrdakwa se lbselar Rp. 

2.000,00 (du la ribul rulpiah).
81

 

Delmikian hasil pu ltulsan pelrtimbangan Maje llis Hakim dalam 

melmultu ls pultulsan dalam tindak pidana pe lmelrkosaan di Pe lngadilan 

Nelgelri se lbagaimana yang Pe lnullis ambil contoh dari Pultulsan 

No.306/Pid.Su ls/2014/PN.Bjb Pe lngadilan Ne lgelri Banjarbarul. Dari 

pultulsan telrselbult dapat dilihat bagaimana prose ls belracara dan apa 

saja fakta-fakta yang dipe lrtimbangankan ole lh Maje llis Hakim 

dalam melnye llelsaikan pelrkara Tindak Pidana Pe lmelrkosaan telrselbult 

belrdasarkan Pasal KU lHP yang melngatulr telntang tindak pidana 

telrselbult belselrta hulkulmannya. 

Sellanjultnya telrhadap Pu ltulsan Mahkamah Syar‟iyah, Qanu ln 

Acelh Nomor 7 tahu ln 2013 telntang Hu lkulm Acara Jinayat tellah 

                                                       
81 Putusan PN Banjar Baru Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb di Direktori Mahkamah Agung RI 
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melngatu lr telntang sistelmatika pelnullisan Pu ltulsan pada Pasal 200 (1) 

Pultulsan pelnjatulhan „U lqulbat  melmulat: 

a. Kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”; 

b. Kelpala  pu ltulsan  yang  ditu llis:  “DElMI  KE lADILAN 

BElRDASARKAN KE lTU lHANAN YANG MAHA E lSA”; 

c. Nama lelngkap, te lmpat lahir, u lmu lr atau l tanggal lahir, je lnis 

kellamin,  ke lbangsaan,  telmpat  tinggal,  agama,  pe lkelrjaan dan 

pelndidikan telrakhir Telrdakwa; 

d. Dakwaan,  se lbagaimana  telrdapat  dalam  su lrat  dakwaan ataul 

pelrmohonan; 

e. Pelrtimbangan yang disu lsuln se lcara ringkas melngelnai fakta dan 

keladaan  be lselrta  alat  bulkti  yang  dipe lrolelh  dari pelmelriksaan 

dalam sidang yang me lnjadi dasar pe lnelntulan kelsalahan 

Telrdakwa; 

f. Tulntu ltan  ulqulbat,  se lbagaimana  te lrdapat  dalam  su lrat tulntultan, 

kelcu lali    dalam    hal    pelrkara    atas    dasar pelrmohonan; 

g. Pasal Qanu ln yang melnjadi dasar pe lnjatulhan ulqulbat ataul 

tindakan dan   Pasal Qanu ln yang melnjadi dasar hu lkulm dari 

pultu lsan, diselrtai keladaan yang me lmbelratkan dan yang 

melringankan Telrdakwa; 

h. Hari dan tanggal diadakan mu lsyawarah maje llis hakim ke lculali 

pelrkara dipelriksa olelh hakim tulnggal; 
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i. Pelrnyataan    ke lsalahan   Telrdakwa,   pe lrnyataan   tellah 

telrpelnulhi se lmula ulnsulr dalam ru lmu lsan Jarimah dise lrtai de lngan 

kulalifikasinya dan u lqulbat ataul tindakan yang dijatu lhkan; 

j. Keltelntulan kelpada siapa biaya pe lrkara dibelbankan delngan 

melnyelbultkan julmlahnya  yang  pasti  dan ke ltelntu lan 

melngelnai barang bulkti; 

k. Keltelrangan bahwa se llulrulh su lrat  te lrnyata palsu l ataul keltelrangan 

dimana leltaknya kelpalsu lan itul, jika telrdapat su lrat otelntik yang 

dianggap palsu l; 

l. Pelrintah  su lpaya  Te lrdakwa  ditahan  atau l  teltap  dalam tahanan 

ataul  dibelbaskan; 

m. Hari dan tanggal pu ltulsan, nama Pe lnulntult U lmulm, nama Hakim 

yang melmultuls dan nama panitelra yang tu lru lt belrsidang. 

n. Tidak  dipe lnulhinya  keltelntulan  se lbagaimana  dimaksu ld  pada 

ayat (1) hu lrulf a sampai delngan hulru lf m, (2) kelculali hulrulf h dan 

hulru lf j, melngakibatkan pultulsan batal de lmi hu lkulm. (3) Pultulsan  

dilaksanakan  delngan  selgelra  melnu lrult  keltelntulan dalam Qanuln. 

Sellanjultnya pada Pasal 201 me lnyelbultkan bahwa dalam hal 

ada tu lntu ltan kompelnsasi maka pu ltulsannya dapat diteltapkan 

belrsamaan delngan pultulsan jarimah atau l dalam pu ltulsan telrselndiri. 

Kelmuldian pada Pasal 202 (1) Pultulsan bu lkan pelnjatulhan „Ulqulbat, 

melmulat: a. Ke ltelntulan selbagaimana dimaksu ld dalam Pasal 200 

ayat (1) ke lculali hulrulf f, hulrulf g, dan hulrulf I; b. Pelrnyataan bahwa 
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Telrdakwa dipu ltuls belbas ataul lelpas dari se lgala tulntultan hu lkulm, 

delngan melnyelbultkan alasan dan pasal Pe lratulran Pe lrulndang-

ulndangan yang melnjadi dasar pu ltu lsan; c. Pe lrintah  sulpaya 

Telrdakwa  selgelra  dibelbaskan  jika  ia ditahan se ljak pu ltulsan 

dibacakan. (2) Keltelntulan selbagaimana dimaksu ld dalam Pasal 

200 ayat (2) dan ayat (3) be lrlakul julga ulntulk Pasal ini. Dan Pasal 

203 dise lbultkan bahwa Pu ltulsan ditandatangani olelh Hakim Keltula 

dan Para Hakim Anggota se lrta Panitelra yang iku lt belrsidang 

selkeltika seltellah pultulsan itul diulcapkan. 

Belrikult Pe lnullis melmaparkan telntang hasil pu ltulsan 

Mahkamah Syar‟iyah de lngan re lgistelr Pu ltulsan Nomor 

3/JN/2023/MS.Mrd telntang jarimah (tindak pidana) 

pelmelrkosaan.
82

 

Melngacul pada pu ltulsan telrselbult, Pe lnullis melnelmulkan bahwa 

tahapan pelrsidangan yang dilaku lkan ole lh Pe lngadilan Nelhelri dan 

Mahkamah Syar‟iyah adalah sama. Adapu ln yang melmbeldakannya 

adalah dalam hal je lnis alat bu lkti dan je lnis hu lkulmannya, belrikult 

Pelnullis paparkan tahapan dan prose lsnya yang te lrmulat dalam 

pultulsan: 

1. Bahwa Telrdakwa ditahan dalam Ru lmah Tahanan Ne lgara 

Kelpolisian Relsor Pidiel Jaya belrdasarkan Su lrat 

Pelrintah/Pelneltapan olelh Pelnyidik, Nomor: 

                                                       
82 Pultulsan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, Putusan Pemerkosaan Mahkamah Syar‟iyah Meureudu, 

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 
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Sp.Han/02/II/Rels.1.24/2023/Relskrim, tanggal 02 Fe lbrulari 

2023, telrhitulng se ljak tanggal 03 Fe lbru lari 2023 s/d 22 

Felbrulari 2023; Pe lrpanjangan Pe lnahanan olelh Pelnulntult 

U lmulm Ke ljaksaan Ne lgelri Pidiel Jaya, Nomor: B-

259/L.1.31/Elkul.1/02/2023 tanggal 16 Fe lbrulari 2023, 

telrhitulng se ljak tanggal 23 Fe lbru lari 2023 s/d 24 Mare lt 2023; 

Pelrpanjangan Pe lnahanan olelh Ke ltula Mahkamah Syar‟iyah 

Melulreluldul, Nomor: 2/Pe ln.JN/2023/MS.Mrd tanggal 13 

Marelt 2023, telrhitulng se ljak tanggal 25 Mare lt 2023 s/d 23 

April 2023; Pe lrpanjangan Pe lnahanan ole lh Ke ltula Mahkamah 

Syar‟iyah Me lulreluldul, Nomor 3/Pe ln.JN/2023/MS.Mrd, 

tanggal 11 April 2023, te lrhitulng se ljak 24 April 2023 s/d 23 

Meli 2023; Pe lnahanan olelh Majellis Hakim Mahkamah 

Syar‟iyah Me lulreluldul, Nomor 4/Pe ln.JN/2023/MS.Mrd 

tanggal 23 Me li 2023, telrhitulng se ljak tanggal  23 Me li 2023  

s/d  11 Ju lni 2023; Pe lrpanjangan Pe lnahanan olelh Ke ltula 

Mahkamah Syar‟iyah Me lulreluldul Nomor 

7/Pe ln.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 12 Ju lni 2023, telrhitu lng 

seljak 12 Julni 2023 s/d 21 Ju lli 2023; 

2. Bahwa Telrdakwa di pelrsidangan didampingi olelh Pelnaselhat 

Hu lkulm yang tellah ditulnju lk langsu lng olelh Ke ltula Majellis, 

selbagaimana Pe lneltapan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 

12 Ju lni 2023;  
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3. Bahwa Majellis Hakim tellah melndelngar pelmbacaan dakwaan 

dari Pelnulntult U lmulm Nomor Re lg. Pe lrkara: PDM-

04/L.1.31/Elkul.2/05/2023, tanggal 23 Me li 2023; Bahwa 

Telrdakwa dihadapkan ke l pelrsidangan Mahkamah Syar‟iyah 

Melulreluldul olelh Pelnulntult U lmu lm delngan sulrat dakwaan 

Nomor Relg. Pe lrkara: PDM-04/L.1.31/Elkul.2/05/2023 

telrtanggal 23 Me li 2023, delngan dakwaan alte lrnatif, yaitul 

Dakwaan Pe lrtama “Delngan se lngaja me llakulkan Jarimah 

Pelmelrkosaan telrhadap Anak”  yakni   Pelrbulatan Telrdakwa 

selbagaimana diatulr dan diancam pidana me llanggar Pasal 50 

Qanu ln Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat 

dan Dakwaan Ke ldula “Delngan se lngaja me llakulkan Jarimah 

Pellelcelhan Selksulal telrhadap Anak” Pelrbulatan Telrdakwa 

selbagaimana diatulr dan diancam pidana me llanggar Pasal 47 

Qanu ln Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat. 

4. Bahwa Majellis Hakim tellah melmpelrhatikan su lrat-sulrat yang 

belrkaitan delngan pelrkara ini; 

5. Bahwa Majellis Hakim tellah melndelngar keltelrangan saksi-

saksi, ahli, pelngakulan dan keltelrangan Telrdakwa di delpan 

pelrsidangan; 

6. Bahwa Majellis Hakim tellah melnelliti dan melmelriksa barang 

bu lkti yang diajulkan dalam pelrkara ini; 
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7. Bahwa Majellis Hakim tellah melmpellajari 

relqulisitor/pelmbacaan tulntultan dari Pe lnulntult U lmulm nomor 

relg. Pelrkara: PDM-04/L.1.31/Elkul.2/05/2023, tanggal 6 Ju lli 

2023; Bahwa di pelrsidangan Pe lnulntult U lmulm tellah 

melngajulkan tulntultan RElG.PE lRKARA NO: PDM-

04/L.1.31/Elkul.2/05/2023 tanggal 06 Ju lli 2023, yang pada 

pokoknya se lbagai belrikult: 

1. Melnyatakan Telrdakwa XXX telrbulkti se lcara sah dan 

melyakinkan belrsalah mellaku lkan tindak pidana “Dengan 

sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap 

Anak” selbagaimana diatu lr dan diancam pidana dalam 

Pasal 50 Qanuln Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat, dalam Dakwaan Kelsatul Jaksa Pelnulntult 

U lmulm; 

2. Melnjatulhkan U lqulbat telrhadap Telrdakwa XXX delngan 

U lqulbat Ta‟zir pelnjara se llama 150 (selratuls lima pu llulh) 

bullan dikulrangi se llama Telrdakwa belrada dalam tahanan 

delngan pelrintah agar Telrdakwa teltap ditahan. 

3. Melnyatakan Barang bu lkti belru lpa  :  

- 1 (satu l) Bulah cellana dalam U lkulran L warna coklat 

melrk AYU lNI; 

- 1 (Satul) Bulah Bra warna biru l mulda; 

- 1 (satul) bulah jilbab pelrselgi warna hitam melrk M&M; 
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- 1 (satu l) bulah cellana lelgging panjang be lrwarna hitam 

delngan jaitan nya belrwarnaoreln belrmelrk DElLLA; 

- 1 (satu l) bulah baju l kelmelja lelngan panjang be lrwarna 

hitam.  

Dikelmbalikan kelpada Saksi Korban XXX 

- 1 (satul) Bulah jilbab warna coklat su lsul melrk SAUlDIA; 

- 1 (Satul) Bulah Bra warna biru l mulda;  

- 1 (satu l) bulah Baju l Kaos be lrwarna pu ltih belrgambar 

selpelda motor melrk GYPSY; 

- 1 (satul) bulah cellana Kain panjang be lrwarna hitam; 

- 1 (satu l) bulah tanktop be lrwarna biru l mulda melrk ElSSY 

model. 

- 1 (satu l) Bulah Boxelr pe lndelk belrwarna biru l-oreln 

belrmotif sapi dan kulcing. 

Dikelmbalikan kelpada Saksi Korban XXX 

- (Satul) Bulah baju l kaos warna biru l dongkelr melrk TDE l 

ulkulran L; 

- 1 (Satul) Bulah Cellana pelndelk warna hitam melrk Arela 

CHOTING;  

- 1 (satu l) bulah cellana dalam be lrwarna hitam melrk 

U lNDElRMOUlR; 

- 1 (satu l) bulah tikar plastik warna hijau l-melrah belrmotif 

bulnga; 
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- 1 (satu l) bulah se llimult warna hitam-abul abul belrmotif 

bulnga. 

- Dirampas u lntulk dimu lsnahkan 

4. Melneltapkan agar Telrdakwa dibelbani biaya pe lrkara 

selbelsar Rp.5000.- (lima ribul rulpiah). 

8. Bahwa Majellis Hakim tellah me lndelngar Pleldoi/Nota 

Pelmbellaan yang isinya Te lrdakwa melnye lsali pe lrbulatan 

jarimah yang tellah Telrdakwa laku lkan; Telrdakwa belrjanji 

tidak akan me lngullangi lagi pe lrbu latan jarimah telrselbult dan 

Telrdakwa melmohon kelpada Majellis Hakim u lntulk 

melmbelrikan kelringanan hulkulman; 

9. Bahwa Maje llis Hakim tellah me lndelngar Re lplik atas Nota 

Pelmbellaan/Pleldoi; 

10. Bahwa Majellis Hakim tellah melndelngar Dulplik; 

11. Bahwa Majellis Hakim tellah Mu lsyawarah Maje llis  

12. Bahwa pu ltulsan disu lsuln olelh Majellis Hakim belrdasarkan 

fakta-fakta di pelrsidangan;  
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C. Perbandingan Pendekatan Hukum Formil, Hukum Materil, dan 

Legal Reasoning dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar’iyah dalam Kasus Pemerkosaan 

 

1. Perbandingan Pendekatan Hukum Formil Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar’iyah 

 

Pelratu lran yang melnjadi dasar bagi pe llaksanaan hu lkulm acara 

pidana dalam lingku lngan pelradilan u lmulm se lbellulm ulndang-ulndang ini 

belrlakul adalah "Re lglelmeln Indonelsia yang dibaharu li atau l yang telrkelnal 

delngan nama "Helt He lrzielnel Inlandsch Relglelmelnt" ataul H.I.R. 

(Staatsblad Tahu ln 1941 Nomor 44), Yang be lrdasarkan Pasal 6 ayat (1) 

U lndang-ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 1951, se lbelrapa mulngkin haruls 

diambil se lbagai peldoman telntang acara pe lrkara pidana sipil ole lh se lmu la 

pelngadilan dan ke ljaksaan nelgelri dalam wilayah Re lpulblik Indonelsia, 

kelculali atas belbelrapa pelrulbahan dan tambahannya. De lngan U lndang-

ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 1951 itu l dimaksu ldkan ulntulk melngadakan 

ulnifikasi hu lkulm acara pidana, yang se lbellulmnya telrdiri dari hu lkulm 

acara pidana bagi landraad dan hu lkulm acara pidana bagi raad van 

julstitiel. Adanya du la macam hu lkulm acara pidana itu l, melrulpakan akibat 

selmata dari pe lrbeldaan pelradilan bagi golongan pe lnduldulk Bulmipultelra 

dan pelradilan bagi golongan bangsa E lropa di Jaman Hindia Be llanda 

yang masih teltap dipelrtahankan, walau lpu ln Relglelmeln Indonelsia yang 

lama (Staatsblad Tahu ln 1848 Nomor 16) te llah dipelrbaharu li delngan 

Relglelmeln Indonelsia yang dibaharu li (R.I.B.), karelna tuljulan dari 

pelmbaharulan itu l bulkanlah dimaksu ldkan u lntulk melncapai satu l kelsatulan 

hulkulm acara pidana, te ltapi ju lstrul ingin me lningkatkan hu lkulm acara 
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pidana bagi raad van julstitiel. Melskipuln U lndang-ulndang Nomor 1 Drt. 

Tahuln 1951 tellah melneltapkan bahwa hanya ada satu l hulkulm acara 

pidana yang be lrlakul ulntulk se llulrulh Indonelsia, yaitu l R.I.B, akan teltapi 

keltelntulan yang telrcantulm di dalamnya te lrnyata bellulm melmbelrikan 

jaminan dan pe lrlindu lngan telrhadap hak asasi manu lsia, pelrlindu lngan 

telrhadap harkat dan martabat manu lsia se lbagaimana wajarnya dimiliki 

olelh su latul nelgara hu lkulm. Khu lsulsnya me lngelnai bantu lan hu lkulm di 

dalam pelmelriksaan olelh pelnyidik atau l pelnulntult ulmulm tidak diatu lr 

dalam R.I.B., se ldangkan melngelnai hak pe lmbelrian ganti ke lrulgian julga 

tidak telrdapat ke ltelntu lannya. Olelh karelna itu l delmi pelmbangulnan dalam 

bidang hu lku lm dan se lhulbulngan delngan hal se lbagaimana tellah 

dijellaskan di mu lka, maka "He lt He lrzielnel Inlandsch Relglelmelnt" 

(Staatsblad Tahu ln 1941 Nomor 44) belrhu lbulngan delngan dan Ulndang-

ulndang Nomor 1 Drt. Tahu ln 1951 (Lelmbaran Ne lgara Tahuln 1951 

Nomor 59, Tambahan Le lmbaran Ne lgara Nomor 81) se lrta se lmu la 

pelratulran pellaksanaannya dan ke ltelntulan yang diatu lr dalam pe lratulran 

pelrulndang-u lndangan lainnya, se lpanjang hal itu l melngelnai hu lkulm acara 

pidana, pe lrlul dicabu lt karelna tidak se lsu lai delngan cita-cita hu lku lm 

nasional dan diganti de lngan ulndang-ulndang hu lkulm acara  pidana baru l 

yang melmpu lnyai ciri kondifikatif dan u lnifikatif be lrdasarkan Pancasila 

dan Ulndang-U lndang Dasar 1945. 

U lndang-U lndang  Nomor  8  tahu ln  1981  te lntang  Hu lku lm  

Acara  Pidana se lbagai hulkulm formil yang belrlaku l di lingku lngan 
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pelradilan ulmu lm, bellulm melnampu lng selpelnu lhnya prinsip-prinsip hu lkulm 

acara pidana islam se lsu lai delngan kelbultu lhan Pe lradilan Syariat Islam. 

Karelnanya ke lhadiran hu lkulm acara jinayat me lrulpakan kelbultulhan 

multlak bagi mahkamah dalam melnjalankan ke lkulasaan kelhakiman. 

Dalam sistelm Pelradilan Syariat se lbagaimana diatu lr. 

Adapu ln belbelrapa pelrbeldaan prinsipil delngan Acara Pidana 

yang belrlaku l di Mahkamah Syar‟iyah de lngan lingkulngan pelradilan 

ulmulm, antara lain: 

a. Mahkamah be lrwelnang melmelriksa, melngadili dan melmultulskan 

sulatul pelrkara jinayat atas dasar pe lrmohonan si pellakul jarimah ; 

b. Pelnahanan yang dilaku lkan u lntulk kelpelntingan pelnyidikan, 

pelnulntu ltan dan pelmelriksaan Mahkamah, hanya dapat dilaku lkan  

dalam hal adanya ke ladaan yang nyata-nyata melnimbu llkan 

kelkhawatiran bahwa telrsangka/telrdakwa akan mellarikan diri, 

melrulsak ataul melnghilangkan   barang bu lkti dan/atau l melngullangi 

jarimah ; 

c.  Pe lnggu lnaan  kata  atau l  lafazh  sulmpah  diawali  delngan  

“Basmallah”  dan “Wallahi”; 

d. Pe lnyidik dapat me lnelrima pelnyelrahan pe lrkara dari pe ltulgas 

Wilayatu ll Hisbah (Polisi Syariat); 

el.  Adanya pelrbeldaan alat bu lkti  u lntulk belbelrapa jelnis jarimah; dan 

f. Melmpelrkelnalkan   pelnjatulhan   ‟ulqulbat   selcara   altelrnatif   antara   

pelnjara, cambu lk, dan de lnda delngan pe lrbandingan 1 (satu l) bu llan 
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pe lnjara dise ltarakan delngan 1 (satu l) kali cambu lk ataul delnda 10 

(selpullu lh) gram elmas mulrni. 

Delngan landasan se lbagaimana dikelmulkakan di atas 

diadakanlah pelnye lmpulrnaan Hu lkulm Acara Pidana yang sellama 

ini belrlakul di lingku lngan Pelradilan U lmulm   delngan belbelrapa   

pelnye lsu laian sistelm yang selsulai delngan prinsip-prinsip syariat 

Islam selbagai hulkulm nasional ulntu lk digulnakan di lingku lngan  

Pelradilan Syariat Islam. 

2. Perbandingan Pendekatan Hukum Materil Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Syar’iyah 

Pada dasarnya Sulmbelr hulkulm matelriil melrulpakan sulmbelr 

hulkulm yang melnelntu lkan isi hulkulm. Sulmbelr ini dipelrlulkan keltika akan 

melnyellidiki asal ulsull hulkulm dan melnelntulkan isi hulkulm, misalnya 

Pansasila, selbagai pandangan hidulp bangsa Indonelsia yang kelmuldian 

melnjadi falsafah Ne lgara melrulpakan sulmbe lr hulkulm dalam arti matelriil 

yang tidak saja melnjiwai bahkan dilaksanakan delngan pelratulran 

hulkulm, karelna Pancasila selbagai alat ulntulk pelngulji pelratulran 

hulkulm yang belrlakul. 

Sulmbelr hu lkulm matelriil adalah se lgala bahan atau l informasi 

yang dapat digu lnakan se lbagai dasar atau l aculan dalam melnjatulhkan 

kelpultulsan di bidang hu lkulm. Dalam pe lnggu lnaannya, su lmbelr hulkulm 

matelriil dapat be lrulpa pultulsan pelngadilan, kitab hu lkulm, u lndang-

ulndang, atau l pelratulran pelmelrintah. 
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Melnulrult ulthrelcht, su lmbelr hu lku lm matelril adalah pe lrasaan  

hulkulm (kelyakinan hu lkulm) individu l dan pe lndapat ulmulm (pulblic 

opinion) yang melnjadi deltelrminan mate lrial pelmbelntulk hu lkulm yang 

melnelntulkan isi kaidah hu lkulm.
83

 Sulmbelr hu lkulm matelriil ju lga dilhat 

dari se lgi isinya, misalnya: 

a) KUlH pidana se lgi matelriilnya ialah melngatulr telntang pidana ulmulm, 

keljahatan pellanggaran. 

b) KUlH Pe lrdata dari se lgi matelrillnya melngatulr telntang masalah 

orang se lbagai su lbye lk hulkulm, barang se lbagai obyelk hu lkulm, 

pelrikatan, pelrjanjian, pelmbulktian, dan kadalu larsa 

Faktor ke lmasyarakatan (sosiologis/e lmpiris) adalah hal-hal 

yang nyata hidu lp dalam masyarakat yang tu lndulk pada atu lran-atulran 

tata kelhidu lpan masyarkat. Faktor-faktor ke lmasyarakatan yang 

melmpelngarulhi pelmbelntulkan hulkulm adalah: 

1. Kelbiasaan atau l adat istiadat yang te llah melntradisi dan telruls 

belrkelmbang dalam masyarkat yang ditaati se lbagai atu lran tingkah 

lakul teltap 

2. Kelyakinan telntang agama/ kelpelrcayaan dan ke lsulsilaan 

3. Kelsadaran hu lkulm,  pelrasaan hu lkulm dan ke lyakinan hu lkulm dalam 

masyarakat. 

                                                       
83 Soeroso.R. 2014.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta.Sinar Grafika, hal.180 
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4. Tata hu lkulm nelgara-nelgara lain, misalnya mate lri hulkulm pelrdata, 

hulkulm dagang, hu lkulm pelrdata intelrnasional diambil dari ne lgara-

nelgara yang lelbih maju l. 

5. Sulmbelr hu lkulm formal, yang su ldah ada se lkarang ini dapat 

dijadikan se lbagai bahan u lntulk melnelntulkan isi hu lkulm yang akan 

datang. 

  Tabel 4 Sumber Hukum materil Peradilan Umum 

No Jenis Hukum 

Materil 

Keterangan 

1 
U lndang-U lndang 

Belntulk kelpultulsan hulkulm yang dibulat 

olelh DPR be lrsama pelmelrintah 

2 

Pelratulran 

Pelmelrintah 

Kelbijakan yang dike llularkan olelh 

pelmelrintah dan melmiliki kelkulatan 

hulkulm yang sama se lpelrti U lndang-

U lndang 

3 
Kitab Hu lkulm 

Rangkaian pelratulran-pelratulran yang 

ditullis dalam be lntulk bu lkul 

4 
Pu ltulsan Pelngadilan 

Dikellularkan ole lh pelngadilan dalam 

melngadili su latul pelrkara 

5 
Pelratulran Prelsideln 

Belntulk kelpultulsan hulkulm yang 

dikellularkan olelh Prelsideln 

6 
Pelratulran Daelrah

84
 

Pelratulran yang dibu lat olelh pelmelrintah 

daelrah 

 

Adapu ln su lmbelr hulkulm matelril yang digu lnakan olelh 

Mahkamah Syar‟iyah dalam me lnangani pelrkara adalah selbagaimana 

tellah dirincikan pada tabe ll selbellulmnya delngan melmulngkinkan adannya 

pelnambahan be lbelrapa poin dibawah ini di dalam pu ltulsan hakim, 

selbagai belrikult: 

 

 

                                                       
84  Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah diistilahkan dengan Qanun. 
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Tabel 5 Penambahan Penjelasan Dalam Qanun Aceh 

 

 

 

 

  

3. Perbandingan Legal Reasoning dalam Putusan Hakim di 

Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah 

Lelgal re lasoning adalah prosels belrpikir dan argulmelntasi yang 

digulnakan dalam hu lkulm ulntulk melmahami, melnelrapkan, dan 

melngintelrpreltasikan pelratulran hulkulm. Ini me llibatkan melnghu lbulngkan 

fakta-fakta kasu ls delngan prinsip-prinsip hu lkulm, prelseldeln, dan norma-

norma hu lku lm yang rellelvan. Lelgal relasoning me lmbantul hakim dalam 

melngambil ke lpultulsan yang be lrdasarkan pada hu lkulm yang belrlakul dan 

melmastikan keladilan. 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb 

1. Melnimbang bahwa be lrdasarkan fakta-fakta hulkulm dari tindak 

pidana pelmelrkosaan dalam pe lrkara ini, se llanjultnya majellis Hakim 

akan melmpelrtimbangkan apakah pe lrbulatan telrdakwa tellah 

melmelnu lhi u lnsu lr-ulnsu lr dellik pidana dari pasal yang didakwakan 

olelh pelnulntult  u lmulm kelpada telrdakwa, karelna ulntulk melnyatakan 

selselorang tellah mellakulkan su latul tindak pidana maka pe lrbu latan 

telrselbult haruls melmelnulhi sellulrulh ulnsu lr-ulnsu lr dari tindak pidana. 

No Jenis Hukum Materil Keterangan 

1 
Al-Qulran 

Kitab su lci ulmat mulslim yang 

melrulpakan firman Allah 

2 
Hadis Sabda Nabi Mu lhammad  

3 Ijma‟ Kelselpakatan U llama 

4 Qiyas Analogi Hu lkulm 
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2. Melnimbang, bahwa adapu ln Telrdakwa diaju lkan olelh pelnulntult 

ulmulm delngan dakwaan be lrbelntulk tulnggal, yaitul: pelrbu latan 

Telrdakwa se lbagaimana diatu lr dan diancam pidana dalam pasal 285 

KUlHP; 

3. Melnimbang bahwa be lrdasarkan dakwaan dalam be lntulk tulnggal 

telrselbult (pasal 285 KU lHP), Majellis Hakim me lmpelrtimbangkan 

dakwaan telrselbult selsulai delngan fakta pe lrsidangan yang u lnsu lr-

ulnsu lr dari pasal 285 KU lHP adalah se lbagai belrikult: 

“Barang siapa” 

“Delngan kelkelrasan atau l ancaman ke lkelrasan me lmaksa se lorang 

wanita belrseltulbulh delngan dia dilular pe lrkawinan” 

Belrdasarkan fakta yang telrulngkap di pe lrsidangan, selrta 

dihulbulngkan delngan dakwaan pe lnu lntu lt u lmulm, maka pelrlul 

dibulktkan telrlelbih dahullul. Adapu ln pe lmbu lktiannya, Majellis Hakim 

melninjaul dari u lnsu lr-ulnsu lr pasal yang didakwakan de lngan fakta 

hulkulm. Maka dipelrolelh: 

4. Melnimbang bahwa U lnsulr “Barang Siapa”, melnulrult Ilmu l Hulkulm 

pidana, u lnsu lr ini melrulpakan ulnsu lr su lbjelk hulkulm baik orang 

maulpuln badan hu lkulm yang mampu l ulntu lk belrtanggulng jawab di 

delpan hu lkulm atas se lgala pelrbulatan yang tellah dilakulkannya. Ole lh 

karelna itu l telrdakwa atas pelrtanyaan Maje llis Hakim  me lngakuli dan 

melmbelnarkan bahwa telrdakwa belnar ide lntitasnya se lpelrti dalam 

sulrat dakwaan. Ole lh se lbab itul, su lbjelk hu lkulm atas pelrbulatan tindak 
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pidana pelmelrkosaan dalam pe lrkara ini yang didakwakan ole lh 

Pelnulntu lt U lmulm adalah telrdakwa yang tellah melngaku linya 

selhingga ulnsu lr “Barang Siapa” telrpelnu lhi.  

5. Melnimbang bahwa U lnsu lr “Delngan kelkelrasan atau l ancaman 

kelkelrasan me lmaksa se lorang wanita be lrseltulbulh delngan dia dilu lar 

pelrkawinan”, dipelrtimbangkan ole lh Maje llis Hakim atas fakta dari 

keltelrangan saksi dan ke ltelrangan telrdakwa dalam pe lrsidangan yang 

dimana atas fakta te lrselbult ulnulsr “Delngan ke lkelrasan ataul ancaman 

kelkelrasan melmaksa se lorang wanita be lrseltulbulh delngan dia dilular 

pelrkawinan” te lrpelnulhi. 

6. Melnimbang bahwa karelna kelsellulrulhan u lnsu lr-ulnsulr dari Pasal 285 

KUlHP suldah telrpelnulhi, maka telrdakwa haru ls dinyatakan tellah 

telrbulkti se lcara sah melyakinkan belrsalah me llakulkan tindak pidana 

“pelrkosaan” dan di pelrsidangan tidak dite lmulkan su latul alasan 

pelngelcu lalian baik pe lmbelnar kelsalahan atau lpuln pelmaaf maka 

suldah se lpantasnya Telrdakwa dijatu lhi pidana se lulai delngan 

kelsalahannya. 

7. Melnimbang bahwa barang bu lkti dipelrsidangan akan diteltapkan  

dalam amar pu ltulsan. 

8. Melnimbang, bahwa karelna sellama pe lmelriksaan Telrdakwa belrada 

dalam tahanan, maka be lrdasarkan keltelntulan Pasal 22 ayat 4 

KUlHAP, lamanya te lrdakwa dikulrangkan se llulrulhnya dari pidana 

yang dijatu lhi. 
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9. Melnimbang, bahwa karelna pidana yang dijatu lhkan lelbih lama 

daripada lamanya Telrdakwa ditahan se lrta ulntulk melnjamin 

pellaksanaan isi pu ltulsan, Telrdakwa dipe lrintahkan agar te ltap belrada 

di dalam tahanan. 

10. Melnimbang bahwa karelna telrdakwa dinyatakan belrsalah, maka 

telrdakwa ju lga dibelbankan u lntulk melmbayar biaya pe lrkara yang 

belsarnya selsulai delngan amar pultulsan. 

11. Melnimbang bahwa Maje llis Hakim melmpelrtimbangkan hal yang 

melmbelratkan yaitul pelrbulatan telrdakwa yang melrelsahkan 

masyarakat. Se ldangkan hal-hal yang me lringankan yaitu l telrdakwa 

tidak pelrnah dihulkulm, telrdakwa belrsikap sopan dipe lrsidangan 

selrta melnyelsali atas pelrbulatannya dan be lrjanji tidak 

melngullanginya lagi, korban te llah me lmbulat Su lrat Pe lrnyataan 

delngan melmaafkan telrdakwa, Orang Tu la Korban tellah melmbulat 

Sulrat Pe lrnyataan bahwa telrdakwa tellah melmbelrikan santulnan atau l 

kelrulgian matelri yang tellah ditelrima ole lh pihka korban dan tellah 

melmaafkan ke lsalahan yang dilaku lkan telrdakwa, dan adamya su lrat 

pelrnyataan damai se lcara kelkellulargaan antara te lrdakwa delngan 

korban yang dike ltahu li olelh pihak masing-masing kellularganya. 

12. Melnimbang bahwa be lrdasarkan se lmu la pelrtimbangan diatas, dan 

melngingat keltelntulan pasal 285 KUlHP dan U lndang-ulndang No. 8 

Tahuln 1981 te lntang Hu lkulm Acara Pidana se lrta Pasal-pasal dari 
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pelratulran pe lrulndang-ulndangan yang be lrsangkultan, maka Majellis 

Hakim melngadili: 

1. Melnyatakan telrdakwa tellah telrbulkti se lcara sah dan 

melnyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana “pe lrkosaan”; 

2. Melnjatulhkan pidana telrhadap Telrdakwa delngan pidana 

pelnjara se llama 1 (satu l) tahuln; 

3. Melneltapkan masa pelnangkapan dan pe lnahanan yang tellah 

dijalani olelh Telrdakwa diku lrangkan se llulrulhnya dari pidana 

yang dijatu lhkan; 

4. Melneltapkan agar Telrdakwa teltap be lrada dalam tahanan. 

5. Melneltapkan barang bu lkti belrulpa: 

- 34 (tiga pullulh elmpat) lelmbar  kelrtas tisu l belkas warna pu ltih; 

- 1 (satu l) pisau l dapulr stainlelss warna  silvelr delngan panjang : 

24 (du la pullulh elmpat) CM;  

Dirampas u lntulk dimu lsnahkan: 

- 1 (satu l) lelmbar baju l Baby Doll me lrk Ellelgant warna pink; 

- 1 (satu l) cellana panjang dari kain warna pink; 

- 1 (satu l) lelmbar cellana dalam warna pink kombinasi pu ltih ada 

telrdapat belrcak kelcoklatan; 

Dikelmbalikan kelpada pelmiliknya yaitu l saksi korban: 

- 1 (satu l) u lnit se lpelda motor melrk Yamaha Sou ll warna hitam 

Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: MH31P001DK347693, 

No. Sin : 1KP350738, be lselrta STNK a.n XXX 
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6. Melmbelbankan biaya pe lrkara kelpada Telrdakwa selbselar Rp. 

2.000,00 (du la ribul rulpiah). 

Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd 

1. Melnimbang, bahwa se llanjultnya Majellis Hakim akan 

melmpelrtimbangkan apakah be lrdasarkan fakta-fakta yang telrulngkap 

telrselbult diatas, te llah dapat melnyatakan Te lrdakwa belrsalah atau l tidak 

belrsalah me llakulkan jarimah/tindak pidana yang didakwakan ole lh 

Pelnulntult U lmulm kelpadanya; 

2. Melnimbang, bahwa u lntulk melnyatakan Te lrdakwa belrsalah, maka 

pelrbulatan Telrdakwa haruls melmelnulhi se lmula ulnsu lr-ulnsu lr dari pasal 

yang tellah didakwakan olelh Pelnulntult U lmulm; 

3. Melnimbang, bahwa dakwaan dari Pe lnu lntult U lmulm adalah disu lsuln 

selcara altelrnatif, yaitul:  Pe lrtama mellanggar Pasal 50 Qanu ln Acelh 

Nomor 6 tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat; dan Keldula  mellanggar 

Pasal 47 Qanuln Acelh Nomor 6 tahuln 2014 telntang Hulkulm Jinayat; 

4. Melnimbang, dakwaan Pe lnulntult U lmulm belrbelntulk altelrnatif, se lcara 

teloritis dapat diartikan bahwa Pe lnu lntult U lmulm melmbelrikan 

kellellulasan bagi Maje llis Hakim u lntulk melmpelrtimbangkan dan/atau l 

melmbulktikan salah satu l dakwaan yang dapat dike lnakan kelpada 

Telrdakwa dan melngelsampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan 

yang dipe lrtimbangkan telrbulkti, belrdasarkan fakta-fakta hu lkulm yang 

dipelrolelh di pe lrsidangan se lrta dihu lbu lngkan delngan tulntultan dari 

Pelnulntult U lmulm yang melnulntult Telrdakwa be lrdasarkan pellanggaran 
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telrhadap Pasal  Pasal 50 Qanu ln Acelh nomor 6 tahu ln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat maka Majellis Hakim akan langsu lng 

melmpelrtimbangkan dakwaan mellanggar Pasal 50 Qanu ln Acelh 

nomor 6 tahu ln 2014 telntang Hulkulm Jinayat, yang u lnsu lr-ulnsu lrnya 

selbagai belrikult: 

1. Seltiap Orang; 

- Melnimbang, bahwa pelngelrtian “Setiap Orang” di sini adalah 

seltiap orang yang be lragama Islam yang me llakulkan jarimah di 

Provinsi Ace lh, baik laki-laki mau lpuln pelrelmpulan, yang 

belrkelduldulkan selbagai su lbyelk hu lkulm  dalam ke ladaan se lhat 

jasmani dan rohani, se lrta me lmiliki ke lmampulan u lntulk 

belrtanggu lng jawab atas se lgala pelrbulatannya yang tellah 

dilaku lkan; 

- Melnimbang belrdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanuln Acelh 

Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat, Seltiap orang 

adalah orang pe lrselorangan ataul melnulnjulk pada orang se lbagai 

sulbyelk hulkulm yang me llakulkan tindak pidana. Pada dasarnya 

kata “setiap orang” melnulnju lkkan kelpada siapa orangnya yang 

haruls belrtanggulng jawab atas pelrbulatan/keljadian yang 

didakwakan itu l ataul seltidak-tidaknya melngelnai siapa orangnya 

yang haru ls dijadikan selbagai Telrdakwa dalam pe lrkara ini. 

Dalam u lnsu lr ini adalah su lbjelk hu lkulm belrulpa orang yaitu l 
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Telrdakwa XXX yang tellah delwasa, be lrakal se lhat dan mampu l 

melmpelrtanggulngjawabkan pelrbulatannya; 

- Melnimbang, bahwa dalam pe lrkara ini Pe lnulntult U lmulm tellah 

melnghadapkan Telrdakwa delngan ide lntitas yang belrnama 

XXX, jelnis kellamin laki-laki dan be lragama Islam, yang atas 

pelrtanyaan Maje llis Hakim di mu lka pelrsidangan melnyatakan 

dirinya dalam ke ladaan se lhat jasmani dan rohani se lrta 

melngakuli dan melmbelnarkan idelntitasnya yang telrtelra dalam 

belrkas pelrkara baik dalam su lrat dakwaan mau lpuln tulntultan 

Pelnu lntult U lmulm adalah belnar se lbagai idelntitas dirinya, 

delmikian ju lga belrdasarkan keltika melnjawab pelrtanyaan-

pelrtanyaan baik yang diajulkan Maje llis Hakim dan Pe lnulntult 

U lmu lm, dan Te lrdakwa ju lga melngelrti dan melmbelrikan 

tanggapan atas ke ltelrangan saksi-saksi, yang mana me lnulrult 

pelngamatan Maje llis Hakim di pe lrsidangan, Telrdakwa 

melrulpakan orang yang se lhat lahir batinnya se lrta dapat 

melmbeldakan mana pelrbulatan yang dapat dilaku lkan dan mana 

pelrbu latan yang dilarang u lntulk dilaku lkan melnulrult hulkulm dan 

ulndang-ulndang se lhingga Telrdakwa dipandang mampu l ulntulk 

melmpelr-tanggulngjawabkan pelrbu latan yang dilaku lkannya di 

hadapan hu lkulm, delngan delmikian Maje llis Hakim tidak 

melnelmulkan adanya alasan pe lmaaf atas diri Telrdakwa, olelh 
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karelnanya u lnsu lr seltiap orang te llah telrpelnulhi dan telrbulkti, 

maka Telrdakwa adalah selbagai su lbjelk hulkulm dalam a qulo; 

- Melnimbang, bahwa be lrdasarkan pe lrtimbangan di atas Maje llis 

Hakim be lrkelsimpullan bahwa u lnsu lr “Seltiap Orang” ini tellah 

telrpelnulhi; 

2. Delngan selngaja; 

- Melnimbang, bahwa karelna dalam Qanuln Acelh Nomor 6 

Tahu ln 2014 telntang Hulkulm Jinayat tidak dije llaskan delfinisi 

melngelnai ulnsu lr “delngan se lngaja”, maka Majellis Hakim pe lrlu l 

melngelmulkan pelndapat para ahli te lntang delfinisi delngan 

selngaja dalam praktik hu lkulm pidana; 

- Melnimbang, bahwa u lnsu lr “de lngan se lngaja” mellakulkan 

jarimah me lnulrult Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bu lkulnya yang 

juldu ll “Kamu ls Hu lkulm” (videl Andi Hamzah, Kamu ls Hu lkulm, 

Jakarta: Ghalia Indone lsia, 1986, hal. 533) dise lbultkan istilah 

selngaja dalam pe lngelrtian ilmu l hu lkulm pidana melncakulp le lbih 

lulas daripada pe lngelrtian se lhari-hari. Apabila se lselorang 

mellakulkan pelrbulatan yang melnimbu llkan akibat yang melmang 

dikelhelndaki ataul melnjadi tulju lannya, maka ke lselngajaan 

telrselbult dalam hu lkulm pidana dise lbult delngan se lngaja delngan 

tulju lan (oogmelrk). Apabila akibat itu l bulkan tuljulan ataul tidak 

dikelhelndakinya, akan teltapi disadarinya bahwa akibat itu l pasti 

telrjadi jika ia me llakulkan pelrbu latan telrselbult, maka dise lbult 
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selngaja de lngan kelsadaran kelpastian (opzelt bij 

zelkelrhelidsbelwulstzijn). Selngaja dalam hu lkulm pidana adalah 

akibat tidak dike lhelndaki, tidak melnjadi tuljulan dan tidak pu lla 

disadari telntang kelpastian telrjadinya, teltapi dalam pikirannya 

telrbelrsit bahwa ada kelmulngkinan telrjadinya akibat itu l; 

- Melnimbang bahwa ke lselngajaan de lmikian dise lbult selngaja 

telntang kelmulngkinan telrjadinya akibat atau l selngaja belrsyarat 

(voorwaarde llijelk opze lt) dalam bahasa latin dise lbult doluls 

elvelntula, delngan delmikian, belrdasarkan pe lndapat ahli te lrselbult 

di atas, dapat disimpu llkan bahwa yang dimaksu ld delngan 

selngaja adalah mellaku lkan su latul pelrbulatan, yang didorong ole lh 

sulatul kelinginan u lntulk belrbulat ataul belrtindak, ataul delngan kata 

lain bahwa ke lselngajaan itu l dituljulkan telrhadap pelrbulatan 

(opze lt is gelricht op del handelling); 

- Melnimbang bahwa de lngan se lngaja julga diartikan se lbagai 

melnghelndaki se lrta melnginsafi, artinya se lselorang yang 

mellakulkan su latul tindakan delngan se lngaja, haruls melnghelndaki 

selrta me lnginsafi tindakan telrselbu lt dan/ataul akibatnya dapat 

dikatakan bahwa ke lselngajaan be lrarti kelhelndak (kelinginan) 

ulntu lk mellakulkan su latul tindakan yang didorong ole lh 

pelmelnulhan nafsu l ataul delngan kata lain jika ke lselngajaan 

dituljulkan telrhadap sulatul tindakan; 
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- Melnimbang bahwa belrdasarkan fakta-fakta dalam pe lrsidangan, 

Telrdakwa tellah melnulnju lkkan sikap ke lselngajaan dalam 

mellakulkan jarimah:  

1. Bahwa Telrdakwa yang tellah be lrulmulr delwasa se llama 

melnjalani hu lbulngan pacaran de lngan Anak Korban XXX 

tellah belrullang kali melnonton videlo porno be lrsama yang 

dimana hal te lrselbult dilaku lkan delngan sadar ole lh 

Telrdakwa dan Telrdakwa se llakul orang delwasa tidak 

melnjadi orang yang melmbelrikan nasihat kelpada Anak 

Korban XXX bahwa hal telrse lbult bulkanlah hal yang baik 

ulntulk dilakulkan. 

2. Bahwa Telrdakwa sadar dan me lngeltahuli Anak Korban 

XXX melrulpakan anak yang tidak diawasi be lgitul keltat 

olelh orangtulanya dikarelnakan Telrdakwa se lring melngajak 

Anak Korban XXX ke l belngkellnya pada malam hari 

belbelrapa kali tanpa ada rasa panik jika Anak korban XXX 

akan dicari ole lh orang tulanya, se lhingga dapat diyakini 

Telrdakwa melngambil ke lselmpatan de lngan kondisi yang 

dialami olelh Anak Korban XXX. 

3. Bahwa awalnya pada hari Se llasa tanggal 31 Janu lari 2023 

selkitar pulkull 23:00 WIB, Telrdakwa pelrgi melnelmuli Anak 

Korban XXX dan Anak Korban XXX yang se ldang belrada 

di XXX, Kelcamatan, XXX, Kabu lpateln XXX dan pada 
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saat di pasar keluldel, Telrdakwa aktif inisiatif melnawarkan 

ulntulk tidulr di belngkell milik Telrdakwa, selhingga Anak 

Korban XXX dan Anak Korban XXX me lnyeltuljuli 

ajakannya. 

4. Bahwa Telrdakwa dalam me lngajak ANAK Korban XXX 

dan Anak Korban XXX u lntulk melnginap di be lngkell 

Telrdakwa pada saat itu l, su ldah melmpelrsiapkan se lgalanya 

delngan niat u lntulk melnyeltu lbulhi Anak Korban XXX 

dikarelnakan Telrdakwa tellah melmpelrsiapkan saru lng ulntulk 

Anak Korban XXX di kamarnya dan me lngajak masu lk 

lelwat pintul bellakang u lntulk melnghindari orang mellihat 

Telrdakwa melngajak Anak korban  masu lk kel belngkell. 

5. Bahwa Telrdakwa pada saat itu l melmatikan lampul dan 

fakta bahwa Telrdakwa yang pe lrtama belraksi  melnculmbuli 

Anak Korban XXX adalah be lntulk relalisasi dari niat 

Telrdakwa yang awalnya me lngajak Anak Korban XXX 

dan Anak Korban XXX ulntu lk melnginap di be lngkell milik 

Telrdakwa. 

6. Bahwa Telrdakwa su ldah melmpulnyai niat bu lrulk telrhadap 

Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang dapat 

dilihat dari sikap Telrdakwa yang melnampulng Anak 

Korban XXX dan Anak Korban XXX di be lngkell 

Telrdakwa di kamarnya, namu ln pada saat malam Te lrdakwa 
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julga tidulr di kamar yang sama dan bahkan Te lrdakwa yang 

melmatikan lampu l dan langsu lng melnculmbuli Anak Korban 

XXX. 

7. Bahwa Telrdakwa melmanfaatkan kelselmpatan delngan dalih 

melmbalas delndam telrhadap Anak Korban XXX ulntulk 

mellakulkan pelrseltulbulhan telrhadap Anak Korban XXX dan 

Telrdakwa ju lga belrnafsul telrhadap Anak Korban XXX 

delngan adanya fakta bahwa pe lnis Telrdakwa julga telgang 

pada saat ingin melmasu lkan pe lnisnya kel vagina milik 

Anak Korban XXX. 

8. Bahwa keltika Anak Korban XXX me llawan, Telrdakwa 

teltap melmaksa dan melnarik cellana Anak Korban XXX 

hingga robelk dan pe lnis Telrdakwa yang se ldang telgang 

dimasu lkan delngan paksa kel vagina Anak korban XXX. 

9. Bahwa Telrdakwa se llama melnjalani hu lbulngan pacaran 

delngan Anak Korban XXX se llalul melmbelrikan janji ulntulk 

teltap seltia kelpada Anak Korban XXX dan se lring belrbulat 

kasar kel Anak Korban XXX, selhingga Anak Korban XXX 

yang masih be llulm dapat belrpikir se lcara baik dikarelnakan 

masih dibawah u lmulr telrmindse lt ulntulk se llalul melnulrulti 

kelmaulan dari Telrdakwa se lhingga mellakulkan 

pelrseltulbulhan belbelrapa kali de lngan Telrdakwa; 
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10. Bahwa seltellah melndapat informasi dari Sdr. XXX te lntang 

hulbulngan Sdr. XXX delngan Anak Korban XXX, 

Telrdakwa yang su ldah belrulmulr delwasa tidak 

melmbicarakan delngan baik-baik dan tidak melncari 

informasi lelbih lanjult melngelnai hal telrselbult, namu ln 

Telrdakwa ju lstrul melngambil ke lselmpatan u lntulk 

melnyeltulbulhi Anak Korban XXX delngan dalih ingin balas 

delndam. 

- Melnimbang, bahwa se lsulai delngan pe lrtimbangan di atas, 

Majellis Hakim be lrkelsimpu llan  bahwa ulnsulr “Dengan  

Sengaja” di atas te llah cu lkulp te lrpe lnulhi se lrta te llah te lrbu lkti 

selcara sah dan me lyakinkan me lnulrult hu lku lm; 

3. Mellakulkan Jarimah pelmelrkosaan telrhadap anak; 

- Melnimbang Pasal 1 angka 30 Qanu ln Acelh Nomor 6 Tahu ln 

2014 telntang Hu lkulm Jinayat, Pelmelrkosaan adalah hu lbulngan 

selksu lal telrhadap faraj ataul dulbu lr orang lain se lbagai korban 

delngan zakar pe llakul ataul belnda lainnya yang digu lnakan 

pellaku l ataul telrhadap faraj ataul zakar korban delngan mu llult 

pellaku l ataul telrhadap mu llult korban de lngan zakar pellakul, 

delngan kelkelrasan ataul paksaan ataul ancaman telrhadap korban; 

- Melnimbang bahwa paksaan ataul koelrsi adalah praktik 

melmaksa pihak lain u lntulk belrpelrilakul selcara spontan (baik 

mellaluli aksi atau l tidak belrtindak) de lngan melnggulnakan 
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ancaman, imbalan, atau l intimidasi atau l belntulk lain dari 

telkanan atau l daya. Dalam hu lkulm, pe lmaksaan dikodifikasikan 

selbagai ke ljahatan paksaan. Melnu lrult Su lbelkti paksaan dalam 

hulku lm dapat dibagi melnjadi paksaan psikis dan paksaan fisik; 

- Melnimbang, bahwa be lrdasarkan Pasal 1 Angka 40 Qanu ln 

Acelh No. 6 Tahu ln 2014, Anak adalah orang yang be llulm 

melncapai u lmulr 18 (dellapan bellas) tahu ln dan bellulm melnikah, 

dan be lrdasarkan keltelrangan anak korban, saksi-saksi, bulkti 

sulrat dan ke ltelrangan Telrdakwa bahwa anak-anak korban 

bellu lm melncapai u lmulr 18 tahu ln, de lngan delmikian ulnsu lr anak 

dalam Pasal 50 Qanu ln Acelh nomor 6 tahu ln 2014 telntang 

Hu lkulm Jinayat su ldah telrpelnulhi; 

- Melnimbang bahwa pe lrseltulbulhan telrhadap Anak yang tidak 

diiringi de lngan kelkelrasan maulpu ln ancaman pada dasarnya 

teltap dikatelgorikan se lbagai “pelmelrkosaan anak” (statultory 

rape l). Anak dibawah u lmulr dikate lgorikan selbagai orang yang 

tidak cakap se lcara hu lkulm ulntulk melnelntu lkan mana yang baik 

dan bulrulk bagi dirinya; 

- Melnimbang, bahwa dari u lraian dan pelrtimbangan telrselbult, 

Majellis Hakim melnilai Telrdakwa melmpulnyai ke lhelndak 

(wille ln) ulntulk mellaku lkan pelrbu latan telrselbult, dan Telrdakwa 

julga suldah melngelrti (welteln) akan akibat dari padanya yaitu l 

belrdosa ke lpada Allah dan haru ls melmpelrtanggulng jawabkan 
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pelrbu latannya se lcara hu lkulm, karelnanya melnulrult Majellis 

Hakim pe lrbulatan Telrdakwa telrmasu lk dalam belntulk 

kelselngajaan se lbagai maksu ld (opze lt als oogmelrk). Olelh karelna 

itul, u lnsu lr mellakulkan pelrbulatan pelmelrkosaan telrhadap 2 (du la) 

Anak Korban tellah telrpelnulhi dan te lrbulkti; 

- Melnimbang, bahwa dalam Qanu ln nomor 6 tahu ln 2014 telntang 

Hu lkulm Jinayat dapat dipe ldomani se lbagai belrikult: 

1. Pasal 1 angka (30): Pe lmelrkosaan adalah hu lbulngan se lksu lal 

telrhadap faraj atau l dulbulr orang lain se lbagai korban 

delngan zakar pellakul ataul belnda lainnya yang digu lnakan 

pellakul ataul telrhadap faraj atau l zakar korban delngan mullult 

pellakul ataul telrhadap mu llult korban de lngan zakar pellakul, 

delngan kelkelrasan atau l paksaan atau l ancaman telrhadap 

korban; 

2. Pasal 1 angka (32): Me lmaksa adalah se ltiap pe lrbulatan ataul 

selrangkaian pelrbulatan yang dilaku lkan olelh se ltiap orang 

ulntulk melnjadikan orang lain haru ls mellakulkan su latul 

pelrbulatan jarimah yang tidak dike lhelndakinya dan/atau l 

tidak kulasa mellawannya; 

3. Pasal 66: Apabila anak yang be llulm melncapai ulmulr 18 

(dellapan bellas) tahuln mellaku lkan atau l didu lga mellakulkan 

jarimah, maka telrhadap anak telrselbult dilakulkan 
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pelmelriksaan belrpeldoman ke lpada pelratu lran pelrulndang-

ulndangan melngelnai pelradilan pidana anak; 

4. Pasal 1 angka (4) U lUl Nomor 11 tahu ln 2012 telntang 

sistelm pelradilan anak: Anak yang melnjadi korban tindak 

pidana yang se llanjultnya dise lbult anak korban adalah anak 

yang be llulm belrulmulr 18 (de llapan bellas) tahuln yang 

melngalami pelndelritaan fisik, me lntal, dan/ataul kelrulgian 

elkonomi yang diselbabkan olelh tindak pidana;   

5) Melnimbang, bahwa be lrdasarkan fakta-fakta hu lkulm dan 

pelrtimbangan-pelrtimbangan telrselbult, Maje llis Hakim akan melnilai 

dan melmpelrtimbangkan hal-hal yang be lrkaitan delngan pelrbu latan 

telrselbult: 

1. Bahwa Telrdakwa yang tellah belrulmu lr delwasa se llama melnjalani 

hulbulngan pacaran de lngan Anak Korban XXX te llah belrullang kali 

melnonton videlo porno belrsama delngan Anak Korban XXX yang 

masih dibawah u lmulr yang dimana hal te lrselbult dilakulkan delngan 

sadar olelh Telrdakwa dan Telrdakwa se llakul orang delwasa tidak 

melnjadi orang yang me lmbelrikan nasihat ke lpada Anak Korban 

XXX bahwa hal telrselbult bulkanlah hal yang baik u lntulk dilakulkan; 

2. Bahwa Telrdakwa sadar dan melngeltahuli Anak Korban XXX 

melrulpakan anak yang tidak diawasi be lgitu l keltat olelh orangtulanya 

dikarelnakan Telrdakwa se lring melngajak Anak Korban XXX ke l 

belngkellnya pada malam hari be lbelrapa kali tanpa ada rasa panik 
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jika Anak korban XXX akan dicari ole lh orang tulanya, se lhingga 

dapat diyakini Telrdakwa melngambil ke lselmpatan delngan kondisi 

yang dialami ole lh Anak Korban XXX; 

3. Bahwa belrdasarkan keltelrangan Ahli. Psikolog me lnyatakan dalam 

pelrsidangan bahwa Anak Korban XXX me lmiliki TRAU lMA dan 

konflik yang su ldah belrlapis, yang dapat me lmpelngaru lhi 

pelrkelmbangan pada otak anak, se lhingga be lrpelngarulh pada fisik, 

melntal dan psikososialnya. Dan dampak trau lma ini 

melngakibatkan A mu ldah marah, De lprelsi dan adanya telkanan 

elmosional, se lhingga mu ldah melleldak dan me lmiliki relaksi yang 

lelbih intelns, telrlibat dalam pe lrilakul yang belrelsiko tinggi (Se lks 

Belbas), melmiliki kelcelmasan, tidak mampu l melrancang masa 

delpan se lrta melningkatnya re lsiko u lntu lk mellulkai diri se lndiri, tidak 

dapat melngontrol diri de lngan celrmat, melmiliki harga diri yang 

relndah dan tidak dapat me lmelcahkan masalah de lngan telpat, se lrta 

adanya ganggu lan strelss, ganggulan psikotik, adanya te lkanan dan 

melmiliki masalah te lrhadap pelngelndalian dirinya. Hal te lrselbult 

telrjadi dikarelnakan Anak Korban XXX su ldah se ljak lama melnjadi 

korban kelkelrasan se lksu lal dan tellah melmiliki konflik yang 

belrlapis se lhingga Anak Korban XXX su ldah tidak mampu l 

melmbeldakan apakah pe lrilakul selks be lbas telrselbult adalah baik 

ataul bu lrulk; 
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4. Bahwa belrdasarkan keltelrangan Ahli Psikolog, ke lkelrasan yang 

selring dilaku lkan olelh Telrdakwa ke lpada Anak Korban XXX 

telrmasu lk salah satul pelmicul Anak Korban XXX trau lma dan takult 

dan melnulrulti kelinginan Telrdakwa, hal ini se lsulai delngan fakta 

hulkulm bahwa keltika Telrdakwa melminta delngan marah-marah 

agar Telrdakwa haruls melmbalas pelrbulatan Anak Korban XXX, 

maka Telrdakwa haru ls belrseltulbulh de lngan Anak Korban XXX, 

lalul Anak korban XXX langsu lng melmbangulnkan Anak Korban 

LIA delngan belrat hati agar maul melnulrulti kelmaulan Telrdakwa; 

5. Bahwa pelrbulatan-pelrbulatan Telrdakwa se llama ini pada saat 

melnjalani hu lbulngan pacaran delngan Anak Korban XXX yang 

dalam hal ini me llakulkan hal-hal se lbagai be lrikult: Me lnonton videlo 

porno belrsama delngan Anak Korban XXX. Me lmbelri janji u lntulk 

teltap se ltia dan akan me lnikah Anak Korban XXX. Melngajak 

belbelrapa kali ke lpada Anak Korban XXX u lntulk belrmalam di 

belngkell milik Telrdakwa dan Be lrbulat kasar ke lpada Anak Korban 

XXX keltika seldang elmosi. 

6. Bahwa pelrbulatan u lsaha dari Telrdakwa mellakulkan cipta kondisi 

(manipu llasi) telrhadap Anak Korban XXX yang dalam kondisi 

psikologisnya tidak dapat me lnelntulkan baik atau l bulrulk (telrultama 

pelrihal se lks belbas), agar Anak Korban XXX akan sellalul rella 

telrpeldaya ulntulk diseltulbulhi olelh Telrdakwa; 
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7. Bahwa Telrdakwa yang su ldah be lrulmulr delwasa melngambil 

kelselmpatan dari kondisi psikologis yang dialami Anak Korban 

XXX yang celndelrulng mu ldah ulntulk diajak be lrpelrilakul selks belbas, 

agar dapat melmulaskan Hasrat dari Te lrdakwa selndiri; 

8. Bahwa Telrdakwa dalam melngajak ANAK Korban XXX dan 

Anak Korban XXX u lntulk melnginap di be lngkell Telrdakwa pada 

saat itu l, su ldah melmpelrsiapkan se lgalanya de lngan niat u lntulk 

melnye ltulbulhi Anak Korban XXX dikare lnakan Telrdakwa tellah 

melmpelrsiapkan saru lng ulntulk Anak Korban XXX di kamarnya 

dan melngajak masu lk lelwat pintul bellakang u lntulk melnghindari 

orang mellihat Telrdakwa melngajak Anak korban  masu lk kel 

belngkell. 

9. Bahwa Telrdakwa pada saat itu l melmatikan lampu l dan fakta bahwa 

Telrdakwa yang pe lrtama belraksi melnculmbuli Anak Korban XXX 

adalah belntulk relalisasi dari niat Te lrdakwa yang awalnya 

melngajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX u lntulk 

melnginap di be lngkell milik Telrdakwa. 

10. Bahwa se ltellah melnculmbuli Anak Korban XXX, lalu l Telrdakwa 

melmasu lkan pelnisnya kel dalam vagina Anak Korban XXX 

delngan posisi Anak Korban XXX te lrlelntang delngan tidak 

belrdaya dan tidak me llawan dikarelnakan se llama Telrdakwa 

melnjalani hu lbulngan pacaran de lngan  Anak Korban XXX, 

Telrdakwa se llalul melmbelrikan janji manis ke lpada Anak Korban 
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XXX delngan melngatakan bahwa Telrdakwa akan me lnikahi Anak 

Korban XXX, lalu l Telrdakwa melmaju l-mulndulrkan pelnisnya di 

dalam vagina Anak Korban XXX kira-kira sellama 7 (tuljulh) melnit 

hingga melngellularkan cairan spe lrma di dalam vagina, ke lmuldian 

Telrdakwa melnyulrulh Anak Korban XXX u lntulk melnulngging dan 

Telrdakwa kelmbali melmasulkan pelnisnya ke l dalam vagina Anak 

Korban XXX dari be llakang delngan mellakulkan maju l-mulndu lr 

pelnisnya di dalam vagina se llama ku lrang lelbih 2 (du la) melnit, 

kelmuldian Anak Korban XXX me lrasa pelrih kelsakitan dan 

Telrdakwa melnyuldahinya. 

11. Bahwa Telrdakwa melnyadari kondisi Anak Korban XXX yang 

seldang tidak dalam kondisi se lhat, namu ln Telrdakwa yang tellah 

belrulmu lr delwasa tidak me lnyarankan u lntulk pullang dan melngantar 

pullang keltika hu ljan su ldah relda, namu ln Telrdakwa malah 

melngajak u lntulk tidu lr di kamar satul kamar de lngan Telrdakwa yang 

dimana Telrdakwa su ldah pelrnah be lrseltulbulh di kamar be lngkell 

telrselbu lt delngan Anak Korban XXX. 

12. Bahwa Telrdakwa pada saat malam hari ke ljadian tindak pidana, di 

delpan Anak Korban XXX dan Saksi XXX tidak malu l ulntulk 

belrseltu lbulh delngan Anak Korban XXX. 

13. Bahwa se ltellah melndapat informasi dari Sdr. XXX te lntang 

hulbulngan Sdr. XXX de lngan Anak Korban XXX, Te lrdakwa yang 

suldah belrulmulr delwasa tidak melmbicarakan delngan baik-baik dan 
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tidak melncari informasi lelbih lanju lt melngelnai hal te lrselbult, 

namuln Telrdakwa julstrul melngambil ke lselmpatan u lntulk 

melnye ltulbulhi Anak Korban XXX de lngan dalih ingin balas 

delndam de lngan cara Telrdakwa XXX melndelkati Anak Korban 

XXX dan langsu lng melmbulka cellana XXX; 

14. Bahwa pada saat itu l XXX mellawannya namu ln Telrdakwa teltap 

melmaksanya  dan lalu l Telrdakwa melmbu lka paha Anak Korban 

XXX dan langsu lng melmasulkkan ke lmalu lannya ke ldalam Vagina 

XXX lalul Telrdakwa melnggoyang ke lmalulannya dalam vagina 

Saksi maju l mulndulr dan keljadian telrse lbult belrlangsu lng dihadapan 

Sdri XXX  lalu l tiba – tiba Sdri XXX  me lnangis dan helndak kabulr 

dari kamar telrselbult lalul Telrdakwa XXX me lncabult kelmalulannya 

dari Vagina XXX dan me lnelnangkan Sdri XXX  agar tidak 

mellarikan diri lalu l XXX mellihat Sdri XXX  ke lmbali du ldulk dalam 

kamar telrselbult se llanjultnya Telrdakwa XXX ke lmbali melmasulkkan 

kelmalulannya ke ldalam Vagina XXX dan pada saat itu l XXX 

melncoba mellawan namu ln tidak be lrhasil sellanju ltnya Telrdakwa 

XXX kelmbali melngoyang – goyangkan pantatnya maju l mulndu lr 

dan kira – kira 5 (Lima) Me lnit lamanya Te lrdakwa Me lngellularkan 

Selpelrmanya diatas Pe lrult XXX. 

15. Bahwa belrdasarkan keltelrangan Ahli Psikolog, akibat ke ljadian 

yang melnimpa Anak Korban XXX atas pe lrbulatan Telrdakwa 

telrhadap Anak Korban XXX, Dite lmu lkan pada diri XXX adanya 
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DElPRElSI  yang diselrtai delngan frulstasi, stre ls dan melmiliki geljala 

selpelrti lelmas dan tidak belrtelnanga, mu ldah melnangis, kelhilangan 

minat u lntulk belrintelraksi delngan lingku lngan sosialnya, se llelra 

makan telrganggul, su llit tidulr, muldah te lrjaga ditelngah malam, 

melrasakakan tidak me lmiliki harapan masa de lpannya, melrasa 

seldih,melrasa kelselpian, melrasa telrpelrangkat dan telrjelbak se lhingga 

tidak dapat ke llular dari masalah ini, ke lkhawatiran yang be lgitu l 

belsar, kelhilangan pada minat yang dimilikinya, te lrlalul leltih dan 

sangat lellah delngan se lmula yang dihadapinya, me lrasa tidak 

belrharga; 

16. Bahwa Telrdakwa melmiliki latar bellakang pe lndidikan yang hanya 

pada tingkat SD (Tidak Tamat) dan  hanya me lngiku lti se lkolah 

kelagamaan sellama 1 (tahu ln); 

17. Bahwa Telrdakwa seljak kelcil tidak me lndapatkan kasih sayang 

yang lelngkap dari orangtulanya kare lna melngalami brokelnhomel 

dan Telrdakwa tinggal belrsama kakelk nelnelknya se ljak Telrdakwa 

masih se lkolah dasar 

18. Melnimbang, bahwa ole lh karelna telrhadap pelrbulatan Telrdakwa 

tellah melmelnulhi se llulrulh ulnsulr-ulnsu lr yang dike lhelndaki olelh pasal 

pelrbulatan Telrdakwa se lbagaimana diatu lr dan diancam u lqulbat 

jarimah pelmelrkosaan dalam Pasal 50 Qanu ln Acelh nomor 6 tahu ln 

2014 telntang hu lkulm Jinayat, maka Maje llis Hakim be lrkelsimpu llan 

Telrdakwa tellah telrbulkti se lcara sah dan me lyakinkan belrsalah 
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mellaku lkan Jarimah pe lmelrkosaan te lrhadap anak korban se lpelrti 

apa yang tellah didakwakan olelh Pe lnulntult U lmulm kelpadanya 

dalam dakwaan ke l satul dan Majellis Hakim me lnganggap tidak 

pelrlul melmbulktikan dakwaan lainnya; 

19. Melnimbang, bahwa ole lh karelna Telrdakwa selhat akal pikirannya, 

Jarimah yang dilaku lkan Telrdakwa tidak telrdapat alasan pe lmaaf 

maulpu ln pelmbelnar, maka melnulru lt Majellis Hakim pelrbulatan 

Telrdakwa dapat dipe lrtanggulngjawabkan melnulrult hulkulm; 

20. Melnimbang, bahwa ole lh karelna Telrdakwa suldah dinyatakan 

belrsalah mellakulkan pelrbulatan jarimah ta‟zir be lrulpa pelmelrkosaan 

telrhadap anak korban, maka Maje llis Hakim akan 

melmpelrtimbangkan telntang ulqulbat yang se lpantasnya dibelrikan 

kelpada Telrdakwa baik delngan melmpelrtimbangkan tulntu ltan 

Pelnulntu lt U lmulm mau lpuln pleldoi pihak Te lrdakwa; 

21. Melnimbang, bahwa tu ljulan ulqulbat jinayat yang dijatu lhkan Majellis 

Hakim bulkanlah selmata-mata ulpaya balas de lndam namu ln lelbih 

dititik-belratkan kelpada pelndidikan dan pe lngajaran u lntulk 

melmpelrbaiki bu ldi pelkelrti Telrdakwa mau lpuln warga masyarakat 

lainnya agar melmatu lhi hulkulm, pada sisi lain diharapkan se ltellah 

Telrdakwa se llelsai melnjalani pidananya dan kelmbali ke l 

masyarakat tidak akan lagi me llaku lkan pelrbulatan pelrbulatan 

jarimah jinayat lainnya; 
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22. Melnimbang, bahwa be lrdasarkan keltelntulan pasal 50 Qanu ln Acelh 

no.6 tahu ln 2014 telntang hu lkulm jinayat dise lbultkan: “Seltiap orang 

yang delngan se lngaja me llakulkan jarimah pelmelrkosaan 

selbagaimana dimaksu ld dalam pasal 48 te lrhadap anak diancam 

delngan „u lqulbat ta‟zir cambu lk paling se ldikit 150 (se lratuls lima 

pullulh) kali paling banyak 200 (du la ratu ls) kali atau l delnda paling 

seldikit 1.500 (se lribul lima ratuls) gram e lmas mulrni, paling banyak 

2.000 (du la ribul) gram e lmas mulrni atau l pelnjara paling singkat 

150 (se lratuls lima pu llulh) bullan paling lama 200 (du la ratu ls) 

bullan”; 

23. Melnimbang, bahwa se ltellah Majellis Hakim be lrmulsyawarah dan 

belrmu lfakat se lrta belrdasarkan pelrtimbangan-pelrtimbangan di atas, 

maka hu lkulman ta‟zir yang akan dijatu lhkan kelpada Telrdakwa 

adalah „ulqulbat pelnjara 150 (Se lratuls lima pu llulh) bu llan 

selbagaimana telrselbult dalam pasal 50 Qanu ln Acelh nomor 6 tahu ln 

2014 telntang hulkulm jinayat, dirasa cu lkulp adil baginya dan ju lga 

adil bagi Anak Korban dan diharapkan dapat me lmelnulhi rasa 

keladilan masyarakat yang telrganggul akibat pelrbulatan Telrdakwa; 

24. Melnimbang, bahwa se llama prose ls pe lmelriksaan baik di tingkat 

pelnyidikan, pe lnulntultan dan pelrsidangan Telrdakwa ditahan, se lsulai 

delngan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanu ln Acelh nomor 7 tahu ln 2013 

telntang Hu lkulm Acara Jinayat, maka masa pe lnahanan yang 

dijalani olelh Telrdakwa diku lrangi se llulrulhnya dari u lqulbat yang 
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dijatulhkan, dan se llama pelrintah pelnahanan u lntulk pelmelriksaan 

yang diteltapkan olelh Hakim bellulm habis, maka me lmelrintahkan 

Telrdakwa teltap ditahan sampai habis masa pe lnahanan telrselbult; 

25. Melnimbang, bahwa barang bu lkti yang diaju lkan olelh pelnulntult 

ulmulm di pe lrsidangan, Majellis Hakim melnilai u lntulk barang bu lkti 

pakaian yang melrulpakan milik Telrdakwa lelbih baik di rampas 

ulntulk dimu lsnahkan, se ldangkan barang bu lkti belrulpa pakaian-

pakaian milik para anak korban de lngan mellihat asas ke lmanfaatan 

dikelmbalikan pada Para Anak Korban u lntulk dapat dimanfaatkan 

selsulai kelinginannya;  

26. Melnimbang, bahwa ole lh karelna Telrdakwa dinyatakan be lrsalah 

dan dijatu lhi hu lkulman kulrulngan (pe lnjara) dan barang bu lkti 

selbagaimana telrselbult ju lga tellah telrbu lkti se lbagai alat atau l sarana 

yang dipakai dalam me llakulkan jarimah (videl Pasal 184 ayat (1) 

Qanuln Acelh Nomor 7 Tahu ln 2013 telntang Hulkulm Acara Jinayat, 

27. Melnimbang, bahwa bu lkti su lrat yang diaju lkan olelh Pe lnulntu lt 

U lmulm se lcara formil dan matelril adalah bu lkti otelntik; 

28. Melnimbang, bahwa se lbellulm Majellis Hakim me lnjatulhkan pu ltulsan 

yang te lpat dan adil telrhadap pe lrbulatan Telrdakwa, pelrlul 

dipelrtimbangkan hal-hal yang melmbelratkan dan hal-hal yang 

melringankan Pe lrbulatan Telrdakwa tidak me lngindahkan Syari‟at 

Islam yang belrlakul di Acelh; 
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29. Melnimbang, bahwa dalam pe lrsidangan, Majellis Hakim tidak 

melnelmu lkan hal-hal yang dapat me lnghapulskan 

pelrtanggu lngjawaban pidana, baik se lbagai alasan pe lmbelnar dan 

ataul alasan pelmaaf, maka Telrdakwa haruls 

melmpelrtanggulngjawabkan pelrbulatannya;  

30. Melnimbang bahwa dakwaan Primair Pe lnulntult U lmulm Pelrbulatan 

Telrdakwa selbagaimana diatu lr dan diancam pidana Pasal 50 

Qanuln Acelh nomor 6 tahu ln 2014 telntang Hulkulm Jinayat dan 

seltellah Maje llis Hakim me lnyatakan Te lrdakwa tellah telrbulkti 

selcara sah dan me lnyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana 

selbagaimana dimaksu ldkan dalam dakwaan primair te lrselrbult, 

maka tellah se lsulai delngan Pasal 81 Ayat (1) U lU l RI No. 17 Tahu ln 

2016 telntang Pelneltapan Pe lratulran Pe lmelrintah Pe lngganti U lndang-

U lndang Nomor 1 Tahu ln 2016 Telntang Pelrulbahan Ke ldula Atas 

U lndang-U lndang Nomor 23 Tahu ln 2002 Te lntang Pe lrlindulngan 

Anak Me lnjadi U lndang-U lndang dikatelgorikan se lbagai keljahatan 

telrhadap kelsulsilaan ataul selksu lal; 

31. Melnimbang, bahwa Maje llis Hakim delngan melmpelrhatikan asas 

keladilan, asas ke lmanfaatan dan ke lpastian hu lkulm bagi masyarakat 

selrta asas-asas se lbagaimana dise lbu ltkan dalam Qanu ln Hu lkulm 

Jinayat, Maje llis Hakim akan me lneltapkan ju lmlah „u lqulbat yang 

akan dijatu lhkan telrhadap diri Telrdakwa yang se ltimpal delngan 
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kelsalahannya yaitu l „ulqulbat ta‟zir pe lnjara yang ju lmlahnya 

selbagaimana akan dise lbultkan dalam amar pu ltulsan ini; 

32. Melnimbang, bahwa „u lqulbat telrhadap pelrbulatan jarimah 

pelmelrkosaan selbagaimana telrcantulm dalam Pasal 50 Qanu ln Acelh 

Nomor 6 Tahu ln 2014 Telntang Hu lkulm Jinayat adalah „u lqulbat 

ta‟zir, dalam hal ini Pe lnulntult U lmu lm melnulntult Telrdakwa u lntulk 

dijatulhi „u lqulbat pelnjara se llama 150 (se lratuls lima pu llulh) bu llan 

dan belrdasarkan pelrtimbangan-pelrtimbangan di atas baik hal yang 

melmbelratkan mau lpuln melringankan, Majellis Hakim se lpakat 

delngan belntulk ataul jelnis „ulqulbat selrta ju lmlah lamanya „u lqulbat 

selbagaimana tu lntultan Pe lnulntult U lmulm yaitul belrulpa „ulqulbat 

pelnjara sellama 150 (se lratuls lima pu llulh) bu llan, agar melngulrangi 

potelnsi Telrdakwa melngullangi pelrbu latannya dan se lbagai ulpaya 

ulntulk melmpelrbaiki pe lrilakul Telrdakwa, se llain itu l julga u lntulk 

pelmullihan psikis anak yang me lnjadi korban dalam pe lmelrkosaan 

telrselbu lt; 

33. Melnimbang, bahwa olelh karelna pelnjatu lhan „u lqulbat olelh Majellis 

Hakim lelbih lama dari masa pe lnahanan Telrdakwa dan tidak ada 

alasan u lntulk melngellularkan Telrdakwa dari tahanan, maka 

Telrdakwa haruls dinyatakan teltap belrada dalam tahanan; 

34. Melnimbang, bahwa Maje llis dalam melnjatulhkan pultulsan ini te llah 

melmpelrtimbangkan azas keladilan hulkulm, kelpastian hu lkulm, 
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kelmanfaatan hu lkulm dan pelrlindu lngan telrhadap anak bu lkan 

belrdasarkan kelpada u lnsu lr pelmbalasan delndam kelpada Telrdakwa;  

35. Melnimbang, bahwa ole lh karelna Telrdakwa dijatu lhi hu lkulman 

jinayat, maka kelpada Telrdakwa dibe lbankan u lntulk melmbayar 

biaya pelrkara yang belsarnya ditelntulkan dalam amar pu ltulsan ini; 

36. Melngingat Pasal 50 Qanuln Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat, Qanuln Acelh Nomor 7 Tahu ln 2013 telntang 

Hulkulm Acara Jinayat, U lndang-U lndang Nomor 8 tahu ln 1981 

telntang Kitab U lndang-U lndang Hulku lm Acara Pidana (KUlHAP), 

U lndang-U lndang Nomor 7 Tahu ln 1989 te lntang Pelradilan Agama, 

selbagaimana yang te llah diulbah telrakhir de lngan U lndang-U lndang 

Nomor 50 Tahu ln 2009, U lndang-U lndang Nomor 48 tahu ln 2009 

telntang Ke lkulasaan Ke lhakiman se lrta sellulrulh pelratu lran 

pelrulndang-ulndangan se lrta keltelntulan syara‟ yang be lrkaitan 

delngan pelrkara ini dan melngadili: 

1. Melnyatakan Telrdakwa XXX telrbulkti se lcara sah dan 

melyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana “Delngan 

selngaja me llakulkan Jarimah Pelmelrkosaan telrhadap Anak” 

selbagaimana diatulr dan diancam pidana dalam Pasal 50 

Qanu ln Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat, 

dalam Dakwaan Kelsatul Jaksa Pelnulntult U lmulm; 

2. Melnjatulhkan U lqulbat telrhadap Te lrdakwa XXX delngan 

U lqulbat Ta‟zir pelnjara se llama 150 (se lratuls lima pu llulh) bullan 
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diku lrangi sellama Telrdakwa be lrada dalam tahanan de lngan 

pelrintah agar Telrdakwa teltap ditahan. 

3. Melnyatakan Barang bu lkti belrulpa:  

- 1 (satu l) Bulah cellana dalam U lkulran L warna coklat melrk 

AYUlNI; 

- 1 (Satul) Bulah Bra warna biru l mulda; 

- 1 (satul) bulah jilbab pelrselgi warna hitam melrk M&M; 

- 1 (satu l) bu lah cellana lelgging panjang be lrwarna hitam 

delngan jahitannya belrwarna ore ln belrmelrk DElLLA; 

- 1 (satul) bulah baju l kelmelja lelngan panjang be lrwarna hitam. 

Dikelmbalikan kelpada Saksi Korban XXX  

- 1 (satul) Bulah jilbab warna coklat su lsul melrk SAUlDIA; 

- 1 (Satul) Bulah Bra warna biru l mulda;  

- 1 (satu l) bu lah Baju l Kaos belrwarna pu ltih belrgambar se lpelda 

motor melrk GYPSY; 

- 1 (satul) bulah cellana Kain panjang be lrwarna hitam; 

- 1 (satu l) bulah tanktop belrwarna biru l mulda melrk ElSSY 

model. 

- 1 (satu l) Bulah Boxelr pelndelk belrwarna biru l-oreln belrmotif 

sapi dan kulcing. 

Dikelmbalikan kelpada Saksi Korban XXX 

- 1 (Satul) bulah baju l kaos warna dongkelr melrk TDEl ulkulran 

L; 



140 

 

- 1 (Satul) Bulah Cellana pelndelk warna hitam melrk Are la 

CHOTING;  

- 1 (satu l) bulah cellana dalam be lrwarna hitam melrk 

U lNDElRMOUlR; 

- 1 (satu l) bu lah tikar plastik warna hijau l-melrah belrmotif 

bulnga; 

- 1 (satu l) bu lah se llimult warna hitam-abul abul belrmotif 

bulnga. 

Dirampas u lntulk dimu lsnahkan 

4. Melmbelbankan kelpada Telrdakwa ulntulk melmbayar biaya 

pelrkara seljulmlah Rp.5.000,- (lima ribu l rulpiah); 

Adapu ln belrdasarkan Wawancara telrstrulktulr yang Pe lnelliti 

laksanakan secara langsung de lngan Narasu lmbelr Majellis Hakim yang 

melmultulskan pelrkara telrselbult, yaitu Ketua Majelis: Syakdiah, S.H.I, 

M.H., Hakim Anggota I: M.H, Dr. Mira Maulidar, S.H.I., M.H., dan 

Hakim Anggota II: Mawaddah Idris, S.H.I, M.H., yang saat ini be lrtulgas 

selbagai Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Me lulreluldul. Narasu lmbelr 

melmbelrikan jawaban be lrdasarkan pelrtanyaan Pe lnelliti telrkait Relsolulsi 

Pidana Pe lmelrkosaan di Pelngadilan Ne lgelri dan Mahkamah Syar‟iyah 

Seltellah Belrlaku lnya Qanuln Jinayat.  

Belrikult pelndapat Para Hakim telrse lbult telrhadap kelwelnangan dan 

pelnye llelsaian pelrkara pelmelrkosaan di Provinsi Ace lh pasca imple lmelntasi 

Qanuln Jinayat: 
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1. Bahwa pelrtimbangan hulkulm Majellis Hakim selbagaimana telrmaktulb 

dalam pultulsan; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah hubungan seksual 

terhadap faraj (vagina) atau dubur orang lain sebagai korban dengan 

zakar (penis) pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau 

terhadap faraj (vagina) atau zakar (penis) korban dengan mulut 

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar (penis) pelaku, 

dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban; 

3. Bahwa dalam penyelesaian perkara pemerkosaan di Pengadilan 

Negeri, ketentuan alat bukti menggunakan Pasal 184 ayat (1)  

KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan Saksi; b. 

Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan e. Keterangan 

Terdakwa. Sedangkan dalam penyelesaian perkara pemerkosaan di 

Mahkamah Syar‟iyah, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 181 

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, 

bahwa alat bukti yang sah terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. 

Keterangan Ahli; c. Barang Bukti; d. Surat; e. Bukti Elektronik; f. 

Pengakuan Terdakwa; dan g. Keterangan Terdakwa;  

4. Bahwa Pengadilan Negeri mengacu pada Pasal 285 KUHP yang 

memuat ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku 

pemerkosaan.  Sedangkan ketentuan pemidanaan terhadap 

Pemerkosaan di Mahkamah Syar‟iyah mengacu pada Qanun Aceh 
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Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan „Uqubat Ta‟zir 

cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling 

banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 

1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 

1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara 

paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 

(seratus tujuh puluh lima) bulan. 

5. Bahwa kemudian pada Pasal 49, Setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki 

hubungan Mahram dengannya, diancam dengan „Uqubat Ta‟zir 

cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 

200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima 

ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas 

murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, 

paling lama 200 (dua ratus) bulan. 

6. Bahwa kemudian pada Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 terhadap anak, diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk 

paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua 

ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram 

emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau 



143 

 

penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 

200 (dua ratus) bulan. 

7. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2020, Uqubat 

Pemerkosaan/Pelecehan Seksual yang Korban/Pelaku Jarimahnya 

Masih Anak Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan 

seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin 

perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat 

ta‟zir berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya 

adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

8. Bahwa belrdasarkan Pasal 5 Qanuln Nomor 6 Tahuln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat, bahwa keltelntulan hulkulm jinayat telrselbult belrlakul 

ulntulk: a) Seltiap Orang belragama Islam yang mellakulkan Jarimah di 

Acelh;  b) Seltiap Orang belragama bulkan Islam yang mellakulkan 

Jarimah di Acelh belrsama-sama delngan orang Islam dan melmilih 

selrta melnulndulkkan diri selcara sulkarella pada Hulkulm Jinayat; c) 

Seltiap Orang belragama bulkan Islam yang mellakulkan pelrbulatan 

Jarimah di Acelh yang tidak diatulr dalam Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Pidana (KUlHP) ataul keltelntulan pidana di lular KUlHP, teltapi 

diatulr dalam Qanuln ini; dan d) Badan Ulsaha yang melnjalankan 

kelgiatan ulsaha di Acelh. Selhingga dalam hal ini pelrlul adanya 



144 

 

pelngulkulhan makna telrhadap siapa saja yang dapat me lnjadi su lbjelk 

hulkulm dalam tindak pidana pe lmelrkosaan di Ace lh, agar framing dan 

stigma yang melnyatakan bahwa ada tu lmpang tindih ke lwelnangan 

antara Pelngadilan Nelgelri dan Mahkamah Syar‟iyah dapat disanggah; 

9. Bahwa pelrlul adanya pe lnjellasan lelbih lanjult dalam Qanu ln telrhadap 

rulang lingku lp “Konselp Pelnulndulkan” bagi Non Mulslim dan adakah 

diatulr pe lngkhulsulsan telrhadap pelrkara-pelrkara jinayat telrtelntu l yang 

dilakulkan belrsama-sama delngan orang mu lslim di Provinsi Ace lh 

ataulkah belrlakul ulntulk selmula pelrkara jinayat; 

10. Bahwa pelrlul adanya pelngelmbangan dan pe lnyelmpulrnaan te lrhadap 

Qanuln Jinayat Aceh baik dalam ranah materil dan formil; 

Formalisasi dan Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum 

Acara Jinayat telah sesuai dengan cita-cita U lndang-U lndang Nomor 11 Tahuln 

2006 telntang Pe lmelrintahan Acelh dan U lndang-U lndang Nomor 44 Tahuln 1999 

telntang Pelnyellelnggaraan Ke listimelwaan Provinsi Daelrah Istimelwa Acelh 

selbagai Provinsi Nanggroel Acelh Daru lssalam, yang melngakuli adanya 

pelradilan Syariat Islam selbagai bagian sistelm pelradilan nasional yang 

dilakulkan olelh Mahkamah Syar‟iyah yang belbas dari pelngarulh pihak 

manapuln. Ke lwelnangan mahkamah Syar‟iyah didasarkan atas syariat Islam 

dalam sistelm hu lku lm nasional, diatulr lelbih lanju lt de lngan Qanuln dan u lntulk 

mellaksanakan keltelntulan pasal 25 Ulndang-U lndang Nomor 18 tahu ln 2001 

telrselbult, pada tanggal 4 Oktobelr 2002 tellah disahkan qanuln Provinsi 
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Nanggroel Acelh Daru lssalam Nomor 10 Tahuln 2002 telntang Pelradilan 

Syariat Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan tersebut, dapat Penulis tarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar‟iyah 

yang berada di Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum berlandaskan pada 

ketentuan Hukum Formil dan Hukum Materil yang telah diatur secara khusus, 

sehingga memiliki ruang lingkup dan wewenang yang khusus dan teratur, 

tidak ada tumpang tindih kewenangan antara keduanya, karena Subjek dan 

wilayah hukumnya juga berbeda. Hal tersebut disebabkan pelimpahan 

beberapa kewenangan Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Syar‟iyah di 

Aceh sebagai satu-satunya daerah khusus penegakan Syar‟iat Islam di 

Indonesia yang diakomodir penerapan hukumnya oleh Sistem Hukum 

Nasional. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Adapuln Kompeltelnsi kelwelnangan absolult Pe lngadilan Nelgelri dan 

Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Ace lh Selcara elksplisit dapat dipahami 

bahwa tidak ada tu lmpang tindih kelwelnangan antara Pe lngadilan Ne lgelri 

dan Mahkamah Syar‟iyah. Pe lmbagian pelnye llelsaian pelrkara belrpeldoman 

pada keltelntulan dalam Pasal 5 Qanu ln Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang 

Hulkulm Jinayat, bahwa ke ltelntulan hu lkulm jinayat te lrselbult belrlakul ulntulk 

Seltiap Orang be lragama Islam yang me llaku lkan Jarimah di Ace lh, Se ltiap 

Orang belragama bu lkan Islam yang mellakulkan Jarimah di Ace lh belrsama-

sama delngan orang Islam dan me lmilih se lrta melnulndulkkan diri se lcara 

sulkarella pada Hu lkulm Jinayat; Se ltiap Orang be lragama bu lkan Islam yang 

mellakulkan pe lrbulatan Jarimah di Ace lh yang tidak diatu lr dalam Kitab 

U lndang-U lndang Hu lkulm Pidana (KU lHP) atau l keltelntulan pidana di lu lar 

KUlHP, teltapi diatulr dalam Qanu ln ini; dan Badan U lsaha yang melnjalankan 

kelgiatan ulsaha di Acelh. 

2. Elfelktivitas Pe lngadilan Ne lgelri dan Mahkamah Syar‟iyah dalam 

melnangani kasu ls pelmelrkosaan di Acelh, dari se lgi proseldulr pelnelrimaan 

pelrkara, pelndelkatan su lmbelr hulkulm, dan hasil pu ltulsan seltellah belrlakulnya 

Qanuln Jinayat adalah u lntulk melmbelrikan pe lrlindulngan orang-orang yang 

pelrlul dilindu lngi (dalam  tindak pidana pe lmelrkosaan u lmulmnya 

pelrelmpulan) dari tindakan-tindakan asu lsila yang be lrtelntelngan kelsulsilaan 
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belrulpa pelmelrkosaan. Se lbagaiman ru lmulsan tindak pidana pe lmelrkosaan 

dalam KU lHP pasal 285 yang be lrbulnyi: “Barangsiapa delngan kelkelrasan 

ataul ancaman kelkelrasan melmaksa pelrelmpu lan yang bu lkan istelrinya 

belrseltulbulh delngan dia, dihu lkulm, karelna me lmpelrkosa, delngan hulkulman 

pelnjara se llama-lamanya dula bellas tahuln”.
85

 dan keltelntulan dalam Qanu ln 

Acelh Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hu lkulm Jinayat, Pasal 48: 

“Seltiap Orang yang de lngan selngaja me llakulkan Jarimah 

Pelmelrkosaan diancam de lngan „U lqulbat Ta‟zir cambu lk paling 

seldikit 125 (se lratuls dula pu llulh lima) kali, paling banyak 175 

(selratuls tuljulh pu llulh lima) kali atau l delnda paling se ldikit 1.250 (selribu l 

dula ratuls lima pu llulh) gram elmas mu lrni, paling banyak 1.750 (se lribul 

tuljulh ratu ls lima pullulh) gram elmas mulrni atau l pelnjara paling singkat 125 

(selratuls du la pu llulh lima) bu llan, palinglama 175 (se lratuls tuljulh pullulh lima) 

bullan”, Pasal 49: “Seltiap Orang yang delngan se lngaja mellakulkan Jarimah 

Pelmelrkosaan telrhadap orang yang me lmiliki hulbulngan Mahram 

delngannya, diancam de lngan „U lqulbat Ta‟zir cambu lk paling seldikit 150 

(selratuls lima pu llulh) kali, paling banyak 200 (du la ratuls) kali atau l delnda 

paling seldikit 1.500 (se lribul lima ratuls) gram e lmas mu lrni, paling banyak 

2.000 (dula ribu l) gram elmas mulrni atau l pelnjara paling singkat 150 

(selratuls lima pu llulh) bullan, paling lama 200 (du la ratu ls) bullan”. Dan 

Pasal 50: “Seltiap Orang yang de lngan se lngaja me llakulkan Jarimah 

Pelmelrkosaan se lbagaimana dimaksu ld dalam Pasal 48 te lrhadap 

                                                       
85 Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
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anak-diancam delngan „U lqulbat Ta‟zir cambu lk paling se ldikit 150 

(selratuls lima pu llulh) kali, paling banyak 200 (du la ratuls) kali atau l 

delnda paling se ldikit 1.500 (se lribul lima ratuls) gram elmas mulrni, 

paling banyak 2.000 (du la ribul) gram e lmas mulrni atau l pelnjara 

paling singkat 150 (se lratuls lima pu llulh) bu llan, paling lama 200 

(dula ratuls) bullan”.  

3. Adapuln pelndelkatan hu lkulm formil, hu lkulm matelril, dan lelgal re lasoning 

Hakim di Pelngadilan Nelgelri dan Mahkamah Syar‟iyah saat me lnangani 

kasuls pelmelrkosaan suldah telpat belrdasarkan ke lwelnangannya masing-

masing, pultulsan Hakim me lmiliki pelran se lntral se lbagai ellelmeln yang haru ls 

belbas dari ke lcacatan ataul kelkellirulan. Dalam prose ls pelngambilan 

kelpultulsan, para Hakim di Ace lh ju lga melmpe lrtimbangkan aspelk keladilan, 

kelpastian hu lku lm, dan kelmanfaatan hu lkulm. Telrultama dalam pe lnelrapan 

Hulkulm Islam, se lpelrti yang diatu lr dalam Qanu ln Jinayat, Hakim 

belrtanggulng jawab melnjaga kelselimbangan antara ke ladilan dan ke lpastian 

hulkulm, selrta melmastikan pultulsan se lsulai delngan norma-norma agama dan 

buldaya se ltelmpat. Hakim di Ace lh ju lga haruls mampu l melnggali nilai-nilai 

hulkulm dari ke lbiasaan dan norma yang hidu lp dalam masyarakat u lntulk 

melrulmulskannya dalam pu ltulsan yang bijaksana. Se lhingga, pultulsan Hakim 

di Acelh bulkan hanya me lncelrminkan ke ladilan formal, teltapi ju lga 

melmbelrikan manfaat praktis bagi masyarakat dan me lnelgakkan norma-

norma hulkulm yang belrlakul. 

 



149 

 

B. SARAN 

a. Bagi Mahasiswa 

Selmoga pelnellitian ini dapat me lmbelrikan pe lmahaman telntang 2 (dula) 

sistelm hu lku lm yang belrbelda, mellipulti prose ldulr pelnelrimaan pelrkara, 

pelndelkatan su lmbelr hulkulm, dan hasil pu ltulsan. Ini ju lga melmbantu l 

dalam pelngelmbangan keltelrampilan pe lnellitian dan Pe lnullisan 

pelnellitian ini. 

b. Bagi Akademisi 

Selmoga pelnellitian ini dapat me lnyajikan data elmpiris dan analisis 

yang dapat digu lnakan se lbagai relfelrelnsi u lntulk pelnellitian lelbih lanju lt. 

Ini julga dapat melndorong disku lsi akadelmik telntang implikasi dari 

Qanuln Jinayat se lbagai bagian dari siste lm Hu lkulm Nasional yang 

ditelrapkan di Provinsi Ace lh. 

c. Bagi Masyarakat 

Selmoga pe lnellitian ini dapat me lningkatkan ke lsadaran dan pelmahaman 

telntang bagaimana kasu ls pelmelrkosaan dihadapi di ke ldula Pe lngadilan 

telrselbult, melmbantul melrelka dalam me lmahami hak dan tanggu lng 

jawab melrelka di bawah keldula sistelm telrselbult. 

d. Bagi Aparat Hukum 

Selmoga pelnellitian ini dapat melnyulgu lhkan informasi yang dapat 

digulnakan u lntulk elvalulasi dan pelrbaikan prose ls Pelradilan dalam kasu ls 

pelmelrkosaan. Ini ju lga dapat melmbelri melrelka wawasan telntang 

potelnsi hambatan atau l tantangan dalam implelmelntasi Qanuln Jinayat. 
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